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KATA PENGANTAR

Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TlI)
terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih
dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun
kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar
aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika
manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu
dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini
juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial
di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum.

Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan
kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki
landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil
individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan
perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini
juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawabhi
pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam
proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil
negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan
publik yang optimal, relevan, serta responsif.

Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian
kebijakan TIl mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya
terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan
devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk
mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat
pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial
tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian
yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat
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rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi
bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan.

Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang
kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta
rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
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BAB 1
MENIMBANG MANAJEMEN RISIKO
PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PILKADA 2024

Arfianto Purbolaksono
Peneliti Bidang Politik

Abstrak

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya
akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal
penyelenggaraan Pemilu melibatkan lebih dari sekadar merancang dan
mengesahkan undang-undang pemilu. Penyelenggaraan Pemilu membutuhkan
manajemen yang sukses sebagai bagian dari implementasi dari aturan pemilu.
Proses tahapan Pemilu dari pendaftaran pemilih hingga penghitung suara
perlu dilakuan dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, berkaca pada
Pemilu 2019, manajemen risiko pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh
para pemangku kepentingan.

Kata kunci: Pemilu, Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, Manajemen Pemilu,
Manajemen Risiko Pemilu

Pendahuluan

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPRRI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-
Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang
menjadi prioritas pada tahun 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja
antara Baleg DPR dan pemerintah yang secara khusus membahas persoalan
UU Pemilu dan beberapa UU lainnya. Pencabutan tersebut sekaligus menyikapi
surat dari Komisi Il DPR RI tentang pencabutan rancangan UU Pemilu dari daftar
Prolegnas Prioritas Tahun 2021 (liputan6.com, 9/3). Berdasarkan keputusan ini,
maka di tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilu dan juga Pilkada di tahun
yang sama.
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Keputusan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang akan dilakukan
di tahun 2024 ditanggapi oleh sejumlah pihak, termasuk pihak penyelenggara
di tingkat ad hoc, yaitu mantan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS). Pada 28 April 2021, sejumlah mantan anggota KPPS menggugat
UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemilu Serentak 2024
diubah. Sebab, berkaca dari Pemilu 2019, pemilu serentak sangat menguras
tenaga, tidak sedikit petugas pemilu yang sakit dan ada yang meninggal dunia.
Berdasarkan data Surat Keputusan Nomor 926/KU.03-2KPT/KPU/IV/2019
jumlah korban meninggal yang terverifikasi dan tervalidasi adalah sebanyak
708 orang. Sementara yang dilaporkan sakit berdasarkan SK KPU Nomor 926/
KU.03-2KPT/KPU/1V/2019 sebanyak 749 orang (KPU, 2019).

Mengingat kondisi tersebut, para mantan anggota KPPS menggugat dua pasal
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni
Pasal 167 Ayat 3 yang berbunyi Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak
pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selanjutnya Pasal
347 Ayat 1 yang berbunyi Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara
serentak. Para pemohon menilai Pemilu 2019 yang memilih calon presiden/
wapres, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan calon anggota
DPR serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/
kota secara serentak sangat berat. Beban yang sangat berat dan tidak rasional
tersebut disebabkan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara
serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan.

Petugas KPPS melaksanakan pekerjaannya tidak hanya di hari H, tetapi juga
saat H-3, dari penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, membangun lokasi
Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga menyelenggarakan pemungutan
suara dan penghitungan suara. Bagi KPPS, tugas dan beban kerja yang sangat
berat itu sebetulnya terletak pada fase penghitungan suara yang harus selesai
di hari yang sama dan diperpanjang pada hari berikutnya paling lambat pukul
12.00 waktu setempat dengan syarat dilaksanakan tanpa jeda. Pekerjaan di
atas sangat melelahkan dan berisiko secara kesehatan. Oleh karena itu, mereka
berharap Pemilu Serentak 2024 hanya memilih di level nasional, yaitu Presiden,
DPD, dan DPR.

Melihat permasalahan ini, tulisan ini mencoba melakukan analisis kebijakan
dengan melihat risiko terkait permasalahan yang akan muncul dalam
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penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 dalam sudut pandang
penyelenggara pemilu.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apamasalah yang dapat muncul jika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
dilaksanakan pada tahun 2024?

2.  Apa rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi
permasalahan yang muncul dalam pelenyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
tahun 20247

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait topik ini, studi kebijakan
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk
menganalisis praktik mahar politik dalam Pilkada. Pendekatan ini melibatkan
proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami
permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan
hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis
informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan berbagai sumber
bacaan, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan.
Selain itu, data penelitian ini juga diperoleh dari wawancara mendalam
dengan narasumber yang berasal dari lembaga penyelenggara pemilu yaitu
Komisioner KPUD Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, yang dipilih
secara purposive karena dinilai memiliki pengetahuan dan informasi yang
relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Pemilu

Manajemen pemilu adalah penerapan dan implementasi aturan pemilu. Aturan
tentang bagaimana pemilu akan berjalan dirancang dan dibuat menjadi
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undang-undang oleh parlemen dan eksekutif. Implementasi aturan-aturan
ini diperlukan agar demokrasi berfungsi dalam praktik. Proses ini tidak hanya
tugas teknis karena mungkin melibatkan pejabat pembuat kebijakan yang
membuat keputusan tentang bagaimana aturan diterapkan, sumber daya yang
digunakan, dan pemangku kepentingan yang dilibatkan. Oleh karena itu, hal
ini juga bersifat politis karena para aktor merundingkan proses implementasi,
dan konsekuensi aturan sepenuhnya bergantung pada implementasi di setiap
tahapan. Manajemen pemilu mencakup tiga rangkaian aktivitas yang terkait,
yaitu pengorganisasian, pemantauan, dan penetapan hasil pemilihan (James
et al, 2019).

Untuk melihat desain manajemen organisasi penyelenggara pemilu di seluruh
dunia, setidaknya terdapat tujuh dimensi (James et al, 2019), yaitu:

1. Sentralisasi. Hal ini mengacu pada apakah penyelenggaraan pemilu
dilakukan oleh satu tingkat nasional organisasi atau apakah pengelolaan
pemilihan dilakukan oleh beberapa badan manajemen di tingkat sub-
nasional administrasi (misalnya tingkat daerah). Ini relevan untuk kinerja
penyelenggara pemilu karena menyelenggarakan pemilu yang lebih dekat
dengan daerah pemilihan lokal dapat meningkatkan pengelolaan pemilu
yang efisien dan peka terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, pemilu dengan
manajemen yang terdesentralisasi juga dapat menghasilkan perbedaan
yang signifikan dalam kinerja penyelenggara di suatu negara.

2. Kemandirian. Hal ini mengacu pada sejauh mana lembaga penyelenggara
pemilu secara resmi independen dari pemerintah. Misalnya, sejauh mana
independensi penyelenggara pemilu tertanam dalam kerangka hukum.

3. Kapasitas organisasi. Kapasitas mengacu pada sejauh mana organisasi
penyelenggara pemilu stabil dan organisasi berkelanjutan yang memiliki
sumber daya yang cukup untuk memiliki kapasitas menyelenggarakan
pemilu.

4. Lingkup dan pembagian tugas. Hal ini mengacu pada berbagai elemen
proses pemilu yang ditugaskan kepada lembaga penyelenggara pemilu.
Lembaga penyelenggara pemilu dapat ditugaskan untuk mengelola seluruh
proses pemilu, atau hanya sebagian kecil dari tugas-tugas ini.
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5. Hubungan dengan aktor eksternal. Hal ini mengacu pada hubungan
penyelenggaradengan aktoryang tidak bertanggung jawab secaralangsung
untuk manajemen pemilu, tetapi memiliki kepentingan dalam proses pemilu,
baik karena mereka adalah peserta (misalnya partai politik, kandidat, warga
negara), karena mereka adalah subkontraktor yang menyediakan produk
atau layanan untuk penyelenggara pemilu (Misalnya: agen pencetakan
surat suara, perusahaan yang menyediakan peralatan dan layanan teknologi
pemilihan), atau Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) dan organisasi nasional
atau internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan manajemen
pemilu. Interaksi dengan pemangku kepentingan domestik dan organisasi
internasional dapat memberikan umpanbalik tentang kinerja penyelenggara,
kesempatan untuk belajar dan saran untuk perbaikan, membantu meminta
pertanggungjawaban penyelenggara pemilu, dan tekanan untuk reformasi
pemilu, yang semuanya dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi
penyelenggara pemilu, ketidakberpihakan dan transparansi.

6. Teknologi. Hal ini mengacu pada perangkat lunak teknis dan perangkat
keras yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum,
seperti peralatan kantor, perangkat lunak basis data pendaftaran pemilih.

7. Personil. Personil adalah orang yang menjalankan pemilihan, misalnya,
staf yang bekerja untuk nasional, penyelenggara pemilu tingkat regional
dan lokal, serta staf sementara yang membantu menjalankan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Dimensi ini tidak
hanya mengacu pada jumlah karyawan terlibat dalam mengelola pemilihan,
tetapi juga tingkat keahlian, pelatihan, rekrutmen metode, orientasi
layanan publik dan sistem yang digunakan untuk mengelolanya. Selain
itu, dimensi ini juga relevan untuk kinerja penyelenggara pemilu karena
memiliki staf penyelenggara dengan pelatihan dan keahlian yang memadai
prosedur pemilu kemungkinan akan meningkatkan persepsi dan efisiensi
penyelenggara pemilu yang sebenarnya memberikan pemilihan. Selain
itu, orientasi profesionalisme staf penyelenggara dan pelayanan publik
kemungkinan akan memperkuat ketidakberpihakan badan penyelenggara
pemilu.
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Pemilu melibatkan lebih dari sekedar merancang dan mengesahkan undang-
undang pemilu. Pemilu membutuhkan manajemen yang sukses sebagai
bagian dari implementasi dari aturan pemilu. Daftar pemilih perlu dibuat dan
dipelihara; TPS ditentukan dan terorganisir; staf penghitung perlu direkrut dan
proses penghitungan berjalan tanpa kesalahan. Oleh karena itu, manajemen
pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Manajemen Risiko dalam Pemilu

Analisis kebijakan ini menggunakan konsep tentang manajemen risiko dalam
pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA). Definisi manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk
mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil
tindakan pencegahan dan mitigasi.

International IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko pemilu sebagai
upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang
dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap
proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat
waktu. Berdasarkan definisi di atas, maka sistem manajemen risiko adalah (a)
identifikasi risiko, (b) pengukuran risiko, (c) pelaporan dan (d) pembuatan
keputusan. Berikut uraiannya:

Langkah 1: Identifikasi Risiko

|dentifikasi risiko memerlukan pertimbangan yang sistematis mengenai
skenario yang mungkin, yang dapat memiliki dampak negatif dalam mecapai
tujuan organisasi. Risiko pemilu dapat terwujud karena faktor-faktor risiko yang
mendasarinya. Misalnya, risiko hukum dapat terjadi jika kerangka hukum untuk
penyelenggaraan pemilu itu meragukan, cacat hukum atau dipertentangkan
oleh aktor-aktor pemilu. Risiko teknis dapat terwujud jika personil tidak dilatih
dengan baik dalam prosedur teknis atau jika teknologi yang digunakan dalam
proses pemilu mengalami kegagalan. Beberapa risiko dapat mempengaruhi
kelompok tertentu, seperti perempuan dan kelompok marjinal.

Sehubungan dengan identifikasi risiko, International IDEA telah mengklasifikasi
dan menguraikan faktor-faktor risiko yang bersifat internal dan eksternal yang
berpotensi untuk memicu atau berkontribusi untuk memicu kekerasan yang
berhubungan dengan pemilu (lihat Tabel 1).
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Tabel 1.1 Faktor-Faktor Risiko yang Bersifat Internal dan Ekternal

Faktor Internal Faktor Eksternal
1) Kerangka hukum pemilu yang 1) Kondisi sosial-ekonomi
dipertentangkan 2) Pengecualian sosial dan politik
2) Perencanaan dan manajemen pemilu | 3) Dinamika perubahan kekuasaan
yang buruk 4) Diskriminasi dan kekerasan berbasis
3) Pelatihan dan pendidikan personil gender
yang buruk 5) Munculnya aktor bersenjata bukan
4) Penyelesaian sengketa pemilu yang negara
tidak memadai 6) Adanya kejahatan yang terorganisasi
5) Pendaftaran pemilih dan partai politik | 7) Keluhan terkait genosida, kejahatan
yang bermasalah terhadap kemanusiaan dan kejahatan
6) Kampanye pemilu yang memanas perang
7) Pelaksanaan pemungutan suarayang | 8) Pelanggaran hak asasi manusia
bermasalah 9) Perilaku media yang tidak etis
8) Hasil pemilu yang disengketakan 10) Bahaya lingkungan

Sumber: International IDEA (2020)

Langkah 2: Pengukuran risiko dan analisis

Pengukuran risiko berhubungan dengan pengumpulan data dan analisis.
Sementara identifikasi risiko didasarkan pada pembuatan asumsi mengenai
apa yang mungkin salah — juga di mana dan kapan hal itu mungkin
terjadi. Pengukuran risiko mencakup pengumpulan bukti (data) yang akan
menunjukkan sejak awal apakah masalah yang dihipotesiskan akan terwujud.
Dalam pemilu, pengukuran risiko memerlukan pembuatan rencana operasional
untuk pengumpulan dan analisis data di seluruh siklus pemilu.

Langkah 3: Pelaporan

Pelaporan terkait dengan pemberitahuan kepada para pimpinan penyelenggara
pemilu mengenai masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan mereka.
Prosedur pelaporan dapat berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya.
Sehubungan dengan upaya untuk mengatasi risiko dalam pemilu, laporan
dapat dibagikan dengan pimpinan penyelenggara pemilu, pihak sekretariat,
serta pimpinan di regional hingga di tingkat lapangan. Laporan praktis
yang sederhana diperlukan untuk berbagi informasi dengan semua yang
memiliki mandat atau kapasitas untuk mengambil tindakan pencegahan atau
mengurangi dampak negatif.
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Langkah 4: Pembuatan keputusan

Pembuatan keputusan terkait dengan peloporan terhadap risiko dalam pemilu
kemudian di diskusikan, dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan
penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk bertindak segera dan untuk
memusatkan perhatian dan sumber daya pada bidang-bidang yang dianggap
perlu penanganan. Penggunaan laporan akan membantu menciptakan
kesadaran situasional yang diperlukan untuk keputusan yang tepat, disesuaikan
dan mempertimbangkan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan paparan di atas, penting untuk memetakan risiko terkait
permasalahan yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
di tahun 2024. Dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko
dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), khususnya dalam
faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu. Berikut pembahasan
lebih lanjut mengenai hal ini.

1. Pertentangan tentang kerangka hukum di antara para penyelenggara
pemilu
Berkaca pada Pemilu 2019, terjadi pertentangan kerangka hukum di
antara para penyelenggara pemilu, yakni antara KPU dengan Bawaslu.
Pertentangan ini terjadi karena perbedaan penafsiran di antara kedua
lembaga tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu (UU Pemilu). Salah satu pertentangan yang terjadi
misalnya dalam aturan tentang larangan mantan narapidana kasus
korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta
DPRD kabupaten/kota 2019, yang akhirnya telah resmi ditetapkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 1
huruf h Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Purbolaksono,
2018).

Namun, aturan PKPU ini berbeda dengan sikap Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) yang memutuskan untuk meloloskan mantan napi korupsi
sebagai calon anggota legislatif (caleg) di sejumlah daerah. Bawaslu
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berpandangan putusan ini telah tepat. Karena dalam pandangan Bawaslu
di dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g, UU Pemilu diatur mantan napi bisa maju
menjadi caleg kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Purbolaksono, 2018).

Kemudian dalam kajian Bawaslu, salah satu sorotan yang menjadi
perbincangan dari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/
kota dan provinsi adalah menyangkut ada beberapa ketidakpastian dan
interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh
para penyelenggara di level pusat. Meskipun harus diakui pula bahwa
ruang dialog dan perbaikan juga diakomodir dalam berbagai kebijakan,
namun komunikasi dengan para penyelenggara pemilu di level provinsi
dan kabupaten/kota menyatakan bahwa ini seringkali merepotkan dalam
menyampaikan kepada para pemangku kepentingan, seperti peserta
pemilu dan pemilih (Perdana (ed), 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan penafsiran di antara
dua lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi risiko bagi
penyelenggaraan Pemilu serentak dan Pilkada di tahun 2024. Sengketa
hukum akan mengancam integritas penyelenggaraan pemilu, karena
tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

2. Perencanaan dan manajemen pemilu

Pemilu serentak dilaksanakan dengan tujuan agar pemilu diselenggarakan
lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan perhitungan
KPU sebelumnya, penyelenggaraan pemilu serentak bisa menghemat
anggaran Rp5 sampai Rp10 triliun. Namun, alih-alih menghemat anggaran
pemilu serentak jauh lebih mahal dibandingkan dengan ongkos pemilu
sebelum-sebelumnya. Hal ini terbukti dari pengalokasian anggaran
sebesar Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019.
Alokasi anggaranini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding
biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Selain
itu, pada tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemilu
sebesar Rp16 triliun (Purbolaksono, 2019).

Berkaca pada Pemilu 2019, maka anggaran penyelenggaraan Pemilu
dan Pilkada di tahun 2024 diprediksikan akan meningkat. Komisioner
KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, meningkatnya anggaran
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bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk
Pemilu 2024 akan dialokasikan pada tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023,
dan 2024. Sementara, dana yang harus digelontorkan pemerintah daerah
untuk Pilkada 2024 harus dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024.

Selain persoalan anggaran, risiko yang harus diantisipasi adalah
persoalan waktu penyelenggaraan. Menurut Komisioner KPU, Pramono
Ubaid Tanthowi, waktu pelaksanaan pemilihan tidak hanya dihitung dari
jarak hari H pemungutan suara. la menyebutkan bahwa di luar tahapan
pencoblosan, ada rangkaian tahapan pemilihan yang membutuhkan
waktu persiapan yang panjang. Pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya,
membutuhkan waktu persiapan selama 18 bulan sebelum hari
pencoblosan. Sementara, persiapan Pilkada perlu waktu setidaknya 1
tahun sebelum hari H. Pramono menyebut, terbatasnya waktu persiapan
pemilihan pernah dialami KPU ketika menyelenggarakan Pilkada 2018
dan di saat bersamaan harus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu
2019 (kompas.com, 08/02/2021)

Melihat prediksi tersebut, persoalan anggaran dan waktu akan menjadi
risiko yang perlu untuk diantisipasi. Ditambah lagi saat ini, Indonesia masih
berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana alokasi anggaran lebih
banyak terserap dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi. Belum
lagi, permasalahan terkait keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan
pemilu. Oleh karena itu, risiko perencanaan dan manajemen pemilu
adalah persoalan alokasi anggaran dan waktu yang terbatas.

Pelatihan dan pendidikan personil KPPS

Puncak pelaksanaan pemilu adalah pada saat pemungutan dan
penghitungan suara. Pada tahap ini, personil yang menjadi ujung
tombaknya ialah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari anggota masyarakat.
Namun, berkaca pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, banyak
jatuh korban jiwa dari petugas KPPS dikarenakan keletihan akibat beban
kerja yang terlampau berat untuk menyelesaikan proses penghitungan
lima surat suara yang harus diselesaikan pada hari pencoblosan suara
(Rohmah,2020).
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Persoalan lain yang membuat kerumitan pada hari pemungutan suara
adalah minimnya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh petugas
KPPS. Petugas KPPS menyoroti soal minimnya pelatihan dan pembekalan
seputar aturan teknis dan administrasi mengenai proses pemungutan
dan penghitungan suara dalam pemilu serentak 2019 bagi petugas
KPPS. Kondisi ini dinilai membuat banyak petugas KPPS tidak bisa
mengantisipasi banyaknya isu yang terjadi di hari pemungutan suara
maupun tugas teknis administrasi yang harus mereka kerjakan. Dengan
demikian, proses penghitungan suara memakan waktu lama dan akhirnya
memicu kelelahan petugas (.https://www.abc.net.au, 23/4/2019).

Permasalahan pelatihan ditambah dengan minimnya jumlah petugas
KPPS yang mengikuti pelatihan tersebut. Berdasarkan wawancara penulis
dengan Yasum Surya Mentari, Komisioner KPU Daerah Kabupaten
Banyumas, pelatihan bagi petugas KPPS hanya diikuti masing-masing dua
orang perwakilan per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian,
terdapat ketimpangan pengetahuan yang menambah persoalan di
lapangan (Wawancara dilakukan pada 29 April 2021). Berkaca pada Pemilu
2019, pendidikan dan pelatihan bagi personil KPPS menjadi risiko yang
perlu untuk diperhatikan. Hal ini juga sangat penting karena buruknya
penyelenggaraan pelatihan bagi KPPS berujung pada banyaknya korban
jiwa bagi KPPS.

4. Pendaftaran pemilih

Persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko yang harus diperhatikan
pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Pasalnya, persoalan
pendaftaran pemilih menjadi persoalan yang kerap muncul pada setiap
pemilu. Persoalan daftar pemilih bermula dari penyusunan daftar pemilih.
Hal ini merujuk pada pengalaman Pemilu 2009 dan 2014, di mana
masalah daftar pemilih terjadi pada saat penyusunan daftar pemilih.
Untuk Pemilu 2019, persoalan perbedaan data Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) juga kembali
terjadi. Hal ini terjadi ketika di bulan Desember 2017, Kemendagri telah
menyerahkan DP4 yang berjumlah 196.545.636 jiwa. Namun, di bulan
Juni 2018, KPU mengumumkan DPS yang berjumlah 186.379.878 jiwa,
minus empat daerah di Papua, yaitu Mimika, Intan Jaya, Lanny Jaya,
dan Mamberamo Tengah yang belum menyelesaikan rekapitulasi DPS
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(Purbolaksono, 2019). Pangkal persoalan dari penyusunan daftar pemilih,
dikarenakan adanya ketidaksamaan pandangan antara Kemendagri
dengan KPU terkait bahan penyusunan daftar pemilih.

Padahal penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu diatur dalam UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 201 ayat 1 huruf b disebutkan
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data penduduk
potensial pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun
daftar pemilih sementara. Selanjutnya, di Pasal 7 disebutkan bahwa data
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dijadikan
sebagai data pembanding daftar pemilih tetap dari Pemilu terakhir.

Sedangkan penyusunan daftar pemilih dalam Pilkada Pada Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota. Pada Pasal 58 ayat 1 disebutkan daftar pemilih tetap pemilihan
umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan
dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial pemilih
pemilihan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa daftar penduduk
potensial pemilih pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang
telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan
sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018
tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Pada Pasal 1 Ayat 32 disebutkan
bahwa Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap
Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan
dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan
pemutakhiran.

Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU
melakukan penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau
Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pada ayat 2
disebutkan proses penyandingan data dilakukan dengan cara melakukan
pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang
dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4,
melalui penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke
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dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan.

KPU berpandangan yang menjadi bahan utama adalah hasil dari
pemutakhiran data, yang dilakukan dengan Pencocokan dan Penelitian
(Coklit), yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan
cara mendatangi Pemilih secara langsung. Sedangkan Kemendagri menilai
bahwa DP4 seharusnya menjadi bahan utama dalam penyusunan daftar
pemilih, karena telah terverifikasi, tervalidasi, serta terkonsolidasikan
dalam sistem informasi administrasi kependudukan.

Melihat persoalan ini, maka permasalahan daftar pemilih dapat menjadi
risikobagipenyelenggaraan Pemiludan Pilkada2024, karenaketidakjelasan
terhadap data pemilih akan memunculkan persoalan ketidakpercayaan
para peserta pemilu dan pemilih terhadap penyelenggara pemilu beserta
hasilnya.

5. Kampanye pemilu

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yakni tahun 2014 dan
2019, risiko yang terjadi pada masa kampanye yaitu munculnya polarisasi
pendukung calon presiden yang disertai ujaran kebencian berdasarkan
suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan meningkatnya
penyebaran berita bohong di sosial media.

Berdasarkan hasil Laporan Kajian Evaluasi yang dilakukan Univeritas
Airlangga (Unair) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2018,
penggunaan instrumen SARA dalam Pilkada merupakan fenomena politik
yang menggambarkan degradasi peran partai dan pasangan calon dalam
menghadirkanwacanapragmatiskampanyepositif.Fungsiinstrumentalisasi
SARA ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mendongkrak elektabilitas
pasangan calon yang semula dinilai rendah untuk kemudian ditingkatkan
melalui isu-isu atau konteks SARA yang ditujukan kepada pihak lawan.
Fungsi yang kedua adalah instrumentalisasi SARA dimaksudkan untuk
mendegradasi elektabilitas pihak lawan sehingga berdampak pada
kerugian-kerugian politik yang menghancurkan pihak lawan (KPU, 2018).

Kontestasi Pilkada DKl Jakarta (2017), Sumatra Utara (2018), Jawa
Barat (2018), serta Kalimantan Barat (2018) pada dasarnya mewakili
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instrumentalisasi SARA. Partai politik dan pasangan calon secara tidak
langsung diuntungkan dengan politisasi SARA jika hal ini mampu
mempengaruhi sikap politik pemilih sehingga kepercayaannya terhadap
pasangan calon dilandasi oleh politisasi SARA.

Eksplorasi politisasi SARA dalam Pilkada DKl Jakarta, Sumatera Utara, Jawa
Barat dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada telah
mengarah pada potensi konflik komunal dalam masyarakat. Konflik ini
ditandai dengan semakin diterimanya aspek SARA oleh pemilih sebagai
salah satu strategi untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan.

Dari aspek regulasi pemilu, penggunaan simbol-simbol agama untuk
kepentingan pencalonan adalah hal yang dilarang. Namun, pemasangan
spanduk berisi pesan verbal yang konten SARA sulit untuk dianggap
sebagai bentuk pelanggaran pemilu mengingat spanduk bukanlah alat
peraga kampanye (APK) pasangan calon, karena dibuat oleh ormas
atau kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak masuk ke dalam
cakupan regulasi pemilu dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk
pelanggaran oleh Bawaslu.

Di sisi lain, kondisi ini diperburuk dengan maraknya berita bohong.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo, 2019), selama periode bulan Agustus 2018 sampai
dengan Februari 2019 terdapat 771 berita hoaks. Jumlah konten hoaks
yang beredar menunjukkan tren yang meningkat setiap bulannya. Di
bulan Agustus 2018, terdapat 25 informasi hoaks; di bulan September
2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di bulan Oktober dan November
2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks.

Di bulan Desember 2018, jumlah hoaks naik di angka 75 konten. Bahkan,
peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada awal
tahun 2019, yakni di bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari,
terdapat 175 konten dan angka ini naik dua kali lipat di bulan Februari 2019
menjadi 353 konten hoaks. Laporan Kemenkominfo juga menunjukkan
dari 771 total konten hoaks tersebut, sebanyak 181 konten hoaks terkait
isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan capres dan cawapres
Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta Pemilu
2019.
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Maraknya penyebaran hoaks dalam kampanye Pemilu 2019, sangat jelas
akan berdampak pada pertama, merugikan pemilih dan juga para peserta
Pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Kedua, hoaks berpotesni menurunkan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang
berujung pada menurunnya partisipasi pemilih. Ketiga, masifnya berita
hoaks dalam kampanye berpeluang memunculkan konflik horizontal di
masyarakat jelang pemungutan suara.

Berdasarkan kondisi dan analisis di atas, kampanye seharusnya menjadi
kegiatan penting bagi pemilih untuk mengenali visi-misi, program kerja,
rekam jejak para calon dalam ajang kontestasi politik lima tahunan ini.
Di sisi kandidat, masa kampanye menjadi ruang bagi para kandidat baik
legislatif maupun eksekutif untuk mempengaruhi pemilih dengan cara
memperkenalkan visi-misi dan program kerja mereka.

6. Pelaksanaan pemungutan suara

Berkaca pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan
memakan waktu yang cukup lama. Karena sama halnya dengan Pemilu
2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil
simulasi yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
waktu yang dibutuhkan oleh pemilih mulai dari pendaftaran hingga
selesai sekitar 11 menit. Misalnya, dalam suatu TPS terdapat 200 pemilih.
Jika 200 pemilih tersebut menggunakan hak suaranya, maka dibutuhkan
waktu sekitar 36 jam. Padahal waktu TPS dibuka untuk DPT hanya mulai
dari jam 07.00-12.00. Dengan merujuk pada simulasi ini, hampir dapat
dipastikan bahwa ada sebagian pemilih yang tidak dapat menyalurkan
hak suaranya karena waktu yang tersisa telah habis. Akibatnya, pemilih
yang tidak dapat menyalurkan haknya berpeluang membuat situasi di
TPS menjadi tidak kondusif (Basrianto, 2019).

Selanjutnya, terbatasnya surat suara tambahan. Tidak jarang, pemilih yang
sudah memiliki KTP elektronik tetapi belum memiliki surat undangan
untuk mencoblos. Akibatnya, ketika mereka ingin menyalurkan hak suara,
mereka hanya mendapatkan jatah untuk menyoblos pada pukul 12.00-
13.00. Itupun dengan kertas suara yang masih tersedia ditambah 2 persen
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dari DPT. Jumlah kertas suara tambahan sekitar 6 lembar. Di pusat-pusat
apartemen yang penghuninya memiliki mobilitas tinggi, kemungkinan
besar akan menemui kasus seperti ini (Basrianto, 2019).

Melihat kondisi di atas, maka persoalan hari pemungutan suara dengan
model lima surat suara seperti tahun 2019 akan berisiko. Hal ini yang harus
diantisipasi oleh penyelenggara pemilu agar tidak kembali memakan
korban jiwa. Langkah-langkah antisipatif harus segera dilakukan sehingga
tidak muncul kembali korban jiwa.

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya terdapat beberapa
risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Risiko-risiko ini terjadi pada setiap tahapan pemilu. Persoalan ini yang
seharusnya dapat sedini mungkin untuk dapat diantisipasi oleh penyelenggara
Pemilu.

Kesimpulan

Studi kebijakan ini mengidentifikasi beberapa risiko dalam penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada yang dilakukan di tahun 2024. Risiko-risiko ini merupakan
permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-
pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat diindentifikasi terjadi dari tahap
penyusunan kerangka hukum hingga proses pemungutan dan penghitungan
suara. Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat
diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan
integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, dengan
memperhatikan aspek manajemen pemilu yang baik, bagian berikut mencoba
memberikan rekomendasi kebijakan sehingga dapat menimalisir risiko
penyelenggaraan pemilu.

Rekomendasi

Studi kebijakan ini mencatat sangat pentingnya bagi penyelenggara pemily,
dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk mempersiapkan personil dan lembaga
mereka sedini mungkin untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024
dengan meminimalisir risiko potensi permasalahan pemilu serentak berkaca
dari pengalaman di pemilu serentak pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan temuan
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dan analisis yang sudah dilakukan, studi kebijakan ini memberikan beberapa
rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggara
pemilu jelang tahun 2024 mendatang:

1. KPU dan Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis
dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 kepada Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah (Bawasda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini
penting untuk mencegah multitafsir dalam pelaksanaan aturan teknis
pemilu maupun pilkada.

2. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
bersama dengan Komisi Il DPR RI beserta Kementerian Dalam Negeri
perlu mempercepat persiapan perencanaan penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada 2024. Perencanaan sejak dini sangat penting agar proses tahapan
Pemilu dan Pilkada dapat memiliki waktu yang cukup untuk dipersiapkan,
termasuk dalam penganggaran Pemilu dan Pilkada 2024.

3. KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepada KPPS sehingga
dapat mengoptimalkan tahap pelatihan KPPS. Optimalisasi pelatihan
termasuk dalam penyampaian materi pelatihan yang dapat mengatasi
persoalan padasaat haripemungutan suara. Misalnyadengan memberikan
pelatihan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, pelatihan
penggunaan sistem informasi dalam rangka penghitungan suara. Selain
pelatihan, KPU juga perlu untuk menambah anggaran pelatihan agar
semua anggota KPPS dapat mengikuti pelatihan agar pengetahuan
terkait pemungutan dan penghitungan suara dapat dipahami oleh
seluruh anggota.

4. KPU perlu melakukan penyederhanaan administrasi pendaftaran bagi
peserta pemilu baik calon legislatif maupun partai politik. Penyederhanaan
ini bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah peserta yang dapat
mengikuti kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024. Misalnya dengan sistem
informasi pendaftaran secara daring. Namun, KPU sebelumnya juga
perlu memperkuat infrasturktur dan sumber daya manusia terkait proses
kerja daring agar dapat siap ketika memasuki tahap pendaftaran. Hal ini
penting agar persoalan sistem online yang mengakibatkan kembali ke
cara manual tidak terulang kembali.
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KPU bekerjasama dengan Kemendagri untuk memperbaiki proses
pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tahap ini dilakukan dengan harus
membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama data pemilih.
Hal ini dapat digunakan untuk merevisi aturan yang ada saat ini, sehingga
ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya.
KPU juga perlu memastikan kejelasan jumlah daftar pemilih tetap beserta
tambahannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1, UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, daftar pemilih tetap dapat
dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara.

KPU dan Bawaslu membuat penyederhanaan administrasi penghitungan
suara di tingkat TPS. KPU dan Bawaslu membuat kesepemahaman aturan
terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang lebih
sederhana sehingga memudahkan KPPS melaporkan hasil pemungutan
suara. Selanjutnya, kesepemahaman dan kesepakatan antara KPU dan
Bawaslu tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi yang menjadi
payung hukum terkait administrasi pemungutan dan penghitungan
suara. Setelah aturan tersebut terbit, KPU membuat petunjuk teknis yang
disosialisasikan melalui pelatihan kepada KPPS.

KPU dan Bawaslu memperkuat dan mempertegas aturan yang melarang
peserta menggunakan kampanye yang berbau SARA. Misalnya, dengan
memberikan sangsi kepada peserta pemilu dalam bentuk admnistratif
dan meneruskan kepada Kepolisian jika ditemukan adanya unsur yang
dapat membahayakan stabilitas keamanan.

KPU dan Bawaslu bersama Kemenkominfo serta kelompok masyarakat
sipil mendorong penguatan literasi digital kepada masyarakat. Penguatan
literasi digital akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat terkait
informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah informasi yang
didapat, apakah informasi yang diperoleh secara daring, termasuk info
mengenai pemilu, hoaks atau tidak.

THE B NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19
dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik

9. KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kolaborasi yang lebih luas
dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait isu-isu demokrasi dan
kepemiluan, serta partisipasi warga negara dalam proses kebijakan untuk
membantu perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu. Kerjasama
dapat dilakukan melalui studi dan audiensi antara masyarakat sipil dengan
penyelenggara pemilu.
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KORUPSI POLITIK BANTUAN
SOSIAL PADA PILKADA
SERENTAK 2020

Hemi Lavour Febrinandez
Peneliti Bidang Hukum

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dimanfaatkan oleh beberapa pasangan
calon untuk mendulang suara dengan menggunakan cara yang melanggar
hukum. Salah satunya adalah penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi
kepentingan elektoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana. Untuk
itu, dengan menggunakan metode mixed legal study atau dikenal juga dengan
metode yuridis empiris, analisis kebijakan ini mencoba untuk mengurai korupsi
politik dalam bentuk bansos di Pilkada Serentak 2020. Selain itu, tulisan ini akan
mencoba untuk mengulik secara objektif hambatan dalam upaya mengatasi
korupsi politik bansos dalam penyelenggaraan pilkada. Hasil dari kajian ini,
menunjukkan bahwa petahana berpotensi melakukan korupsi politik dengan
menggunakan dana bansos pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan
beberapa langkah persiapan untuk mencegah praktik korupsi politik melalui
regulasi dan koordinasi antar lembaga negara, serta menanggulanginya
dengan menggunakan penerapan sanksi yang proporsional.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Korupsi Politik, Bantuan Sosial

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020
belum mampu belajar dan mengatasi permasalahan yang terus berulang pada
tiap periode pelaksanaannya, salah satunya adalah praktik politik uang. Bahkan,
pandemi Coronavirus Disease 20719 (COVID-19) turut dimanfaatkan oleh calon
peserta pilkada untuk kepentingan politik pribadi (kompas.com, 2020). Seperti
beberapa calon petahana yang menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos)
demi kepentingan politik elektoral.
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Mochammad Afifudin selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
memaparkan bentuk politisasi bansos yang dilakukan oleh petahana di
masa pandemi. Diantaranya yaitu bantuan yang diberi label foto kepala
daerah petahana atau label bantuan partai politik tertentu. Kemudian, juga
terdapat bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tetapi diberikan atas nama kepala daerah atau partai politik (Kompas.
com, 2020). Pelanggaran berupa praktik politik uang merupakan salah satu
pelanggaran yang sulit untuk diatasi pada pelaksanaan pilkada. Namun, bukan
berarti hal ini tidak dapat dicegah dan diberantas.

Permasalahan muncul pada saat proses pembuktian dilakukan. Sebab, pada
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) melarang Calon dan/atau tim
Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Unsur yang harus
dipenuhi pada pasal tersebut adalah “adanya upaya untuk mempengaruhi”.
Sementara penyelenggara pilkada seringkali menafsirkan frasa tersebut
menjadi lebih luas, yaitu harus terdapat upaya berupa ajakan untuk memilih
atau tidak memilih pasangan tertentu pada saat tahapan kampanye.

Tafsir tersebut membuat beberapa bentuk praktik politik uang, seperti
penggunaan bansos menjadi lebih sulit untuk diungkap. Hal ini disebabkan
karena rata-rata penjatuhan sanksi yang dilakukan pada praktik politik uang
mengedepankan unsur gjakan secara langsung oleh kandidat, partai politik,
atau tim kampanye. Oleh karena itu, pembuktian unsur atas perbuatan yang
dilakukan (actus reus) atas penggunaan foto kepala daerah petahana atau
lambang partai politik pada bansos menjadi lebih sulit dilakukan.

Praktik ilegal yang dilakukan oleh kepala daerah petahana dengan
memanfaatkan bansos ketika melakukan kampanye merupakan satu hal
yang tidak diantisipasi oleh penyelenggara pilkada. Walaupun Bawaslu telah
memetakan praktik politik uang sebagai permasalahan yang akan mengganggu
kelancaran penyelenggaraan pilkada dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Pilkada Serentak 2020, namun hal ini ternyata belum mampu membendung
praktik politik transaksional tersebut di lapangan.

IKP yang disusun oleh Bawaslu sudah memetakan dua potensi terjadinya
politik transaksional pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di
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tahap pencalonan. Ketika proses kandidasi dilakukan, terbuka ruang terjadinya
transaksi politik antara calon peserta dengan partai politik dalam bentuk uang
mahar politik. Kemudian praktik politik uang seperti jual beli suara (vote buying)
juga telah diduga akan terjadi pada tahap kampanye.

Namun, munculnya bansos akibat pandemi COVID-19 tidak termasuk dalam
hal yang diantisipasi oleh penyelenggara pilkada. Pemetaan terkait praktik
politik uang masih berkutat pada bentuk konvensional seperti vote buying. Hal
tersebut membuat praktik politik transaksional menggunakan bansos yang
dilakukan oleh kepala daerah petahana menjadi kurang diperhatikan.

Tulisan iniakan menggalilebih dalam tentang praktik politik uang menggunakan
bansos yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Tulisan
ini juga akan menilik model politik transaksional terkait bansos dan upaya yang
telah dilakukan oleh penyelenggara pilkada untuk mencegah dan mengatasi
hal tersebut.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik uang dalam bentuk bansos pada
penyelenggaraan Pilkada Serentak 20207

2. Bagaimana strategi dalam mencegah praktik politik uang dalam bentuk
bansos pada penyelenggaraan Pilkada Serentak?

Tinjauan Pustaka

1. Korupsi Politik

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan,
karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang
memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat
konstitusional untuk menegakkan demokrasi. Korupsi politik mengindikasikan
adanya penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan
oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi.
Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan,
sarana dan prasarana yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial politik
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yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik
berdampak pada berbagai bidang, yaitu pada bidang politik, ekonomi, hukum,
dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat (Rumesten, 2014).

Robin Hodess sebagaimana dikutip Almas Ghaliya Putri Sjafrina mendefinisikan
korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi
(political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi
dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Korupsi oleh
pemegang kekuasaan atau kewenangan politik ini tidak hanya terjadi dalam
bentuk transaksi uang, tetapi juga pengaruh (trading in influence). Dilihat dari
pelaku, modus, dan polanya, korupsi yang dilakukan oleh aktor politik di atas
tergolong sebagai korupsi politik. Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi
sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik (Sjafrina,
2019).

2. Politik Uang dalam Pilkada

Peter Sandholt Jensen sebagaimana dikutip Lati Praja dkk menjelaskan bahwa
politik uang merupakan transaksi politik yang dilakukan oleh kandidat untuk
memperoleh kekuasaan dan menarik simpati rakyat. Permasalahan tersebut
tidak hanya terjadi pada masa tahapan pemungutan suara tapi juga pada
tahapan pra, sampai pasca pemilu. Terdapat beberapa bentuk praktik politik
uang, seperti jual beli suara (vote buying) dan uang mahar politik (Lati Praja
Delmana, 2020).

Feri Amsari merumuskan pola atas model politik uang yang terjadi dalam
pilkada, yaitu politik uang yang dilakukan antara pemilik modal dengan calon
peserta; calon peserta dengan partai politik; calon peserta dan/atau partai
politik dengan penyelenggara; calon peserta dan/atau partai politik dengan
konstituen dan/atau masyarakat; dan calon peserta dan/atau partai politik.
Politik uang tidak hanya membahas tentang jual beli suara dalam pemilu,
namun juga tentang perputaran uang yang terjadi selama pelaksanaan pemilu
(Amsari, 2019).

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan praktik politik uang dalam
pilkada menggunakan dua konsep yang berbeda. Pertama, konsep patronase
yang merupakan praktik pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan
ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih yang berasal
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dari dana pribadi atau dana publik. Kedua, konsep klientelisme merujuk pada
karakter relasi antara politisi dengan pemilih atau pendukung. Konsep ini
melihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara politisi dengan pemilih,
yaitu berupa pertukaran antara keuntungan material dengan dukungan politik
(Sukmajati, 2015).

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang praktik politik uang dalam
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, penelitian ini menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan sosio legal, yaitu kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian
hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati
Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori
hukum dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris.
Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan
hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode
penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta)
ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada penyelenggaraan Pilkada
Serentak 2020.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
di Tengah Pandemi COVID-19

Pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat lokal
yaitu pemilihan kepala daerah yang untuk pertama kalinya dilakukan secara
serentak. Namun, akibat peningkatan kasus COVID-19 sepanjang tahun 2020,
muncul beberapa opsi terkait penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari tawaran
untuk menunda penyelenggaraan pilkada dalam jangka waktu tertentu atau
hingga pandemi COVID-19 dianggap berakhir, sampai pada pilihan untuk
tetap memaksakan penyelenggaraannya di tengah pandemi dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun,
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muncul tantangan mendasar terkait landasan hukum penyelenggaraan Pilkada
di tengah pandemi.

Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada di
tengah bencana non-alam, seperti Pandemi COVID-19 membuat Presiden
Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota. Salah satu ketentuan yang diatur melalui Perppu a quo adalah penundaan
waktu pemungutan suara, yang awalnya akan dilaksanakan pada 23 September
2020 ditunda hingga bulan Desember 2020 akibat Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan
menggunakan ketentuan yang terdapat pada UU Pilkada dan Perppu a quo
tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif (Ristyawati, 2020).
Sisi positifnya, melalui penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 berarti
amanat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020".
Namun, sisi negatifnya pun memiliki dampak yang buruk bagi iklim demokrasi
Indonesia. Salah satunya adalah praktik politik uang dengan memanfaatkan
dana bantuan sosial (bansos).

Persoalan yang membayangi penyelenggaraan pilkada yang lalu tidak hanya
pandemi COVID-19. Mahalnya ongkos politik juga menjadi salah satu isu
yang kembali menyeruak. Walaupun terjadi hampir pada tiap gelaran pemilu
maupun pilkada, namun masih belum terdapat obat untuk mengatasi penyakit
politik ini.

Merujuk pada Rilis Lembaga Survei Indonesia tentang Survei Politik Uang
pada 10 Januari 2021, terdapat tiga permasalahan yang muncul dalam
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pertama, rendahnya partisipasi
warga dalam pemilu. Hal ini karena di masa wabah, warga dikhawatirkan
enggan memilih karena takut tertular virus COVID-19. Kedua, meningkatnya
politik uang. Kekhawatiran ini terkait dengan kondisi ekonomi yang memburuk
di masa wabah sehingga mobilisasi pemilih terutama melalui pemberian uang
oleh calon kepala daerah diduga akan marak. Ketiga, pemanfaatan bansos
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COVID-19 oleh petahana di wilayah COVID-19. Dalam rangka mengambil
simpati pemilih, maka bansos yang diberikan dengan anggaran negara atau
daerah digunakan sebagai sarana kampanye oleh petahana (Isi.or.id, 2021).

Munculnya pragmatisme politik akibat pandemi merupakanlawan pertamayang
dihadapi oleh Pilkada Serentak Tahun 2020. Kondisi perekonomian masyarakat
yang kian menurun akibat pandemi telah menjadi hal yang dimanfaatkan oleh
politisiuntuk memainkan politik uang. Pemilih akan memutuskan untuk menjual
suaranya demi mendapatkan sejumlah uang, ketimbang tidak mendapatkan
apapun sama sekali.

Tergerusnya kesadaran politik masyarakat ini menjadi salah satu pertanda
kematian demokrasi. Saat ini, mayoritas pemilih yang mentoleransi praktik
politik uang bukan merupakan individu yang tidak memahami bahwa hal ini
merupakan bentuk korupsi. Namun, mereka memilih untuk bersikap skeptis
akibat hilangnya kepercayaan pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.
Sekalipun menolak uang pembeli suara tersebut, mereka menganggap bahwa
tidak akan ada perubahan berarti, siapapun yang akan terpilih nantinya
(Febrinandez, 2020).

Korupsi politik dalam bentuk bansos pada penyelenggaraan Pilkada
merupakan salah satu permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan
pesta demokrasi di tingkat lokal. Walaupun tidak secara spesifik menjelaskan
tentang praktik penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral, namun
IKP Pilkada Serentak 2020 yang disusun oleh Bawaslu telah menunjukan
sebuah kecenderungan tertentu, di mana korupsi politik merupakan bagian
dari dimensi kerawanan yang dapat terjadi pada Pilkada Serentak 2020.

Pada praktiknya, terdapat enam daerah yang diduga menjadi tempat terjadinya
praktik politik yang dalam bentuk bansos pada gelaran Pilkada Serentak 2020.
Namun, berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyelenggara
pilkada, tidak ada daerah yang terbukti melakukan praktik tersebut. Hal ini
terjadi karena sulitnya melakukan pelacakan hingga pembuktian praktik politik
uang, apalagi terkait dengan penyalahgunaan bansos.
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Tabel 2.1 Daftar Daerah yang Diduga Terlibat Korupsi Politik

dalam Bentuk Bantuan Sosial

Provinsi/

No. Kabupaten/Kota Proses Putusan
1. | Halmahera Utara Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
2. | Pegununangan Bintang Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
3. | Oganllir Tidak Memenuhi Syarat -

4. | Kabupaten Kaur Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
5. | Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat -
6. | Kabupaten Gorontal Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti

Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah penulis, 2021.

Pihakyang paling diuntungkan dalam penyaluranbansos pada penyelenggaraan
Pilkada Serentak 2020 adalah pasangan calon petahana, terutama dalam
penyaluran dana bantuan bansos dengan label pribadi. Pilkada di bawah
bayang-bayang COVID-19 dapat mengubah konstelasi isu-isu yang semula
konvensional menjadi lebih kepada rencana aksi nyata. Oleh karena itu,
Pilkada tidak berakhir menjadi pertarungan ide dan janji dari masing-masing
pasangan calon, namun bergeser kepada tindakan-tindakan konkret yang
dapat dirasakan oleh calon pemilih secara langsung. Situasi pandemi telah
menunjukkan kesempatan yang drastis bagi pemilih untuk mempelajari
kemampuan petahana secara objektif berdasarkan tindakan yang dilakukannya
(Prayudi, 2020).

2. Bantuan Sosial dalam Pusaran Politik Uang di Pilkada
Serentak 2020

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tiap gelaran pilkada sebenarnya
tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa permasalahan yang muncul
masih tetap sama, namun hanya sedikit berubah akibat kondisi objektif yang
terjadi pada saat itu. Terkait dengan pelanggaran berupa praktik politik uang,
sebenarnya telah dilarang melalui undang-undang tentang pemilihan kepala
daerah.
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Tabel 2.2 Dasar Hukum Larangan Praktik Politik Uang dalam UU Pilkada

Bentuk Praktik
No. Politik Uang Dasar Hukum

1. | Mahar politik dari partai | Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1Tahun
politik 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
"Partai politik atau gabungan partai politik dilarang
menerima imbalan dalam bentuk apapun pada
proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota”.

2. | Politik uang kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
pemilih untuk memilih 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

calon tertentu Walikota

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan
dan/atau Pemilih.”

Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah penulis, 2021.

Selain langkah preventif melalui ancaman pidana hingga sanksi administratif
yang terdapat dalam UU Pilkada, penyelenggara pemilu juga telah memetakan
potensi permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan.
Hal tersebut terdapat dalam IKP Pilkada Serentak 2020.

IKP disusun oleh Bawaslu tiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk
memetakan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dengan menguraikan
modus kecurangan, faktor penyebab, dan agen yang terlibat. Dimensi kerawanan
IKP Pilkada 2020 adalah: i) Konteks Sosial Politik; (i) Penyelenggaraan yang
Bebas dan Adil; (iii) Kontestasi; dan (iv) Partisipasi. Keempat dimensi tersebut
menjadi dasar untuk memahami tingkat dan dinamika kerawanan Pemilu, serta
perumusan variabel dan indikator IKP Pilkada 2020.

Pada dimensi konteks sosial politik, praktik politik uang termasuk ke dalam
sub-dimensi relasi kuasa tingkat lokal, bersama dengan mobilisasi dengan
intimidasi. Menggunakan data yang telah dihimpun melalui IKP Pilkada
Serentak 2020, penyelenggara pilkada dapat melakukan antisipasi dan
memberikan pengawasan ekstra terhadap daerah yang berpotensi menjadi
tempat terjadinya praktik politik uang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada telah menegaskan
bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara
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pemilihan dan/atau pemilih. Bagi calon yang terbukti melakukan praktik politik
uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Namun, penjatuhan sanksi administrasi
tidak akan menggugurkan sanksi pidana.

Kemudian, tim kampanye yang terbukti melakukan praktik politik uang, maka
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Walaupun tidak secara spesifik melarang praktik politik uang dalam
penyelenggaraan pilkada, tetapi ketentuan ini telah cukup untuk mampu
memberikan ancaman serta efek jera, jika memang aturan tersebut benar-
benar dijalankan.

Secara umum, peraturan perundang-undangan membatasi larangan praktik
politik uang hanya terbatas pada saat penyelenggaraan kampanye. Kampanye
merupakan “core feature” dan “essential supplement” dalam Pilkada. Kampanye
dapat memengaruhi preferensi politik dan memobilisasi dukungan publik
(Rudiger, 2002). Karena itu, kampanye diyakini mampu memengaruhi proses
pengambilan keputusan dari seseorang atau suatu kelompok (Siti, 2018). Itulah
sebabnya, kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Pilkada merujuk ke
“"kegiatan untuk meyakinkan pemilih.”

UU Pilkada juga membatasi pemaknaan kampanye dengan kerangka penafsiran
yang lain. Hal ini merujuk ke Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal
67 ayat (1) UU Pilkada. Pasal-pasal tersebut menjadikan pemaknaan kampanye
dispesialisasi pada setiap kegiatan untuk meyakinkan pemilih yang dilakukan
dalam rentang waktu yang telah ditentukan KPU. Ini sama dengan pemaknaan
dari Rogers dan Storey, bahwa kampanye merupakan kegiatan terencana
yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang spesifik untuk
menciptakan akibat, efek, atau outcome tertentu (Charles, 2013).

Pada konteks Pilkada serentak 2020, penetapan pasangan calon dilakukan
pada 23 September 2020 dan masa kampanye ditetapkan pada 26 September
hingga 5 Desember 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
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Tahun 2020. Bila merujuk ke larangan kampanye di luar jadwal sebagaimana
diatur UU Pilkada, maka larangan Pasal 69 huruf k dan sanksi Pasal 187 UU
Pilkada hanya dapat diterapkan untuk kegiatan kampanye yang dilakukan pada
23 hingga 26 September 2020. Maraknya pelanggaran pada tahap kampanye
justru dilakukan sebelum 23 September 2020 (Hadi, 2020).

Pelanggaran padatahapan kampanye yang dilakukan oleh petahana merupakan
sebuah kenyataan. Secara kasuistis, ini terjadi dalam penyaluran bansos
penanganan COVID-19, sebagaimana dilakukan Bupati Klaten dan Walikota
serta Wakil Walikota Semarang dalam rangka mencalonkan diri kembali pada
Pilkada 2020. Tindakan ini dilakukan melalui tiga modus. Pertama, bansos
dikemas dan dilabeli gambar petahana. Kedua, bansos yang didistribusikan
dikemas dengan menyertakan jargon kampanye dan simbol-simbol politik
dari petahana. Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah,
tetapi atas nama petahana secara pribadi (Nugraheny, 2020).

Sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, terdapat 262 kasus
dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 197 kasus yang dilaporkan oleh
masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan
politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020 (Bawaslu.go.id,
2020). Salah satu bentuk praktik politik uang yang terjadi adalah penggunaan
bansos pandemi COVID-19 pada tahap kampanye.

Dengan demikian, dibutuhkan beberapa langkah taktis untuk mengatasi praktik
politik uang dengan menggunakan bansos dalam penyelenggaraan pilkada.
Diantaranya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan selain UU
Pilkada, yaitu (Hadi, 2020):

Pertama, pengawasan kampanye petahana dalam pilkada serentak dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda). Kampanye yang dilakukan oleh petahana berpotensi disalahgunakan
jika dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, bukan calon kepala daerah.
Hal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan
petahana yang tidak mampu memisahkan diri antara kepala daerah dan peserta
pilkada membuka ruang terjadinya praktik politik uang berupa penyalahgunaan
wewenang.
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Namun, UU Pemda tidak mengatur secara eksplisit ketentuan tentang
potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petahana dalam
penyelenggaraan pilkada. Walaupun, tidak ada yang keliru dengan ketiadaan
aturan tersebut, hal tersebut dikarenakan UU Pemda merupakan seperangkat
aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan tentang
kampanye dalam penyelenggaraan pilkada. Namun, dalam kapasitasnya
sebagai kepala daerah, maka tindakan petahana yang berhubungan dengan
pembentukan kebijakan dan peraturan daerah ikut menjadi objek pengawasan
di bawah naungan UU Pemda. Dalam hal ini, UU Pemda sesungguhnya memiliki
pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap
tindakan pemanfaatan jabatan demi kepentingan elektoral ini.

Kedua, pengawasan pelanggaran dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh
petahana dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (UU Penanggulangan Bencana). Pelanggaran kampanye oleh petahana
juga dapat menjadi objek pengawasan berdasarkan UU Penanggulangan
Bencana. Hal tersebut merujuk pada konteks pengelolaan sumber daya
bantuan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Petahana
yang “menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana” untuk
urusan kampanye bisa diancam berdasarkan Pasal 78 UU Penanggulangan
Bencana dengan pidana penjara dan denda. UU Penanggulangan Bencana
memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk mengawasi petahana
yang menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana untuk
kepentingan elektoralnya. UU Penanggulangan Bencana paralel dengan
UU Pilkada; pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh petahana dengan
memanfaatkan bansos tergolong sebagai tindak pidana.

Ketiga, pengawasan kampanye yang dilakukan oleh petahana dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan
Publik). Kampanye yang dilakukan oleh petahana ternyata juga dapat diawasi
berdasarkan UU Pelayanan Publik. Hal tersebut dikarenakan setiap kegiatan
atau program petahana dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dapat
disalahgunakan untuk kepentingan kampanye pada pilkada serentak. Potensi ini
disadari oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 34 huruf k dan m
UU Pelayanan Publik mengatur agar petahana “tidak menyalahgunakan sarana
dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik” dan “tidak menyalahgunakan
informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki” untuk kepentingan
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pribadi. UU Pelayanan Publik, pada saat tidak ditaatinya aturan di atas,
mengatur mekanisme pengawasan melalui Pasal 35 UU Pelayanan Publik. Selain
pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan langsung dari petahana dan
pengawas fungsional, UU Pelayanan Publik memungkinkan masyarakat dan
Ombudsman mengawasi ada tidaknya pelanggaran kampanye yang dilakukan
petahana melalui pelayanan publik.

3. Strategi Mencegah Politisasi dan Korupsi Politik Melalui
Bansos pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi merupakan hal yang pertama
kali dihadapi oleh Indonesia. Ketidaksiapan aturan hukum hingga infrastruktur
penunjang seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk dapat menunda
pilkada. Namun, pesta rayatelah diselenggarakan. Saatnya untuk membersihkan
sisa permasalahan yang masih menumpuk. Untuk itu, penting untuk melakukan
evaluasi agar permasalahan seperti saat ini tidak terjadi lagi.

Pilkada kali ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi petahana. Pasalnya,
petahana memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat program yang
berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadinya. Misalnya,
dengan memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk membangun
citra politiknya. Mendulang suara dengan cara seperti ini merupakan salah
satu bentuk korupsi karena melibatkan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Beberapa langkah strategis berupa pembentukan regulasi yang saling terkait
dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, hingga kolaborasi yang
dilakukan antar lembaga terkait, bukan hanya oleh lembaga penyelenggara
pilkada, perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar celah terjadinya praktik
politik uang berupa penyalahgunaan bansos demi kepentingan elektoral dapat
dicegah secara efektif dan efisien.

Koordinasi antar lembaga, baik itu penyelenggara pilkada maupun lembaga
negara, menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pilkada serentak kedepannya. Salah satu kolaborasi yang dapat dilakukan
misalnya untuk mengawasi tindakan petahana yang memanfaatkan simbol
daerah atau program milik pemerintah daerah seperti bansos demi kepentingan
elektoral. Dalam hal ini, maka Bawaslu dapat melakukan kerja sama dengan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Hadi, 2020).
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Selanjutnya, terkait dengan pemanfaatan keuangan negara yang tidak dapat
diawasi oleh penyelenggara Pilkada. Sebuah temuan menunjukkan tren alokasi
program dana bansos yang mengalami kenaikan pada daerah dengan calon
kepada daerah petahana. Hal ini misalnya terjadi di Jawa Tengah. APBD tahun
2018, alokasi bansos dan hibah dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun. Ironisnya,
jumlah ini melebihi pagu bansos dan hibah pada APBD-P 2017, Rp5,34 triliun
dan APBD-P 2016, Rp5,35 triliun (Akbar, 2018). Apalagi, bansos cenderung
rentan disalahgunakan dalam kompetisi politik seperti pilkada.

Padahal hal tersebut telah dicoba untuk diantisipasi melalui ketentuan yang
terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Namun demikian, penggelembungan dana bansos menjelang waktu
penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh petahana tetap tak bisa
dilakukan. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai alasan pembenar untuk
menggelontorkan dana untuk bansoswalaupun hal tersebut maupun merugikan
salah satu pasangan calon. Selain menggunakan ketentuan yang terdapat pada
UU Pilkada, sebenarnya pengawasan juga dapat dilakukan dengan melibatkan
aparat penegak hukum dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal
78 jo. Pasal 65 UU Penanggulangan Bencana yang juga dapat dikoordinasikan
dengan penyelenggara Pilkada.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi praktik
korupsi dengan memanfaatkan dana bansos untuk mendulang suara dalam
penyelenggaraan pilkada. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi
akibat pandemi COVID-19 akan menjadi kelompok riskan dimanfaatkan oleh
calon kepala daerah untuk kepentingan elektoral semata.

Pilkada Serentak 2020 berpotensi memunculkan diskresi petahana, terutama
dalam penyaluran dana bansos dengan label pribadi. Pemilu di bawah bayang-
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bayang COVID-19 dapat mengubah konstelasiisu-isu yang semula konvensional
menjadi lebih kepada rencana aksi nyata. Contohnya dengan memberi bansos
kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, aksi nyata tersebut
dapat berbalik arah dan berubah menjadi pelanggaran atau pidana pilkada
dan dapat berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia, karena pemberian
bansos yang bersumber dari APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon
petahana untuk berkampanye, dengan menempelkan gambar ajakan untuk
memilih salah satu pasangan calon dalam pilkada.

Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk UU, serta KPU, Bawaslu,
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku penyelenggara
agar mampu mempersiapkan dan melaksanakan pilkada serentak kedepan
yang bebas dari praktik korupsi dengan memanfaatkan dana bansos. Pertama,
dibutuhkan sebuah regulasi yang konkret dalam mengatur penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh petahana dengan memanfaatkan dana bansos.
Oleh karena itu, DPR Bersama dengan pemerintah selaku pembentuk UU
dapat melakukan revisi terhadap UU Pilkada dan menambahkan ketentuan
hingga sanksi bagi kepala daerah yang menggunakan dana bansos dalam
kampanye di pilkada serentak. Hal ini penting dan dibutuhkan karena UU
Pilkada saat ini menyamakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
petahana dengan memanfaatkan dana bansos sebagai bentuk praktik jual beli
suara biasa. Padahal, terdapat variabel yang berbeda berupa penyalahgunaan
kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh calon kepala daerah petahana.

Kedua, KPU dan Bawaslu, selaku penyelenggara pilkada serentak harus mampu
melaksanakan pesta demokrasi yang berintegritas dan bebas dari praktik politik
uang seperti penyalahgunaan bansos demi kepentingan elektoral. Pengawasan
harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan menjadikan IKP yang disusun oleh
Bawaslu untuk memetakan daerah rawan terjadinya praktik politik uang.
Dengan demikian, langkah yang dapat diambil oleh penyelenggara pilkada
serentak menjadi lebih efektif dan efisien.
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Ketiga, koordinasi antar lembaga, baik itu penyelenggara pilkada maupun
lembaga negara lainnya, menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pilkada serentak kedepannya. Salah satu kolaborasi
yang dapat dilakukan adalah untuk mengawasi tindakan petahana yang
memanfaatkan simbol daerah atau program milik pemerintah daerah seperti
bansos demi kepentingan elektoral. Dalam hal ini, Bawaslu dapat melakukan
kerja sama dengan APIP. Selain itu, masyarakat sipil dan media juga sangat
penting dan perlu diikutsertakan dalam upaya bersama untuk penanggulangan
korupsi politik, termasuk yang mempolitisasi bansos pada pilkada serentak.

j e ) A
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STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN SOSIAL TUNAI DI
MASA PANDEMI

Nisaaul Muthiah

Peneliti Bidang Sosial

Abstrak

Dalam upaya mengatasi kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, pemerintah
mengeluarkanprogramjaring pengamansosial, salahsatunyayakniBST.Program
ini ditujukan untuk membantu rumah tangga yang rentan terkena dampak
wabah COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena urgensinya, maka
analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi BST, yakni
dari aspek ketepatan sasaran penerima serta pemanfaatan bantuan. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari
berbagai jurnal. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara pada keluarga
terdampak wabah COVID-19, serta anggota keluarga dari tokoh masyarakat
di Jawa Tengah. Provinsi tersebut dipilih karena merupakan provinsi dengan
jumlah individu paling banyak kedua yang terdaftar di DTKS.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BST sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum
sepenuhnya efektif. Mayoritas sampel KPM yang dianalisis dalam penelitian
ini berasal dari rumah tangga dengan status sosial ekonomi menengah ke
bawah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula rumah tangga
yang tergolong mampu tetapi mendapat bantuan tersebut. Hal tersebut
terjadi salah satunya karena DTKS belum diperbaharui. Selain itu, pada aspek
kebermanfaatan bantuan, mayoritas sampel yang dianalisis dalam studi ini
memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan, terutama beras. BSTjuga tidak
disalahgunakan untuk membeli rokok. Namun, masih ada rumah tangga yang
memanfaatkan BST untuk membeli bunga, pakaian, rak dan barang sekunder
lainnya. Pemanfaatan BST yang kurang tepat tersebut juga disebabkan karena
ketidaktepatan penerima bantuan. Kedepannya, Kemensos harus memperbaiki
DTKS agar penerima BST dan bansos lain dapat tepat sasaran.

Kata kunci: COVID-19, Implementasi BST, Bansos
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Pendahuluan

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang muncul diIndonesia pada awal tahun
2020 memiliki dampak negatif di berbagai aspek kehidupan, salah satunya
yakni di aspek sosial ekonomi masyarakat. Pada bulan Maret 2020, persentase
penduduk miskin di Indonesia meningkat 0,37% dibanding persentase di
bulan Maret 2019 (BPS, 2020). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan Il tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% terhadap
pertumbuhan ekonomi triwulan Il tahun 2019. Padahal sejak bulan September
2015 hingga bulan September 2019, persentase kemiskinan jumlah penduduk
miskin di Indonesia telah mengalami penurunan secara berturut-turut.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menjalankan berbagai program
dalam rangka memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat
terdampak COVID-19. JPS adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk
mengurangi dampak sosial akibat adanya krisis (Paitoonpong, et al.,, 2008). JPS
ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Salah satu program JPS yang dijalankan oleh pemerintah di masa Pandemi
COVID-19 yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Program tersebut diluncurkan oleh
pemerintah setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional dan
masih berlangsung sampaisaatini. Program JPS tersebut didesain untuk menjadi
stimulus ekonomi bagi 40% rumah tangga (ruta) dengan tingkat kesejahteraan
paling rendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak COVID-19
(SMERU, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program
tersebut diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam (Marison, 2021) menyatakan bahwa
penerima BST tahun 2020 dan 2021 berjumlah 10 juta warga. Mensos juga
tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah penerima
bantuan tersebut. Program BST memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan
dalam proses implementasi selama hampir satu tahun ini.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos),
Asep Sasa Purnama dalam Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) (2020) menyatakan bahwa BST tidak hanya
berdampak sosial semata-mata bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga
menyebabkan adanya sirkulasi uang secara nasional dengan jumlah Rp32,4
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Triliun atau sekitar Rp2 Triliun tiap bulannya. Kondisi tersebut mampu membantu
menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, hasil studi Khoiriyah, et al., (2020) menunjukkan masih terdapat
kekurangan dalam proses implementasi program BST. Di Desa Gedongarum
Kabupaten Bojonegoro, proses implementasi BST belum berjalan secara efektif
(Khoiriyah, et al, 2020). Menurutnya, data penerima BST milik pemerintah
kurang akurat. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran BST di desa tersebut
kurang tepat sasaran. Selain itu, pengawasan penyaluran bantuan sosial juga
belum dilakukan secara optimal. Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya,
banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang mendapat potongan dana
dalam proses penyaluran.

Selain itu, harapannya, BST juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi COVID-19. BST memang lebih
disenangi oleh masyarakat karena dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel.
Namun, karena kefleksibelannya, ada ketakutan bahwa BST dapat dimanfaatkan
untuk membeli barang-barang yang bersifat godaan, yang tidak sesuai dengan
rencana kebijakan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk melihat
lebih lanjut mengenai implementasi BST di masa pandemi, apakah BST sudah
tepat sasaran, serta bagaimana kebermanfaatan program bagi keluarga
penerima manfaat (KPM). Di awal pembahasan juga akan dipaparkan secara
singkat mengenai perbandingan antara pangsa penerima bansos dengan
pangsa penduduk miskin di masing-masing provinsi di Indonesia. Hal tersebut
penting untuk mengetahui apakah jumlah penerima bansos di suatu provinsi
sudah seimbang dengan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut.

Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana implementasi Program BST saat pandemi?
2. Apa saja permasalahan dalam proses implementasi BST?

3 Bagaimana KPM memanfaatkan BST?
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Tinjauan Pustaka

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan suatu instrumen yang terkoordinasi
dan terpadu di dalam program pembangunan yang ditujukan untuk
menanggulangi keadaan krisis (crash program). JPS juga dapat berupa program
pembangunan reguler yang didesain untuk menanggulangi berbagai masalah
pembangunan seperti kesenjangan, kemiskinan dan ketertinggalan (Sekretariat
Negara dalam Sumodiningrat, 1999). Program-program yang tergolong dalam
JPN dianggap mampu melindungi keluarga dari krisis yang diakibatkan oleh
bencana, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Sebelum masa pandemi COVID-19, program berbasis JPS juga sudah diterapkan
oleh Pemerintah Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998 (Zaidi, 2020).
Setelah krisis ekonomi 1998 pun pemerintah juga menerapkan berbagai
program bantuan reguler berbasis JPS, seperti Program Keluarga Harapan,
Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai, dan sebagainya. Di masa
pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan beberapa program khusus
bagi penanggulangan COVID-19, diantaranya yakni Bantuan Sosial Tunai.

Di tingkat internasional, bantuan tunai (cash transfer) dibagi menjadi dua, yakni
bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer/ CCT) dan tidak bersyarat
(unconditional cash transfer/ UCT). Keduanya banyak digunakan sebagai salah
satu kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Biasanya jumlah UCT lebih sedikit
dibanding jumlah CCT, karena dalam UCT tidak ada kondisi yang dipantau
(Haushofer & Shapiro, 2016).

Dibandingkan dengan CCT atau bantuan transfer dalam bentuk barang, UCT
lebih fleksibel untuk dapat ditukar dengan kebutuhan penerima bantuan. Rumah
tangga dengan kebutuhan yang heterogen akan lebih dapat memanfaatkan
uang tersebut untuk kesejahteraan rumah tangga pada jangka panjang. Di
sisi lain, UCT juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang
bersifat godaan (temptation goods) yang dapat menurunkan kesejahteraan
rumah tangga pada jangka panjang. UCT juga dapat menurunkan pasokan
tenaga kerja (karena tenaga kerja memiliki pemasukan dari bantuan) (Cesarini
et al, 2015), serta menimbulkan konflik di keluarga dan masyarakat (Bobonis,
et al. 2013; Hidrobo, et al. 2016).
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Di Indonesia, UCT sudah ada sejak tahun 2005 (Al Izzati, et al. 2020). Saat
pandemi COVID-19 ditetapkan di sebagai bencana nasional, pemerintah juga
menjadikan UCT sebagai salah satu JPS, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). BST
adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak
mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah COVID-19 (BPS, n.d).
Pada tahun 2020, besaran BST adalah senilai Rp600.000 per-keluarga. Besaran
bantuan tersebut menurun menjadi sebesar Rp300.000 pada tahun 2021.
Bantuan tersebut diberikan setiap bulan pada KPM, yang terdiri dari ruta yang
tidak menerima bantuan PKH, kartu sembako dan Kartu Prakerja.

Pada tahun 2021, pemerintah akan membagikan BST pada minimal 10 juta
KPM. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini yakni sebesar Rp12
triliun untuk periode penyaluran BST bulan Januari hingga Juni 2021 (Novika,
2020). Setiap penerima BST akan menerima bantuan selama empat bulan
berturut-turut, terhitung sejak bulan Januari hingga April 2021 (Marison, 2021).
Kabar terakhir, pemerintah akan memperpanjang BST hingga bulan Juni 2021.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah sebuah istilah ‘payung’ yang meliputi berbagai
teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, ‘'membaca’ kode,
menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi,
dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen
dalam Suwarsono, 2016). Pendekatan kualitatif dalam studi ini dilakukan
dengan melakukan studi literatur, wawancara, serta mendeskripsikan dan
menginterpretasikan data sekunder dari Data Terbaru Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan yang berasal
dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi tersebut dipilih secara karena merupakan
salah provinsi dengan jumlah individu penerima DTKS paling banyak kedua di
Indonesia. Sementara, Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan jumlah
penduduk miskin paling banyak ketiga di Indonesia. Lalu, dari provinsi tersebut,
informan dari Kabupaten Purbalingga, Magelang, dan Purworejo dipilih untuk
memberikan informasi mengenai implementasi BST di daerah mereka. Ketiga
kabupaten tersebut dipilih karena persentase penduduk miskin di ketiga
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kabupaten tersebut tergolong tinggi di Jawa Tengah, yakni masih di atas 10%.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dengan pertimbangan
bahwa informan merupakan keluarga terdampak COVID-19 namun tidak
mendapatkan BST. Selain itu, ada pula informan yang berasal dari keluarga
tokoh masyarakat yang banyak mendapatkan informasi dari masyarakat
mengenai implementasi BST.

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Penerima
Bansos

Sebelum membahasimplementasi BST. Penulisakan memaparkan perbandingan
antara persentase penerima bansos dengan penduduk miskin di masing-
masing provinsi di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah
jumlah penerima bansos dari Kemensos (BST, Program Keluarga Harapan/
PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) di suatu provinsi seimbang atau
tidak dengan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Jumlah penerima
bansos Kemensos yang dipaparkan dalam Grafik 3.1 di bawah ini didapatkan
dari DTKS. Individu-individu yang terdaftar dalam DTKS merupakan individu
yang tergolong sebagai 40% rumah tangga termiskin (PPID Kemensos, 2020).
Sayangnya, di dalam DTKS tidak tersedia data khusus jumlah penerima BST
di masing-masing provinsi di Indonesia, sehingga perbandingan pangsa pada
grafik di bawah ini merupakan campuran antara jumlah penerima BST, PKH dan
BPNT.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki
persentase penerima bansos lebih besar dibanding persentase penduduk
miskin di provinsi tersebut. Diantaranya yakni Provinsi Bali, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara, terdapat
beberapa provinsi yang masih memiliki persentase penduduk miskin lebih
besar dibanding penerima bansos. Diantaranya yakni Provinsi Aceh, Bengkulu,
DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku,
Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera
Selatan.
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Haltersebut menunjukkan bahwadistribusi penerimabansos belum sepenuhnya
merata. Terbukti dari adanya beberapa provinsi yang masih memiliki persentase
penduduk miskin lebih besar dibanding persentase penerima bansos. Harapan
kedepannya, Kemensos dapat meningkatkan jumlah penerima bansos di
daerah-daerah dengan persentase penduduk miskin lebih tinggi dibanding
persentase penerima bansos.

Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan
Penerima Bansos
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Sumber: DTKS dan BPS (diolah kembali).

2. Implementasi Program BST

Dalam sub-bab ini akan dipaparkan mengenai implementasi BST, yakni
mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan serta pemanfaatan bantuan
oleh KPM. Pemanfaatan bantuan penting untuk dilihat untuk mengetahui
apakah BST benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar KPM,
atau justru digunakan untuk membeli barang-barang yang bersifat godaan/
temptation goods. Sebelum membahas mengenai hal tersebut, akan dibahas
terlebih dahulu sebaran responden data sekunder yang digunakan sebagai
salah satu analisis dalam penelitian ini.

a. Responden dan Informan

Salah satu data yang dipaparkan dalam studi ini adalah data dari survei tahun
2020 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan
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Sosial (Puslitkesos). Responden dalam survei tersebut berjumlah 2290 dan

tersebar di 43 kabupaten, 12 provinsi, dan 6 wilayah.

Tabel 3.1 Persebaran Responden BST

Wilayah Jumlah Responden

Jawa 1465
Kalimantan 90
Maluku 25
Nusa Tenggara N
Sulawesi 180
Sumatera 439

Grand Total 2290

Sumber: Litbang Kesos (2020), diolah kembali.

Dalam Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa lebih dari 50 persen responden
dalam survei tersebut berada di wilayah Jawa. Jumlah responden paling
kecil berada di wilayah Maluku. Selain itu, tidak ada responden yang berasal
dari wilayah Papua. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak dapat
merepresentasikan implementasi BST di wilayah Papua. Hal ini juga sekaligus
menjadi masukan mengenai perlunya peninjauan mengenai implementasi BST
di wilayah tersebut.

Selain data sekunder, seperti yang telah dipaparkan di bagian metode,
dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara pada tiga informan yang
berada di Provinsi Jawa Tengah, yang masing-masing berada di Kabupaten
Magelang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Purworejo. Seperti yang
telah disampaikan di atas, pemilihan informan dilakukan secara purposive
dan dengan pertimbangan bahwa informan merupakan keluarga terdampak
COVID-19 namun tidak mendapatkan BST. Selain itu, ada pula informan yang
berasal dari keluarga tokoh masyarakat yang banyak mendapatkan informasi
dari masyarakat mengenai implementasi BST. Selain itu, Jawa Tengah dipilih
karena provinsi tersebut merupakan provinsi dengan jumlah individu yang
terdaftar dalam DTKS paling banyak kedua di Indonesia. Selain itu, ketiga
kabupaten tersebut dipilih karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki
jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan
kabupaten lain di provinsi tersebut.
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b. Ketepatan Sasaran Program BST

Data sekunder dalam Susantyo (2020) menunjukkan bahwa dari 2290 responden
penerima BST, 77,86% diantaranya tidak memiliki sumber pendapatan tetap.
Selain itu, 60,16% penerima BST tersebut bekerja sebagai buruh. Sumber
pendapatan lain penerima BST diantaranya adalah bidang usaha kecil
(14,43%), perdagangan (8,94%), pegawai (7,93%), pertanian (6,10%), bantuan
sosial (1,42%), dan peternakan (1,02%). Sementara jika kita lihat grafik rata-
rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makan responden penerima
BST seminggu terakhir, dapat dilihat pada Grafik 3.2. Histogram dalam grafik
tersebut condong ke arah kiri. Data histogram paling banyak berada pada
kelompok pengeluaran di atas Rp200.000 (26,46%), kemudian diikuti oleh
kelompok pengeluaran di atas Rp300.000 (22,63%), di atas Rp100.000 (21,92%),
di atas Rp400.000 (10,05%), di bawah Rp100.000 (9,69%), dan yang paling
sedikit adalah responden dengan kelompok pengeluaran di atas Rp600.000
(2,80%).

Grafik 3.2 Jumlah Pendapatan KPM BST
26.46%

21.52% 22.63%

9,69% 10.05%

G.45%
2.80%
R

Dibmwah Rp. 100.000 Diatas Rp. 100.000  DiatasRp. 200000 DiatasRp. 300.000  Diatas Rp. 400.000  Diaas Rp. 500.000  Diatas Rp. 600,000
Sumber: Litbang Kesos, 2020.

Data mengenai penerima BST di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden
penerima BST berada dalam kategori kelas menengah bawah. Terlihat
dari mayoritas responden yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap,
mayoritas profesi responden adalah sebagai buruh. Selain itu, dari rentang
jumlah pengeluaran makanan yang ada dalam histogram menunjukkan bahwa
penerima BST memiliki rentang pengeluaran makanan tiap bulannya sekitar
Rp100.000 hingga Rp300.000. Semakin tinggi pengeluaran, maka semakin
kecil pula jumlah penerima program. Hal tersebut menunjukan bahwa proses
penyaluran program sudah cukup bagus.
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Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada ketidaktepatan
sasaran dalam proses penyaluran BST. Dalam BPS (n.d) & Republika.co.id (2020)
disebutkan bahwa penerima BST bukanlah rumah tangga yang menerima
program bantuan lain seperti PKH, bantuan sembako atau bantuan lain dari
pemerintah pusat. Namun data menunjukkan bahwa sebagian penerima BST
masih menerima program lain dari pemerintah pusat. Dalam responden pada
studi Susantyo et al. (2020) menunjukkan bahwa 9,15% responden penerima
BST juga menerima bantuan kartu sembako murah, 14,08% responden
menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta 7,39% responden
juga menerima PKH. Kasus serupa juga terjadi di Desa Gedongarum Kabupaten
Bojonegoro seperti yang ditemukan dalam studi Khoiriyah, et al., (2020), di
mana penerima BST di sana juga menerima bantuan lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Khoiriyah et al. (2020), adanya
warga yang menerima bantuan secara ganda tersebut dikarenakan data yang
digunakan oleh pusat adalah data tahun 2013-2014. Data tersebut sudah
tidak relevan untuk digunakan pada tahun 2020-2021. Kondisi tersebut serupa
dengan temuan mengenai BST di Desa Cengkawakrejo dan Desa Kenteng
di Purworejo yang dikonfirmasi oleh salah satu informan studi ini. Menurut
seorang informan dari desa tersebut, data penerima program yang digunakan
oleh pemerintah belum diperbaharui, sehingga ada warga yang saat ini sudah
mampu namun tetap mendapat bantuan. Padahal ada warga lain yang lebih
membutuhkan. Berikut pernyataan informan tersebut:

“.. tetanggaku ada yang dulu memang tidak mampu, tetapi sekarang
sudah mampu tapi dia mendapat BST. Sedangkan tetanggaku yang
saat ini tidak mampu malah tidak dapat. Akhirnya itu diprotes karena
tidak update. Itu data tahun kapan tapi masih dipakai. Pas aku di rumah
temanku di beda desa, itu juga ada kasus dia sudah mampu tapi tetap
dapat BST, begitu.” (LA, warga Purworejo, 24 tahun, 22 April 2021).

Seperti pernyataan informan di Purworejo, Menteri Sosial Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zahid Ahmad
Faiz dalam Setyawan (2021) juga menyatakan bahwa banyak BST di DIY yang
tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena data yang digunakan oleh
pemerintah merupakan data tahun 2015. Padahal, antara tahun 2016 hingga
tahun 2020 dipastikan ada perubahan dalam masyarakat.
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Selain itu, di daerah lain seperti Magelang dan Purbalingga juga ditemukan
adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Informan di daerah-daerah
tersebut menyatakan bahwa terdapat warga yang tergolong mampu namun
mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang tergolong kurang mampu
justru tidak mendapat bantuan. Bahkan di antara warga yang mampu dan
mendapat bantuan tersebut, ada di antara mereka yang memiliki hubungan
khusus dengan perangkat desa, seperti hubungan saudara atau hubungan
politik saat proses pemilihan kepala desa (pilkades). Berikut keterangan dari
informan studi ini:

“..waktu itu yang kerja di tempatku (membantu memberi makan ayam)
ngga dapat bantuan, padahal anak tiga sekolah semua. Ga cuma di desaku
sih, di kampung sebelah juga iya, di kecamatan lain aku denger juga iya,
ada saudaraku yang gaji suaminya 300 ribu per bulan tapi ga dapat
bantuan. Padahal di daerah saudaraku ada yang punya sapi sembilan
tapi dikasih bantuan. Kalau sapi sembilan itu kan asetnya 100 juta ada.

”

Dan sapi itu juga kalau dijual masih laku..” (RA, warga Magelang, 25
tahun, 23 April 2021).

“..waktu itu tuh pertama kali dapat bantuan, yang dapat tuh saudara-
saudaranya perangkat. Sampai warga pada ngedumel (mengeluh)
gitu. Padahal saudara-saudaranya itu tergolong mampu. Sedangkan

”

di RT ada janda dan duda tua yang lebih membutuhkan..” (SA, warga
Purbalingga, 25 tahun, 23 April 2021).

Selaras dengan temuan mengenai ketidaktepatan sasaran program tersebut,
69,04% responden penerima BST dalam studi Susantyo et al. (2020) juga
beranggapan bahwa di lingkungan mereka terdapat keluarga yang layak
mendapat bantuan namun tidak mendapat hal tersebut. Ketidaktepatan
sasaran penerima program tersebut menimbulkan konflik dan kecemburuan
sosial dalam masyarakat, seperti yang terjadi di beberapa desa di Bojonegoro,
Purbalingga dan Magelang. Warga merasa hal tersebut tidak adil, baik itu
karena ada pihak yang mendapat bantuan ganda maupun karena ada warga
yang tidak mampu namun tidak mendapat bantuan.

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi BST
belum berjalan secara efektif, karena belum berjalan sesuai dengan rancangan
yang sudah ditetapkan. Kemensos perlu memperbaiki proses-proses dalam
implementasi BST, baik itu dari proses pemutakhiran data penerima dan
pendataan calon penerima, hingga proses implementasi program. Dalam proses
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persiapan pendataan, peran Pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
dan perangkat desa menjadi salah satu kunci ketepatan sasaran program. Lebih
dari 60% responden penerima BST mendapat informasi mengenai program
tersebut dari pengurus RT, RW dan perangkat desa (Susantyo, et al., 2020).
Pihak-pihak tersebut juga memiliki peran sebagai pengusul nama-nama warga
yang berhak menerima bantuan, mengingat posisinya sebagai perangkat yang
berada di level akar rumput.

Untuk itu, integritas pengurus RT, RW dan perangkat desa sangat penting
untuk memaksimalkan implementasi BST, terutama pada ketepatan sasaran
program. Sedangkan saat ini, integritas pihak-pihak tersebut masih perlu
ditingkatkan. Hal ini juga tercermin dari keterangan informan di Purbalingga
yang menyatakan bahwa penerima BST di daerahnya merupakan orang-
orang yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat. Selain itu, menurut
anggota Ombudsman RI, Ahmad Su‘ad dalam Fatimah (2020), penyimpangan
masih terjadi di perangkat daerah terkecil, yakni di tingkat RT/RW. Masih ada
perangkat RT/RW yang memotong bantuan karena tak ada dana operasional,
sehingga mereka menganggap dana operasional dapat dipotong dari bantuan
tersebut.

Namun, menurut penuturan Kasi Pelayanan Desa Tridadi, Kabupaten Sleman,
Nurul Amin Iskandar, dalam Razak (2020), ketidaktepatan sasaran penerima
BST di Sleman terjadi karena kesalahan Kemensos. Pasalnya, Kemensos sempat
meminta perangkat desa untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data
penerima BST, namun sebelum desa menyerahkan hasil verval, Kemensos
sudah mentransfer BST menggunakan acuan data sebelum verval. Hal tersebut
juga terjadi di semua desa di Kabupaten Sleman.

C. Kebermanfaatan BST

Data sekunder hasil survei yang dilakukan oleh Susantyo, et al, (2020)
menunjukkan bahwa mayoritas (99,49%) KPM memanfaatkan BST untuk
membeli makanan. Selain makanan, BST juga dimanfaatkan untuk memenubhi
kebutuhan kesehatan (59,45%), kebersihan (26,14%), membayar hutang
(16,31%), memenuhi kebutuhan pendidikan (12,47%), serta memenuhi
kebutuhan tempat tinggal (9,50%). Dari kebutuhan makanan yang dibeli oleh
KPM, mayoritas KPM memanfaatkan BST untuk membeli beras (89,70%).
Sedangkan jenis makanan yang paling sedikit dibeli oleh KPM menggunakan
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BST adalah daging (1,76%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas
KPM memanfaatkan BST dengan tepat, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka. Mayoritas KPM tidak memanfaatkan BST untuk mengkonsumsi hal-hal
yang bersifat godaan. Hal tersebut juga selaras dengan studi Al Izzati, et al.,
(2020). Dalam studi tersebut ditemukan bahwa bantuan tidak bersyarat (seperti
BST), memiliki dampak positif bagi KPM dan tidak berdampak negatif pada
perubahan perilaku penerima seperti meningkatnya kebiasaan merokok.

Walaupun mayoritas KPM memanfaatkan BST dengan tepat, namun menurut
Citra et al. (2021) dan Setyawan (2021), masih ada KPM yang memanfaatkan
BST untuk membeli barang-barang sekunder seperti pakaian, paket data, pulsa,
rak, bunga, pot bunga, dan lain sebagainya. Pemanfaatan BST yang tidak tepat
biasanya dilakukan oleh warga dengan kondisi sosial ekonomi yang baik namun
mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, ketepatan sasaran penerima bantuan
menjadi kunci efektivitas implementasi program tersebut. Jika BST disalurkan
pada KPM yang tepat, maka pemanfaatannya pun akan sesuai dengan tujuan
pemberian bantuan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Selain pemanfaatan BST di atas, studi Susantyo, et al., (2020) menunjukkan
bahwa 62,45% KPM beranggapan bahwa BST cukup untuk memenuhi
kebutuhan makan keluarga. Sedangkan 14,37% beranggapan bahwa BST tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, serta 0,28% beranggapan bahwa
BST sangat tidak mencukupi kebutuhan makan keluarga. Sementara, terdapat
22,90% KPM beranggapan bahwa BST sangat mencukupi kebutuhan keluarga.
Datatersebutdiambil saat besaran BST masih sebesar Rp600.000, - tiap bulannya.
Sedangkan pada tahun 2021, besaran BST yakni Rp300.000,- tiap bulannya.
Oleh karena itu, jumlah KPM yang beranggapan bahwa BST tidak cukup dan
sangat tidak mencukupi kebutuhan makan keluarga juga meningkat. Hal ini
juga selaras dengan studi Sajian (2021) yang menyatakan bahwa BST sudah
berjalan cukup efektif, namun besaran bantuan tidak sepenuhnya membantu
warga untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan
BST di masa pandemi COVID-19 sudah berjalan cukup baik, namun belum
sepenuhnya efektif. Sampel KPM yang dianalisis dalam studi ini menunjukkan
bahwa mayoritas KPM berasal dari kelas menengah ke bawah. Namun tidak
dapat dipungkiri bahwa masih ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Hal
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tersebut terjadi karena karena data yang digunakan oleh Kemensos adalah
data lama. Sementara pada aspek pemanfaatan bantuan, sampel KPM juga
menunjukkan bahwa mayoritas KPM memanfaatkan bantuan untuk membeli
makanan, terutama beras.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada KPM yang menggunakan
dana bantuan untuk membeli hal-hal sekunder seperti yang telah disampaikan
sebelumnya. Penggunaan bantuan untuk mengkonsumsi hal-hal sekunder
biasanya dilakukan oleh rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi yang
baik namun mendapat bantuan (tidak tepat sasaran). Oleh karena itu, ketepatan
sasaran merupakan kunci dari efektifitas implementasi BST. Selain menimbulkan
pemanfaatan bantuan secara kurang tepat, ketidaktepatan sasaran tersebut
pada akhirnya juga dapat menimbulkan konflik pada warga.

Kesimpulan

BST merupakan jaring pengaman sosial yang bagus untuk membantu
masyarakat di masa krisis, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun,
masih banyak kekurangan di dalam proses implementasi bantuan ini seperti
pendataan penerima bantuan yang belum diperbaharui, lemahnya integritas
para pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan, penerima
bantuan yang tidak tepat sasaran, serta masih ada KPM yang menggunakan
BST untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder. Selain itu, jumlah besaran BST
juga masih terlalu sedikit untuk memberikan bantuan yang signifikan pada
masyarakat.

Berdasarkan temuan dan analisis studi kebijakan ini, berikut beberapa
rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti:

Rekomendasi

1. Perlu ada perbaikan dan pembaharuan data secara keseluruhan mengenai
individu atau rumah tangga yang berhak menerima BST. Kemensos dapat
bekerjasama dengan BPS untuk melakukan perbaikan data penerima
bansos.
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Perlu ada evaluasi implementasi BST di wilayah Papua yang dilakukan oleh
Kemensos dan Dinas Sosial terkait di wilayah tersebut, beserta lembaga
penelitian yang fokus pada isu tersebut.

Kemensos harus meningkatkan jumlah penerima bansos di provinsi
dengan pangsa penduduk miskin lebih besar dibandingkan pangsa
penerima bansos.

Perlu adanya open data mengenai distribusi penerima BST dan bansos
lain secara keseluruhan yang disediakan oleh Kemensos bekerja sama
dengan Kominfo, Kemendagri, dan BPS, dengan tetap memperhatikan
privasi dari penerima bantuan. Open data yang dimaksud di sini yakni
data yang tersedia secara terbuka di situs web dan siap untuk diolah dan
dimanfaatkan oleh publik. Dengan demikian, partisipasi publik dalam
perbaikan kebijakan dapat meningkat.

Terkait dengan pentingnya peran perangkat desa, RT, dan RW. Kemensos
harus mengoptimalkan peran pihak-pihak tersebut dan berkoordinasi
dengan Kemendagri. Kemensos juga perlu meningkatkan sinergi dengan
dan mengoptimalkan peran Dinas Sosial di berbagai daerah untuk ikut
membantu pemantauan terkait ketepatan data individu dan ruta yang
terdaftar dalam DTKS.

Agar BST dan bansos lainnya dapat memberikan dampak yang signifikan
bagi KPM, Kemenkeu perlu meningkatkan jumlah anggaran bansos.
Sementara dari sisi pengawasan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) harus memperketat pengawasan anggaran di kementerian, salah
satunya yakni Kemensos. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu
bekerja sama dengan Kemensos untuk mencegah dan menghapuskan,
serta menangani tindak korupsi bansos. Peran masyarakat sipil dan media
juga perlu ditingkatkan dalam upaya mencegah tindak korupsi bansos
dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi bansos.
Dengan demikian, diharapkan agar jumlah alokasi bansos yang disalurkan
pada KPM menjadi lebih besar, tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan

tepat oleh KPM.
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ANALISIS DAMPAK PENURUNAN
SEKTOR PARIWISATA INDONESIA
TERHADAP CADANGAN DEVISA
DAN NILAI TUKAR

M. Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Ekonomi

Abstrak

Studi kebijakan publik ini menganalisis tentang dampak penurunan sektor
pariwisata akibat pandemi COVID-19diIndonesia, khususnyaterkaitkedatangan
wisatawan mancanegara. Analisis ini menggunakan data bulanan dari tahun
2004 - 2020. Dengan menggunakan analisis structural vector autoregression
(SVAR), studi ini menemukan bahwa respons cadangan devisa dan nilai
tukar akibat guncangan kedatangan wisman sama-sama memperlihatkan
pergerakan yang semakin mendekati dari titik keseimbangan (convergence). Ini
berarti respons masing-masing variabel akibat goncangan kedatangan wisman
semakin lama semakin melemah dan memberikan pengaruh yang tidak
permanen (persistent). Pergerakan ke arah yang konvergen ini memerlukan
waktu penyesuaian hingga 15-20 bulan ke depan pasca terjadinya guncangan
kedatangan wisman.

Kata Kunci: pariwisata, COVID-19, SVAR, impulse response.

Pendahuluan

Memasuki tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus Corona
yang kemudian disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Eskalasi
penyebaran wabah COVID-19 terjadi lebih masif dibandingkan wabah lain
sebelumnya dan dinyatakan sebagai pandemi. Untuk memitigasi hal tersebut,
pemerintah di seluruh negara menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas
hingga pelarangan perjalanan antar negara. Tercatat, sejak bulan April 2020,
secara resmi, sebanyak 159 tempat tujuan wisata memberlakukan kebijakan
pelarangan perjalanan wisata. Angka ini pun mengalami perubahan yang
dinamis hingga bulan November 2020 kemarin, tercatat setidaknya masih ada
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59 tujuan wisata yang masih menerapkan kebijakan penutupan/pelarangan
bepergian ke tempat tujuan wisata ini (World Tourism Organization, 2020).

Kebijakan ini pun berdampak terhadap jumlah kedatangan wisatawan
mancanegara (wisman) secara signifikan. Berdasarkan catatan dari WTO (2021),
kadatangan wisman secara global selama tahun 2020 hanya sebanyak 381 juta
wisman. Jumlah ini mengalami penurunan hingga mencapai minus 74 persen
(vear on year/yoy) atau menurun sebanyak 1,1 miliar orang jika dibandingkan
dengan tahun 2019 yang mencapai 1.461 juta wisman. Penurunan kedatangan
wisman akibat COVID-19 ini menjadi yang paling dalam jika dibandingkan
pada beberapa momentum yang krisis lainnya, seperti ketika terjadinya Global
Economic Crisis di tahun 2009 yang menyebabkan penurunan sebesar minus 4
persen dan SARS pada tahun 2003 yang turun sebesar minuns 0,4 persen (lihat
Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Tren Kedatangan Wisman Secara Global
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Sumber: WTO, 2021.

Akibat penurunan kedatangan wisman, pendapatan ekspor (ekspor jasa) dari
sektor pariwisata dunia mengalami penurunan sebesar US$1,2 triliun dan
berpotensi menghilangkan lebih dari US$2 triliun dari Produk Domestik Bruto
(PDB) dunia, serta menempatkan 100-120 juta pekerjaan di sektor pariwisata
di seluruh dunia dalam risiko yang tinggi (WTQO, 2021 dan Beh & Lin, 2021).
Situasi pelarangan bepergian antar negara yang mengakibatkan penurunan
kedatangan wisman diproyeksikan masih akan berlangsung hingga beberapa
tahun ke depan. WTO (2020a) menskenariokan bahwa sektor pariwisata baru
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akan pulih paling cepat pada tahun 2024 dengan asumsi bahwa pandemi sudah
dapat dikontrol, adanya ketersediaan vaksin, dan kepercayaan wisatawan untuk
berwisata kembali.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembatasan mobilitas dan pelarangan
perjalan antar negara juga telah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Akibatnya, berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) (2020), kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu
masuk pada bulan Maret 2020 hanya sebanyak 470.898 wisman atau turun
sebesar 64,11 persen (year on year/yoy). Lihat misalnya, sepanjang tahun
2020 jumlah kedatangan wisman rata-rata hanya sekitar 200.000 wisman per
bulannya (pada saat pandemi periode April - Desember). Tercatat total wisman
yang datang ke Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 4,02 juta atau
mengalami penurunan sebesar 75,04 persen (yoy) akibat pandemi COVID-19
(lihat Gambar 4.2).

Gambar 4.2 Perbandingan Kunjungan Wisman Bulanan
Tahun 2019 dan 2020

-------

@ 2019 42020

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), data diolah Peneliti, 2021.

Lebih lanjut, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki backward dan
forward linkage tinggi dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor
penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, transportasi, perhotelan.
industri kreatif, serta perdagangan. Alhasil, dengan adanya penurunan
wisatawan yang datang ke Indonesia akan membawa multiplier effect kepada
sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya (Fadilah, 2020)
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Dampak pertama penurunan kedatangan wisman adalah berkurangnya
cadangan devisa (cadev) yang masuk ke Indonesia. Turunnya wisman
terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari
sektor pariwisata. Setidaknya cadev akan berkurang sekitar USD1,3 miliar dari
penerimaan devisa sektor pariwisata (Sugihamretha, 2020). Sementara, dari
tataran data aktual yang dikutip dari Consumer News and Business Channel/
CNBC Indonesia (01/11/2020), devisa sektor pariwisata 2020 yang ditargetkan
mencapai USD20 miliar, diproyeksikan hanya akan mencapai USD3 miliar
hingga USD4 miliar saja.

Dampak lanjutan penurunan kedatangan wisman juga berakibat kepada
pergerakan nilai tukar di Indonesia, mengingat sektor pariwisata juga dapat
memengaruhi nilai tukar (Kuncoro, 2016, dan Azhar et al, 2018). Untuk
melihat hal itu secara sederhana, kita dapat melihatnya melalui data empiris
yang dikumpulkan dan dibandingkan secara sederhana untuk mengetahui
bagaimana penurunan kedatangan wisman berpengaruh terhadap variabel
nilai tukar. Sepanjang tahun 2020 nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi
terhadap USD khususnya selama bulan Maret dan bulan April 2020. Namun,
seiring berjalannya waktu nilai tukar USD/IDR pun sudah mulai stabil. Tercatat,
secara rata-rata keseluruhan tahun 2020, nilai tukar rupiah melemah 2,66
persen ke level Rp14.525 per USD, dari Rp14.139 per USD pada tahun 2019
(Bank Indonesia, 2021).

Dalam tataran teoritis, kedatangan wisman memiliki efek lanjutan terhadap
variabel makroekonomi terkait, seperti cadev (Ashika et al, 2014; Ramdhani
et al, 2017; Togatorop dan Setiawina, 2018), nilai tukar (Webber, 2001; Tang,
2011; Nowjee et al, 2012; Kuncoro, 2016, Azhar et al, 2018), dan umumnya
pertumbuhan ekonomi (Dritsakis, 2004, Ongon dan Demiroz, 2005, Cortes-
Jimenez dan Pulina, 2006, Fadilah et al, 2018). Studi-studi ini menunjukkan
bahwa sektor pariwisata melalui kedatangan wismannya memiliki dampak
positif terhadap variabel-variabel terkait. Namun, studi-studi tersebut hanya
berupaya menganalisis secara parsial dan dalam keadaan normal antara
variabel kedatangan wisman dengan salah satu variabel makroekonomi yang
ingin dilihat dampaknya.

THE B NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

54



Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19
dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik

Padahal beberapa studi menemukan bahwa penurunan cadev akibat
berkurangnya kedatangan wisman dapat memiliki efek lanjutan, misalnya
terhadap nilai tukar (Geyikdagi dan Geyikdagi, 1997; dan Afdi, 2015). Kemudian,
studi empiris lainnya menunjukkan adanya hubungan antara volatilitas nilai
tukar. Oleh sebab itu, studi kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis dampak
penurunan kedatangan wisman akibat COVID-19 terhadap cadev dan nilai
tukar. Analisis ini menjadi penting untuk mengidentifikasi seberapa lama
dampak penurunan kedatangan wisman terhadap variabel-variabel tersebut
dan bagaimana kecepatan pengaruhnya terhadap cadev, nilai tukar, dan FDI.
Sebagaimana diketahui juga bahwa variabel cadev menjadi sesuatu yang
penting sebagai khususnya bagi negara berkembang dengan perekonomian
terbuka, seperti Indonesia, karena cadev sangat penting untuk memenuhi
kebutuhan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS).

Kemudian, variabel nilai tukar khususnya USD/Rupiah merupakan salah
satu indikator ekonomi makro yang penting dalam penyusunan Anggaran
Penerimaan Belanja Negara (APBN). Asumsi ini sangat berpengaruh terhadap
penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Terjadinya perubahan
indikator makro di negara lain, secara tidak langsung akan berdampak pada
indikator suatu negara. Terakhir, sebagai negara yang mengalami saving
investment gap, maka Indonesia membutuhkan FDI untuk mengobati untuk
menjaga kestabilan ekonominya. Selain, itu FDI juga dapat berperan untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan multiplier-nya seperti terhadap
penyerapan tenaga kerja.

Sejauh ini, hubungan struktural yang kompleks antara kedatangan wisman,
cadev dan nilai tukar belum dipelajari untuk kasus Indonesia, terlebih ditengah
situasi pandemi COVID-19. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjadi
penelitian pertama yang menyelidiki dampak penurunan kedatangan wisman
akibat pandemi COVID-19 terhadap variabel tersebut, khususnya untuk kasus
di Indonesia yang merupakan negara berkembang yang mengandalkan sektor
pariwisata. Diharapkan studi ini dapat menjadi bahan masukkan kepada para
pemangku kepentingan terkait, seperti Kemenparekraf dan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), serta pelaku usaha di sektor industri pariwisata.
Bagian berikut akan membahas mengenai metode dan desain penelitian dari
studi ini.
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Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan variabel kedatangan wisman (Kuncoro, 2016; dan
Fadilah et al, 2018) untuk melihat dampak sektor pariwisata terhadap variabel
makroekonomi terpilih, seperti cadev dan nilai tukar. Berdasarkan kajian literatur,
memang belum ditemukan teori makroekonomi yang menjelaskan hubungan
antara kedatangan wisatawan mancanegara dengan variabel makroekonomi.
Namun, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yang lebih
kontemporer untuk mengamati fenomena ini. Beberapa studi empiris, seperti
Ashika et al (2014) juga menunjukkan bahwa kedatangan wisman meningkatkan
jumlah cadev yang dimiliki negara tersebut dalam jangka panjang. Kemudian,
Ramdhani et al (2017) menemukan bahwa kedatangan wisman membawa
efek positif terhadap peningkatan cadev Indonesia. Studi ini juga didukung
oleh Togatorop dan Setiawina (2018) yang menunjukkan hal serupa bahwa
kedatangan wisman secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
cadev Indonesia sepanjang tahun 1994-2013.

Kemudian, arus kedatangan wisman ke suatu negara dapat menyebabkan
penambahan cadev (melalui pengeluaran dari wisatawan). Hal ini disebabkan
wisman yang datang membutuhkan mata uang negara tujuan sebagai media
transaksi di negara tersebut, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut
meningkat. Oleh sebab itu, para wisman akan menjual mata uang negaranya
untuk mendapatkan mata uang negara yang dituju. Implikasinya, cadev negara
yang dituju akan bertambah. Artinya, terjadi penambahan pasokan (supply)
cadev yang tersedia dalam perekonomian negara yang dituju, sehingga hal ini
menyebabkan nilai tukar (kurs) negara yang dituju terhadap mata uang negara
wisman mengalami apresiasi (menguat) (Geyikdagi dan Geyikdagi, 1997; Afdi,
2015).

Pendapat ini juga diperkuat oleh Obstfeld dan Rogoff (1996) yang menyatakan
bahwa peningkatan perolehan sektor pariwisata akan menyeimbangkan neraca
pembayaran melalui pengurangan substansial dalam pos defisit transaksi
berjalan dan kemudian meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto
(PDB). Akhirnya, pergeseran penawaran mata uang asing akan memengaruhi
apresiasi nilai tukar mata uang negara tujuan wisata.

Dalam pandangan ini, maka sektor pariwisata melalui kedatangan wisman
ditempatkan sebagai variabel eksogen yang dapat memengaruhi cadev
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dan putaran berikutnya akan memengaruhi nilai tukar. Temuan di atas juga
didukung oleh literatur terbaru, misalnya Nowjee et al (2011) yang mengamati
hubungan antara pariwisata tahunan dan nilai tukar riil efektif dalam konteks
perekonomian Mauritius. Dengan menggunakan uji kausalitas Granger
sederhana, studi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu
arah yang berjalan dari kedatangan pariwisata menuju nilai tukar riil efektif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data time series variabel kedatangan wisman,
cadangan devisa, dan nilai tukar bulanan yang terhitung mulai tahun 2004
hingga tahun 2020. Data tersebut merupakan data sekunder non-experimental
yang berasal dari berbagai sumber. Data kedatangan wisman diperoleh dari
BPS dan Kemenparekraf. Kemudian, data cadangan devisa dan data nilai tukar
didapatkan dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI.

AnalisisdalampenelitianinimenggunakanmodelStructuralVectorAutoregression
(SVAR). Hal ini juga sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui
respons variabel cadangan devisa dan nilai tukar akibat guncangan/shock
variabel kedatangan wisman, serta mengestimasi berapa kontribusi persentase
varian suatu variabel dalam sistem karena adanya guncangan. Selain itu, latar
belakang penggunaan model SVAR dalam penelitian ini juga didasarkan pada
beberapa keunggulan SVAR. Pertama, SVAR hanya memerlukan sedikit restriksi
untuk memisahkan pergerakan variabel endogen ke dalam bagian-bagian
yang mengacu kepada underlying shock. Kedua, SVAR menyertai beberapa alat
analisis yang berguna untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan
efek suatu shock dan effect periode waktu, yaitu impulse response function (IRF)
dan forecast error variance decomposition (FEVD). Ketiga, SVAR juga mudah
digunakan untuk melakukan estimasi (Damayanti, 2004). Lebih lanjut, penelitian
ini memodifikasi model SVAR yang dikemukakan oleh Kim dan Roubini (1999)
dengan mempertimbangkan model yang diuji oleh Berkelmans (2005) dalam
meneliti Australia.

Model SVAR yang terbentuk, yaitu:

Wismant =Ax _, + .. +AX_+u, (1)
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Cadev, = c,Wisman, + Ax_, + -+ AXx_+u, (2)

Nilai Tukart = c,LogWisman, + c_.LogCadev + Ax , + -+ Ax_tuy (3)

t

Persamaan (1) hingga (3) dapat diterjemahkan ke persamaan berikut:

wisman wisman

£} = Ccquy 4)
cader _ :
Ef = C,wisman - C,, cadev
t £ (5)
nilai tukr _ . .
Et = C4?rwman + Csufadev + Cﬁu?’lim tukar ©)

Matriks di atas menjelaskan urutan persamaan sesuai dengan tingkat
endogenitas variabel ekonomi yang digunakan. Persamaan pada baris pertama
menunjukkan pengaruh shock kedatangan wisman terhadap kedatangan
wisman itu sendiri (Wisman). Persamaan baris kedua menunjukkan shock
cadangan devisa terhadap shock kedatangan wisman dan cadangan devisa
itu sendiri (cadev). Kemudian, persamaan baris ketiga menggambarkan shock
nilai tukar terhadap shock wisman, shock cadev serta nilai tukar itu sendiri (Nilai
Tukar). Selanjutnya, sebelum melakukan analisis IRF dan FEVD, penelitian ini
akan melakukan uji diagnostik berupa uji stasioneritas melalui uji Augmented
Dicky-Fullr (ADF) dan Phillips Perron. Setelah diketahui kestasioneritasan data
analisis dapat dilakukan dengan penentuan panjang selang optimal (lag), uji
urutan variabel dan uji stabilitas sistem SVAR.

Pembahasan

Tabel 4.1 di bawah ini akan mengidentifikasi jenis dan bentuk respons kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memitigasi dampak COVID-19
terhadap sektor pariwisata di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat kebijakan stimulus fiskal jilid 1,
pemerintah juga melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku
pariwisata dan rencana realokasi anggaran Kemenparekraf sebesar Rp500
miliar yang potensinya juga akan terus dikembangkan (Setkab, 2020).
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Tabel 4.1 Respons Kebijakan Sektor Pariwisata

Tahap
No Kebijakan Keterangan
1. | Tahap Tanggap |1. Membentuk Crisis Center:
Darurat (Maret « Awareness COVID-19
— 29 Mei 2020) + Program kebersihan dan Kesehatan di Gedung
Kemenparekraf
+ Imbauan kepada para pemangku kepentingan
« Menunda semua kegiatan promosi pariwisata di dalam
dan luar negeri
« Menunda pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan
Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
2. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf:
+ Ketenagakerjaan: Pembebasan pembayaran BPJS
Kesehatan/Ketenagakerjaan
« Utilitas: Pengurangan biaya listrik, air, sewa (untuk hotel,
usaha atraksi, pelaku ekraf)
» Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda
+ Relaksasi pinjaman bank
« Pemanfaatan kartu Pra Kerja
3. Dukungan Kemenparekraf (Realokasi anggaran):
+ Kerjasama dengan pihak hotel
+ Kerjasama dengan perusahaan angkutan wisata untuk
transportasi
+ Kerjasama dengan usaha Makanan dan Minuman
+ Koordinasi dengan TV Nasional
« Dukungan pembelian kamar hotel untuk pasca pandemik
- Dukungan data pelaku pariwisata dan ekraf untuk data
PHK
2. | Tahap Pemilihan | 1. Koordinasi dan Identifikasi Dampak:
(Juni - » Koordinasi dengan daerah terdampak
Desember 2020) - Mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membuat
kegiatan di daerah terdampak
2. Publikasi, Promosi dan Penyelenggaraan MICE dan Aktivitas
Budaya:
« PR-ing
+ Melakukan promosi pada semua media di dalam negeri
dan di luar negeri
- Mendukung penyelenggaraan acara-acara kreatif
3. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf:
« Sekam pinjaman lunak
- Insentif untuk maskapai penerbangan
+ Pelatihan
3. | Tahap 1. Publikasi dan Promosi di dalam negeri dan luar negeri
Normalisasi 2. Menyelenggarakan event internasional dan nasional
(Januari - 3. Dukungan kepada Destinasi
Desember 2021)

Sumber: Fadilah, 2020.
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Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Kemenparekraf juga melakukan
kebijakan untuk menunda berbagai strategi pemasaran dan promosi pariwisata.
Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertularnya COVID-19.
Terkait dengan realokasi anggaran dari Kemenparekraf, setidaknya sudah ada
beberapa kegiatan atau program yang dijalankan. Misalnya, untuk UMKM
yang aktivitasnya terhenti sama sekali akibat tidak adanya demand pariwisata,
Kemenparekraf telah membuat skema untuk merubah kegiatan UMKM tersebut
untuk beralih fokus menjadi penghasil masker yang dapat disuplai ke pasar.
Dengan demikian, demand yang seharusnya diisi oleh permintaan pariwisata
dapat disubstitusi dengan demand permintaan masker.

Bagian berikut akan membahas mengenai hasil uji ekonometrik dan analisis
statistik mengenai dampak penurunan kedatangan wisman terhadap cadev
dan nilai tukar.

1. Uji Akar Unit

Untuk melakukan analisis hubungan antar variabel ekonomi dengan data time
series, maka data dalam penelitian ini dilakukan uji kestasioneran data. Uji
stasioner dapat dilakukan dengan menguiji akar unit series data. Pada penelitian
ini dilakukan pengujian dengan menggunakan metode yang dikembangkan
oleh Augmented Dicky-Fuller (Uji ADF) dan Phillip-Perron (Uji PP), seperti yang
dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. Hipotesis yang digunakan dalam
pengujian ini adalah:

H, = Data mengandung akar unit atau tidak stasioner.

H, = Data tidak mengandung akar unit atau stasioner.

Dengan menggunakan taraf signifikansi (a) = 5%.

Tabel 4.2 Hasil Uji Akar dengan Uji ADF dan Uji PP

. ADF PP
Variabel
t-test Prob. | Level t-test Prob. | Level
Wisman -13.86756 0.0000 1(1) -13.9417 0.0000 1(1)
Cadev -12.28727 0.0000 1(1) -12.4262 0.0000 1(1)
Nilai Tukar -11.69728 0.0000 1(1) -11.4650 0.0000 1(1)

Sumber. Eviews, data diolah, 2021.

Berdasarkan uji ADF dan uji PP yang dirangkum di dalam Tabel 4.2 di atas,
variabel wisman, cadey, nilai tukar, dan FDI stasioner pada derajat diferensi 1
(first-difference) dengan tingkat signifikansi 1%. Dengan demikian, pengolahan
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data selanjutnya menggunakan data wisman, cadev dan nilai tukar telah
dideferensi.

2. Penentuan Panjang Lag Optimal

Setelah melakukan uji stasioneritas data, maka langkah selanjutnya adalah
dengan melakukan uji penentuan panjang lag optimal. Uji ini dilakukan untuk
menghilangkan permasalahan autokorelasi dalam sistem VAR yang digunakan
sebagai analisis stabilitas VAR. Dengan demikian, dalam penggunaan lag
optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autoko-relasi (Basuki dan
Prawoto, 2016). Pengolahan data untuk mendapatkan lag yang optimal
didasarkan kepada beberapa kriteria, seperi Likelihood Ratio (LR), Final
Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information
Criterion (SC) dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). Tanda asterisk (*)
merupakan rekomendasi yang dapat dipilih menjadi lag optimal dalam analisis
yang dilakukan. Kemudian, kriteria pemilihan lag optimal adalah pada LR yang
terbesar, atau AIC, SC, FPE, dan HQ yang bernilai terkecil.

Tabel 4.3 di bawah ini, menunjukkan panjang lag yang optimal adalah lag
7, di mana lag 7 memiliki tanda asterisk yang paling banyak pada beberapa
kriteria pengujian seperti, AIC, FPE, yang minimum dibandingkan dengan nilai
AIC pada lag lain. Selain itu, untuk LR juga mendapatkan tanda asterisk pada
lag 7. Namun, karena data yang digunakan adalah data differensi (I) maka
dengan demikian, diputuskan bahwa lag optimum dalam penelitian ini dengan
menggunakan lag 6 (Lag optimum — Differensi).

Tabel 4.3 Hasil Penentuan Panjang Lag Optimal

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -7837.262 NA 994e+29 80.42320 80.49033* | 80.45038
1 -7797.268 7793715 7.77e+29 80.17710 80.51280 80.31302
2 -7779.050 | 34.75362 7.60e+29 80.15436 80.75860 80.39901
3 -7717.21 115.4334 4.75e+29 79.68421 80.55701 80.03760*
4 -7706970 | 18.69578 5.05e+29 79.74328 80.88463 80.20540
5 -7702.381 8.1901971 5.68e+29 79.86031 81.27022 80.43117
6 -7664.551 | 6596005 | 4.55e+29 79.63642 81.31488 80.31600
7 -7640.038 | 41.73427* | 4.19e+29* 79.5491* 81.49612 80.33743
8 -7626.069 | 23.20914 | 4.29e+29 79.56994 81.78551 80.46700

Sumber. Eviews, data diolah, 2021.
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3. Pengujian Stabilitas Model

Selanjutnya dilakukan pengujian stabilitas model di mana uji stabilitas ini
dilakukan untuk menguji stasioneritas secara bersamaan terhadap masing-
masing variabel dengan memasukkan lag optimal ke dalam persamaan regresi.
Berdasarkan uji lag optimal sebelumnya ditemukan bahwa lag optimal untuk
model VAR dengan menggunakan lag 6 periode atau VAR (6). Lebih lanjut,
pengujian stabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 4.4. Kestabilan model VAR dapat dilihat dari nilai modulus dalam tabel
AR Roots. Apabila nilai modulus seluruhnya berada di bawah satu atau berada
dalam lingkaran yang ditunjukkan dalam Gambar 1.3 maka dapat disimpulkan
bahwa model VAR stabil. Dalam penelitian ini, model VAR stabil dengan lag
yang ditetapkan sebesar 6. Dengan demikian, terkait dengan topik studi ini,
VAR stabil berarti model yang digunakan sudah kredibel untuk dianalisis.

Tabel 4.4 Hasil Uji Stabilitas Model VAR

Root Modulus
0.736270 - 0.540907i 0.913605
0.736270 + 0.540907i 0.913605
0.328174 + 0.841382i 0903118
0.328174 — 0.841382i 0903118
-0.829625 + 0.185992i 0.850218

Sumber. Eviews, data diolah, 2021.

Gambar 4.3 AR Roots
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Sumber. Eviews, data diolah, 2021.
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4. VUji Kointegrasi

Pengujian selanjutnya adalah pengujian kointegrasi dengan uji Johansen Test
of Cointegration untuk menguji hubungan jangka panjang dalam analisis yang
akan menggunakan model SVAR. Hubungan saling mempengaruhi dapat
dilihat dari kointegrasi yang terjadi antara variabel itu sendiri. Jika terjadi
kointegrasi antar variabel, maka hubungan saling mempengaruhi berjalan
secara menyeluruh dan informasi tersebar secara ke arah. Hipotesis yang
digunakan dalam pengujian ini adalah:

H = Tidak terjadi hubungan jangka panjang/tidak berkointegrasi.
H. = Terjadi hubungan jangka panjang/berkointegrasi.

1

Dengan menggunakan taraf signifikansi (o) = 5%.

Tabel 4.5 merupakan hasil uji kointegrasi dengan asumsi tidak ada determinan
tren yang menunjukkan penolakan terhadap Ho. Dengan demikian, dapat
disimpulkan terdapat hubungan kointegrasi dalam jangka panjang antara
variabel-variabel penelitian ini.

Tabel 4.5 Hasil Uji Kointegrast

Hypothesized . Trace 0.05
Eigenvalue . . . Prob.**
No. Of CE(s) 9 Statistic Critical Value
None * 0.179598 118.9288 54.07904 0.0000
At most1* 0.167282 80.12842 35.19275 0.0000
Atmost2* 0.120234 44.24865 20.26184 0.0000
At most 3 * 0.093042 1914124 9164546 0.0005
Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level.
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level.
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values.

Sumber. Eviews, data diolah, 2021.

5. Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance
Decomposition (FEVD)

a. Impulse Response Function (IRF) SVAR Recursive

Analisis lanjutan model SVAR adalah Impulse Response Function (IRF). Analisis
IRF memiliki tujuan untuk melihat bagaimana respons masing-masing variabel
makroekonomi, seperti cadey, nilai tukar, dan FDI secara struktural terhadap
guncangan pada variabel kedatangan wisman di masa mendatang. Teknik IRF
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yang dilakukan dengan memberikan guncangan terhadap variabel kedatangan
wisman.

Secarateknis, analisis IRF dilakukan terhadap adanyainovasi berupa peningkatan
nilai variabel kedatangan wisman sebesar satu standar deviasi pada awal
periode yang mengakibatkan perubahan bulanan selama jangka waktu 3 tahun
terhadap variabel makroekonomi. Pemilihan 3 tahun diperkirakan relatif tepat
untuk mengamati perubahan variabel makroekonomi terhadap perubahan
variabel kedatangan wisman akibat pandemi COVID-19 yang diskenariokan
akan berakhir pada tahun 2021 seiring dengan adanya vaksin.

Gambar 4.4 Impulse Response Terhadap Kedatangan Wisman
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Sumber. Eviews, data diolah, 2021.

AnalisisIRFdalamstudiinimenggunakankerangkaberpikiryangsudahdijelaskan
pada bagian sebelumnya, di mana jalur transmisi ditetapkan perubahannya
dimulai pada penurunan kedatangan wisman selanjutnya memengaruhi cadey,
lalu memengaruhi nilai tukar. Berdasarkan data pada Gambar 1.3 di atas,
respons yang diterima oleh variabel makroekonomi akibat kedatangan wisman
(D(WISMAN)) selama 36 bulan bersifat convergence (konvergen) atau semakin
mendekati titik keseimbangan sebelumnya. Hal ini bermakna bahwa respons
variabel makroekonomi akibat shock kedatangan wisman semakin lama akan
menghilang sehingga shock tersebut tidak meninggalkan pengaruh permanen
terhadap varabel-variabel makroekonomi tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan gambar Response of D (CADEV) to D(WISMAN)
pada awalnya apabila terjadi guncangan sebesar 1 pada kedatangan wisman
direspons oleh penurunan (negatif) cadev selama 4 bulan ke depan pasca
terjadinya shock. Kemudian, memasuki bulan ke-5, shock kedatangan direspons
positif oleh cadev hingga bulan ke-6. Namun, hal tersebut tidak berlangsung
lama, ketika memasuki bulan ke-7 shock kedatangan wisman kembali direspons
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negatif oleh cadev dan terus mengalami respons yang fluktuatif hingga bulan
ke-30. Kemudian, setelah bulan ke-30 pergerakan semakin mendekati titik
keseimbangan (convergence) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya.
Dengan demikian, shock kedatangan wisman memiliki pengaruh yang
negatif terhadap cadev. Implikasinya, ketika kedatangan wisman mengalami
penurunan, maka cadev juga akan mengalami penurunan.

Selanjutnya, transmisi guncangan selanjutnya menuju perubahan nilai tukar.
Mengamati gambar Response of D(NILAI TUKAR) to D(WISMAN), perlu dicatat
bahwa nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah USD/Rupiah.
Dengan demikian, shock kedatangan wisman yang direspons negatif oleh
cadev pada awalnya guncangan ini direspons negatif oleh nilai tukar selama
1 bulan (USD/Rupiah mengalami depresiasi). Namun, memasuki bulan ke-2
hingga ke-6, reponsnya berubah menjadi positif (USD/Rupiah mengalami
apresiasi). Kemudian, mengalami respons negatif kembali memasuki bulan ke-
6. Pergerakan ini terus mengalami fluktuasi hingga bulan ke-23 dan mengalami
pergerakan yang konvergen menuju keseimbangan sebelum terjadinya
guncangan. Keadaan sepertinya tidak berjalan sesuai dengan teori, di mana
ketika cadev melemah maka akan direspons oleh pelemahan nilai tukar.
Kemungkinan ada faktor lain yang membuat nilai tukar menguat ketika cadev
mengalami penurunan. Namun, penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor lain
di luar variabel yang diteliti.

b. Forecast Error Variance Decompositions (FEVD)

Analisis FEVD memiliki tujuan untuk mengestimasi kontribusi persentase
varian suatu variabel dalam sistem VAR/VECM/SVAR karena adanya
goncangan (Enders, 2010). Artinya, dengan menganalisis FEVD, maka akan
diketahui variabel mana dari makroekonomi yang terkena dampak signifikan
dari guncangan kedatangan wisman. Oleh karena itu, analisis FEVD pada
prinsipnya tidak memfokuskan pada varian decompositions dari kedatangan
wisman, tetapi lebih mengutamakan menganalisis varian decompositions dari
variabel makroekonomi yang terkena dampak dari shock kedatangan wisman.
Dengan demikian, variabel kedatangan wisman diperlakukan sebagai variabel
eksogen. Simulasi FEVD ini diproyeksikan selama 36 bulan, sesuai dengan
periode analisis IRF agar dapat dianalisis efek jangka panjangnya.
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Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi varian variabel
makroekonomi akibat adanya guncangan variabel lainnya (lihat Tabel 1.6). Shock
kedatangan wisman memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap perubahan
variabel cadev pada bulan 1. Namun, pengaruhnya semakin membesar hingga
bulan 36, yaitu sebesar 9,84 persen. Hal yang sama juga terjadi terhadap nilai
tukar, di mana guncangan kedatangan wisman memiliki dampak perubahan ke
arah kecil terhadap nilai tukar yang berkisar antara 0,55 persen di bulan ke-1
dan makin membesar hingga di bulan ke-36 sebesar 14,85 persen. Kemudian,
dampak guncangan kedatangan wisman terhadap FDI justru relatif lebih besar
jika dibandingkan dampaknya terhadap dua variabel sebelumnya, di mana
dampaknya sebesar 3.46 persen pada bulan ke-1 kemudian semakin membesar
di bulan ke-36 sebesar 10,82 persen.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa guncangan kedatangan wisman
memberikan perubahan yang relatif besar terhadap variabel makroekonomi.
Variabel makroekonomi merespons guncangan kedatangan wisman yang
ditunjukkan dalam gambar IRF, serta dampak yang diberikannya juga
signifikan terhadap variabel makroekonomi. Dengan demikian, terkait dengan
kebijakan sektor pariwisata di masa pandemi dan berdasarkan temuan studi ini,
kebijakan pengembangan sektor pariwisata ke depan menjadi penting untuk
mendorong kemajuan sektor ini sebagai salah satu mesin baru dalam upaya
untuk memperkuat fundamental perekonomian makro Indonesia.

Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 yang masih berjalan dan
merujuk pada kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terkait
sektor pariwisata dan wisatawan mancanegara, studi ini menunjukkan bahwa
kebijakan Pemerintah Indonesia terkait sektor pariwisata perlu mengedepankan
hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan juga
penegakan protokol kesehatan di sektor pariwisata atau tempat berwisata. Hal
ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri dari pelaku
pariwisata dan juga wisatawan. Dengan demikian, maka kedatangan wisatawan
khususnya wisman yang saat ini menjadi salah satu sumber penggerak sektor
pariwisata Indonesia dapat bergerak kembali dan dapat memulihkan variabel
makroekonomi, seperti cadev dan nilai tukar.
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Tabel 4.6 Forecast Error Variance Decompositions (FEVD)

Variance Periode Shock
Decomposition of | (bulanan) wisman cadev nilai tukar
1 100 (0] 0
3 971861 8.26E-03 2.055025
. 6 96.3436 0.11612 2.068897
wisman
12 9596 0.14506 2125823
24 95.8347 0.14869 2124307
36 95.819 0.14889 2124046
1 1.72034 98.2797 0
3 3.80987 95.4179 0.64178
6 9.53333 87.7995 1148408
cadev
12 9.8238 871758 1.234259
24 9.83365 869025 1.249436
36 9.8356 86.8713 1.24958
1 0.55765 7.84022 91.60213
3 4.54297 13.6284 81.30666
. 6 15.0926 13.0616 70.4199
Nilai Tukar
12 14.8515 13.6645 69.67085
24 14.853 13.6291 69.52493
36 14.8537 13.6257 69.50671
Cholesky Ordering: D(Wisman) D(Cadev) D(Nilai_Tukar)

Sumber. Eviews, data diolah

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

a. Kesimpulan

Secara umum, dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata sangat
signifikan, di mana banyak negara yang melakukan pelarangan mobilisasi
masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dampak terguncangnya
sektor pariwisata pun memiliki konsekuensi yang signifikan juga terhadap
variabel makroekonomi, seperti cadangan devisa dan nilai tukar. Oleh sebab
itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak guncangan
kedatangan wisman terhadap cadangan devisa dan nilai tukar, menggunakan
model Structural Vector Autoregressive (SVAR) recursive dengan menggunakan
data bulanan periode 2004M01-2020M12. Berikut beberapa kesimpulan dari
penelitian ini:
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b.

Respons kedua variabel makroekonomi akibat guncangan kedatangan
wisman sama-sama memperlihatkan pergerakan yang semakin mendekati
titik keseimbangan (convergence). Ini berarti respons masing-masing
variabel makroekonomi akibat goncangan kedatangan wisman semakin
lama semakin melemah dan memberikan pengaruh yang tidak permanen
(persistent). Pergerakan ke arah yang konvergen ini memerlukan waktu
penyesuaian hingga 15-20 bulan ke depan pasca terjadinya guncangan
kedatangan wisman.

Selanjutnya, analisis FEVD menemukan bahwa guncangan kedatangan
wisman melalui jalur transmisinya memiliki dampak yang paling
signifikan terhadap variabel nilai tukar dibandingkan dengan variabel
cadev. Besarnya kontribusi guncangan kedatangan wisman terhadap
masing-masing variabel semakin meningkat pada akhir-akhir periode
pengamatan dibandingkan pada awal waktu pengamatan.

Rekomendasi Kebijakan

Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan dan

analisis penelitian ini:

1.

68

Kementerian Kesehatan dan Komite Penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional harus benar-benar memastikan proses
vaksinasi dapat segera diterima oleh masyarakat Indonesia, utamanya
masyarakat yang bekerja di pelayanan masyarakat serta pelaku usaha di
sektor pariwisata. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengembalikan
kembali rasa kepercayaan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke
Indonesia.

Kemenparekraf harus memastikan bahwa destinasi di tempat tujuan
wisata harus bebas dari sentimen negatif COVID-19. Misalnya, dengan
memberlakukan kebijakan yang mewajibkan parawisatawan mancanegara
untuk melakukan beragam tes (swab, antigen, ataupun Polymerase Chain
Reaction/PCR). Hal ini dimaksudkan agar para wisatawan merasa lebih
aman dan nyaman ketika para wisatawan lain yang sudah berkunjung
memiliki hasil tes yang negatif.

Kemenkeu dan Kemenparekraf harus memberikan insentif fiskal kepada
pelaku industri sektor pariwisata melihat dampak guncangan kedatangan
wisman masih akan terasa hingga 15-20 bulan ke depan pasca terjadinya
guncangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha masih dapat menjaga
cash flow usahanya di tengah pelemahan sektor pariwisata.

Pemerintah daerah setempat atau tempat destinasi wisata juga harus
turut berpartisipasi memulihkan sektor pariwisata, misalnya dengan
membuat aturan/kebijakan untuk daerah/destinasi wisata di daerah
mereka, melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala
terhadap aktivitas wisata di daerah masing-masing untuk mengetahui
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perkembangan situasi pariwisata di daerahnya, serta memastikan
peningkatan kesadaran masyarakat di daerah wisata dan penegakan
protokol kesehatan di daerah wisata agar para wisatawan yang datang
merasa aman dan nyaman.

5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menemukan
sumber alternatif penghasil devisa selain dari sektor pariwisata yang saat
ini sedang mengalami gangguan. Hal ini dimaksudkan untuk membuat
gejolak nilai tukar akibat guncangan nilai tukar dapat dimitigasi dan
membuat nilai tukar dapat bergerak lebih stabil.
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BAB 5
PEMUGARAN UNDANG-UNDANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN

PENDAPAT DI MUKA UMUM:
ELEMEN KOMPLEMENTER
PERBAIKAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI INDONESIA

Rifqi Rachman
Peneliti Bidang Politik

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib
dijamin pemenuhannya oleh negara. Hari ini, dalam konteks perkembangan
teknologidaninformasiyangbegitu cepat, kebebasan berpendapat menemukan
ruang bermain yang baru dalam platform digital. Namun, Pemerintah Indonesia
belum mendefinisikan secara jelas bentuk-bentuk penyampaian baru tersebut
sehingga jaminan proteksi padanya masih dihadapkan oleh risiko kriminalisasi
dan penalisasi. Terlebih, UU ITE yang mengatur norma-norma di dunia digital
seringkali menimbulkan permasalahan. Melalui pendekatan normatif, analisis
kebijakan ini memperlihatkan pentingnya mengakui dan mengatur secara
jelas mengenai bentuk penyampaian pendapat di ruang digital. Analisis
kebijakan ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum. UU 9/1998 harus dapat mengakomodasi bentuk-
bentuk penyampaian pendapat melalui ruang digital. Selain itu, konsekuensi
logis berupa kebutuhan akan pengaturan dan penyelesaian masalah sejumlah
isu penyampaian pendapat secara daring juga dihadirkan tulisan ini melalui
sejumlah rekomendasi.

Kata kunci: UU 9/1998, kebebasan berekspresi
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Pendahuluan

Kondisi demokrasi Indonesia pasca rezim orde baru diharapkan mampu
menghadirkan kebebasan berpendapat yang sebelumnya nampak sangat
dibatasi. Berkaitan dengan itu, Presiden BJ Habibie mengesahkan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum (UU 9/1998). Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini sejalan
dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak
Asasi Manusia. Namun, UU 9/1998 hanya mengatur kebebasan berpendapat
di ruang-ruang fisik. Permasalahan yang muncul hari ini adalah masifnya
perkembangan teknologi dalam kurun waktu yang terhitung singkat. Hal
tersebut akhirnya menjadikan cara-cara masyarakat menyampaikan pendapat
bertransisi ke dalam bentuk daring. Kondisi demikianlah yang tidak berhasil
dilingkupi oleh UU 9/1998.

Sebenarnya, pengaturan mengenai hak berpendapat dalam bentuk daring
telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, banyak
kalangan cukup gerah lantaran pengaturan dalam UU ITE justru menjadi
instrumen untuk melakukan sensor pada konten yang dihasilkan pengguna
internet. Permintaan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk dikritik
dengan keras oleh masyarakat beberapa waktu silam lantas betul-betul
dijadikan momentum untuk mendorong revisi kedua terhadap UU ITE. Revisi
terhadap UU ITE memang telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016, walaupun catatan kasus kriminalisasi pada kritik yang disuarakan
nyatanya masih mudah ditemui (SAFEnet, 2020). Padahal, jumlah pengguna
internet di Indonesia yang kian meningkat setiap tahunnya (Hootsuite, 2020;
2021) menjadikan interaksi digital, termasuk penyampaian kritik melalui media
sosial, menjadi tak terhindarkan serta menuntut adanya perlindungan dari
negara.

Pada dasarnya, di balik perdebatan mengenai perlu atau tidaknya merevisi
UU ITE, terdapat hal yang lebih penting. UU 9/1998, yang telah disebutkan
sebelumnya, sejatinya telah mengatur kebebasan berpendapat jauh sebelum
adanyaUUITE. Terlebih, kemerdekaan menyampaikan pendapatjugatelah diatur
dalam Pasal 28 UUD 1945. Sementara, penggunaan pasal-pasal bermasalah
dalam UU ITE sendiri dianggap telah memperparah kondisi kebebasan
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berpendapat di Indonesia. Kasus-kasus UU ITE yang tercatat secara implisit
juga menggambarkan hal itu. Lantas, dapat kita duga bahwa permasalahan ini
pun tidak hanya ada di sekitaran UU ITE, yang diselesaikan melalui perbaikan
secara terbatas atau keseluruhan padanya, membuat panduan implementasi,
maupun opsi memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kondisi UU yang mengatur kemerdekaan berpendapat, yang sudah tidak
relevan dengan kondisi zaman, juga esensial untuk ditelisik demi menutup
celah-celah hukum yang mungkin hadir dari masifnya perkembangan zaman.
Diharapkan dari perbaikan pada UU 9/1998, pengaturan mengenai hak-hak
penyampaian pendapat di dunia digital tidak lagi berada di zona abu-abu.

Oleh karena itu, studi kebijakan ini memfokuskan diri pada penggalian alternatif
dari regulasi tentang kemerdekaan berpendapat agar dapat adaptif: menjaga
esensi kebebasan berpendapat, sembari berupaya memposisikan diri pada
konteks dan relevansinya dengan perkembangan zaman.

Pertanyaan Penelitian

Dengan menekankan pembahasan pada soal perlindungan kebebasan
berpendapat, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara untuk menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum
pada kebebasan berpendapat di era digital dalam UU 9/1998?

Sejumlah pertanyaan turunan diajukan untuk membantu menjawab pertanyaan
penelitian, diantaranya:

1. Apa persoalan yang timbul dari perubahan cara-cara berpendapat
masyarakat ke ranah daring yang tak terjamah oleh UU 9/1998?

2. Apa alternatif yang dapat diambil untuk menghadirkan kepastian hukum
dan proteksi pada kebebasan berpendapat masyarakat dalam ruang
digital?

Metode/Pendekatan

Pendekatan normatif dipilih untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan pada kebebasan berpendapat yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan pada tindakan apa
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yang seharusnya dilakukan, mengusulkan arah tindakan yang dapat menjadi
solusi masalah kebijakan, dan menghasilkan informasi berupa rekomendasi.
Oleh karena itu, tulisan analisis kebijakan ini lebih bersifat deskriptif-preskriptif
(Dunn, 2000).

Dalam konteks studi kebijakan ini, pendekatan normatif akan membantu
mengelaborasi celah apa saja yang timbul dari UU 9/1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Celah tersebut lantas
dikawinkan dengan fenomena interaksi daring yang diambil dari catatan
kasus defamasi menggunakan UU ITE dan tren relasi kuasa yang ada antara
sejumlah pelapor dan terlapor pada kasus-kasus tersebut. Gambaran kondisi
kebebasan berpendapat dari kasus-kasus tersebut lalu dihadapkan dengan
perlindungan yang seharusnya disediakan dalam UU 9/1998. Dari perjalanan
tersebut, rekomendasi lantas ditarik dan dilampirkan sebagai satu opsi yang
dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan: mulai dari
pemerintah, pembuat undang-undang di parlemen, penyedia layanan internet,
hingga kelompok masyarakat sipil.

Tinjauan Pustaka

1. Kebebasan Berpendapat

Konsep yang sangat mendasar yang ingin disampaikan dalam penelitian
ini adalah kebebasan berpendapat. Amnesty Internasional Inggris Raya
(2020) mendefinisikan kebebasan berpendapat sebagai “"hak menyebarkan
informasi dan ide dalam bentuk apapun, dengan cara apapun.” Ketika ditarik
lebih umum, kebebasan berpendapat ini sejatinya ialah satu dari beberapa
bentuk kebebasan berekspresi. Pembicaraan yang berkaitan dengan subyek
kebebasan berekspresi sendiri sudah berlangsung lama, dan berkaitan erat
dengan penegakan hukum.

Wolff (dalam Wellington, 1979) memposisikan dirinya pada kebebasan
berekspresi sebagai berikut:

[[]t is not to assist the advance of knowledge that free debate is needed.
Rather, it is in order to guarantee that every legitimate interest shall
make itself known and felt in the political process. Every party to the
decisions of the government-which is to say, every citizen-must have
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the opportunity to argue his case and bring his pressure to bear. A voice
silenced is a grievance unredressed or an interest denied a measure of’
satisfaction. Justice, not truth, is the ideal served by liberty of speech.

Kalimat terakhir kutipan Wolff di atas menekankan dengan sangat jelas
bagaimana keadilan menjadi orientasi utama dari eksistensi kebebasan
berpendapat. Hubungan erat antara kebebasan berekspresi atau berpendapat
dengan keadilan juga ditegaskan oleh Cohen (1993), yang menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang sama antara nilai-nilai kebebasan berekspresi dengan
“penemuan kebenaran, ekspresi diri individu, demokrasi yang berfungsi
dengan baik, dan keseimbangan stabilitas sosial dan perubahan sosial”
Oleh karena itu, kita harus setuju dengan Carlsson dan Weibull (2018) yang
berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya “masalah hukum,
tetapi juga masalah etika dan moralitas.” Mereka juga berpendapat bahwa
kebebasan berekspresi “menyangkut persamaan hak asasi manusia yang
hakiki, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB,” (Carlsson & Weibull, 2018).

Kebebasan berekspresi saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan
internet. Seorang sejarawan dari Columbia University, Richard R. John (2019)
menghadirkan gambaran tentang tantangan atas kebebasan berekspresi
dalam era digital. Dia menyatakan bahwa upaya untuk membuat kebebasan
berekspresi dipertahankan sebagai bagian esensial dari hak dan pelindung dari
kebebasan adalah dengan merancang norma “untuk memulihkan batas spasial
dan batas waktu yang oleh rezim peraturan saat ini telah mendorong penyedia
platform sosial media untuk melangkahi.” Meskipun intervensi oleh penyedia
layanan internet seringkali juga disebabkan oleh tekanan yang mereka
dapatkan dari negara, namun harus diakui bahwa semua kegiatan terkait
kebebasan berekspresi tidaklah bergantung pada medium yang digunakan
oleh masyarakat (Momen, 2020), termasuk media sosial yang disediakan oleh
penyedia layanan internet. Kondisi tersebut kemudian membuat korelasi antara
penyampaian pendapat dan ruang digital menjadi sangat erat.

2. Ruang Digital

Dalam membahas kebebasan berpendapat di era digital, studi ini juga
merujuk ke definisi ruang digital sebagai lokus dalam memperbincangkan
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soal hak berekspresi. Trevor G. Smith (2017), dosen School of Journalism and
Communication di Carleton University, Kanada, mendefinisikan ruang daring
sebagai pengalaman interaksi baru yang ditandai dengan perbedaan dari
bentuk ruang luring yang tradisional. Ruang baru tersebut kemudian membuka
metode baru untuk terlibat dalam interaksi. Interaksi tersebut, mengacu pada
Smith, juga dapat memunculkan cara-cara baru dalam berpolitik yang dapat
memicu perdebatan terkait dengan ranah politik.

Segala kendala terkait keterbatasan ruang dan waktu fisik yang pernah
menghambat pembicaraan tentang ranah politik dalam bentuk tradisional
kemudian hilang. Oleh karena itu, ruang daring dapat menentang argumen
yang berusaha membatasi akses ke ranah politik untuk alasan-alasan yang
diduga bersifat praktis. Hal ini disebabkan karena ruang ini memberikan lebih
banyak kemudahan untuk dibuat, dibentuk, dan dikembangkan (Smith, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Interaksi Daring dan Relasi Kuasa

Kehadiran ruang digital yang semula dianggap dapat membantu proses
demokratisasi kini mengalami pergeseran. Penggunaannya yang kian luas,
bahkan oleh otoritas seperti negara, akhirnya menghadirkan banyak titik
singgung baru dari pemanfaatan internet. Dalam konteks Indonesia, wajah yang
demikian itu sudah semakin familiar. Hal ini, salah satunya, juga disebabkan
karena masyarakat yang mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai
saluran untuk menyampaikan pendapat atau kritik kian sering berbenturan
dengan penalisasi atau kriminalisasi. Bahkan tak jarang, aktor-aktor yang berasal
dari negaralah yang justru mengisi daftar panjang pelapor pada penyampaian
kritik masyarakat melalui platform daring.

Parahnya, sektor pers yang kerja-kerjanya merupakan bentuk perwujudan dari
Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa tentang Hak Asasi Manusia/Piagam PBB tentang HAM) dan dilindungi
oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) saja masih
ternodai oleh praktik kriminalisasi dan penalisasi. Padahal, Pasal 19 Piagam
PBB tentang HAM dengan jelas menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk
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kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima,
dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan
dengan tidak memandang batas-batas wilayah”. Sementara itu, Pasal 6 UU
Pers juga menekankan bahwa satu dari banyak peranan penting pers adalah
mengembangkan pendapat umum (huruf ¢) dan juga mengawasi, mengkritik,
mengoreksi, serta memberi saran pada hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum (huruf d).

Namun, catatan tahunan dari Lembaga Bantuan Hukum Pers/LBH Pers (2020)
masih memperlihatkan adanya 12 serangan digital selama tahun 2020 yang
dialami oleh jurnalis saat menjalankan tugasnya. Kasus publikasi informasi
pribadi tanpa persetujuan (doxing) serta peretasan adalah dua kasus serangan
siber tertinggi yang dialami oleh jurnalis sepanjang tahun 2020, yaitu sebanyak
tujuh kasus untuk doxing dan lima kasus untuk peretasan. Selain itu, terdapat
dua kasus ancaman secara daring, serta satu kasus untuk masing-masing
kejahatan daring seperti penolakan layanan secara terdistribusi (distributed
denial-of-service/ddos), bullying, fitnah atau duplikasi, serta pelecehan daring.
Dua isu sepanjang tahun 2020 yang menurut LBH Pers menjadi faktor utama
terjadinya kekerasan pada jurnalis adalah pengesahan Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja dan penanganan COVID-19.

Ketika ditarik secara lebih umum, rekaman dari Direktorat Tindak Pidana Siber
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dittipidsiber
Bareskrim Polri) yang diolah oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network/
SAFEnet (2021) memperlihatkan sebanyak 15.056 laporan telah diselidiki oleh
Dittipidsiber dalam kurun waktu hampir tiga tahun, sejak bulan Mei 2017 hingga
tahun 2020 (lihat Grafik 5.1). Dari total laporan yang diterima Dittipidsiber,
sebanyak 5.064 laporan (32 persen) berkaitan dengan pasal penghinaan dan
pencemaran nama baik. Diikuti juga dengan 1.169 laporan (7 persen) yang
berkaitan dengan ujaran kebencian.
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Grafik 5.1 Laporan Diselidiki Dittipidsiber Terbanyak

Pencemaran nama baik —i— Lljaran kebencian

JUNLAH LAPORAM

200 B - - — —ill

TAHUMN
Sumber: SAFEnet, 2021.

Ketimpangan terpampang nyata pada catatan kasus ini. Jika menyelaraskan
kalangan terlapor dan pelapor, akan terlihat secara nyata adanya perbedaan
latar belakang sosial antara dua kalangan itu. Dalam laporan yang sama,
SAFEnet memperlihatkan bahwa sebanyak 69 terlapor (37,5 persen) berasal
dari kelompok masyarakat kritis (lihat Grafik 2). Kelompok-kelompok tersebut
diantaranya seperti aktivis (24 terlapor), jurnalis atau media (19 terlapor),
pengajar (19 terlapor), serta buruh (7 terlapor). Belum lagi, terdapat juga 103
terlapor (56 persen) dalam kurun waktu Mei 2017 hingga tahun 2020 yang
berasal dari kalangan warga biasa.

Sementara, kalangan pelapor sepanjang tahun 2017 hingga 2020 yang
berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan
ataupun kekuasaan mencapai 73,92 persen. Kelompok-kelompok tersebut
terdiri dari pejabat publik (90 pelapor/47,87 persen), kalangan profesional (40
pelapor/21,27 persen), dan juga kalangan berpunya (9 pelapor/4,78 persen).
Secara lebih rinci, catatan pelapor dan terlapor dapat dilihat pada Grafik 5.2
dan 5.3 di bawah.
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Grafik 5.2 Profesi Dilaporkan
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Grafik 5.3. Profesi Melaporkan
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2. Tenggelamnya Jaminan Berpendapat di Ruang Digital

Ketika kita merujuk pada UU 9/1998 yang mengatur tentang kemerdekaan
berpendapat di muka umum, nampak jelas ada lokus yang hilang serta
tertinggal dari perkembangan zaman. Padahal, UU 9/1998 dapat diposisikan
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sebagai peraturan yang mampu menghadirkan perlindungan bagi kebebasan
berpendapat. Data-data pada bagian tulisan sebelumnya telah menunjukkan
bahwa keberadaan UU ITE sebagai ‘pengatur utama’ kebebasan berpendapat
di ruang digital malah menimbulkan kriminalisasi dan penalisasi pada upaya-
upaya kritis. Misalnya, melalui pasal defamasi yang bersifat multi-interpretasi.

Permasalahan ini tidak serta merta muncul karena keberadaan UU ITE sendiri,
namun disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan yang cukup besar dalam
memahami konteks-konteks kebebasan berpendapat di ruang digital. Disparitas
pengetahuan tersebut tidak hanya ditemui pada kalangan awam, yang tidak
memahami apa yang limitasi mereka saat berselancar di dunia maya. Kelompok
seperti aparat kepolisian dan pejabat publik, juga masih memiliki permasalahan
dalam menginterpretasikan pasal-pasal bermasalah UU ITE terkait ekspresi-
ekspresi daring. Padahal, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum serta
para pejabat publik seringkali menjadi pihak yang melaporkan tindak ujaran
kebencian yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal ini dianggap
menjadi salah satu pasal karet yang akan terus menimbulkan kasus-kasus
baru pelaporan tindak pidana yang sebenarnya malah membatasi kebebasan
berpendapat di ruang digital.

Oleh karena itu, perluasan konteks kebebasan berpendapat di ruang digital
melalui perbaikan UU 9/1998 sangat diperlukan, sehingga ruang lingkup
dalam UU ITE dapat kembali mengurusi persoalan transaksi elektronik saja.
Perluasan konteks ini berguna untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan
pengetahuan antara kelompok masyarakat yang berwawasan dan yang awam.
Terlebih mengingat bahwa pejabat publik sebagai pelaksana kebijakan dan
aparat kepolisian sebagai penegak hukum juga terlihat awam dan sering
menafsirkan secara bebas aturan UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat (3)
mengenai defamasi dan Pasal 28 ayat (2) mengenai hate speech.

Sementara, UU 9/1998 yang telah berusia lebih dari dua dekade belum juga
diperbaharui, sehingga prinsip-prinsip kebebasan berpendapat di muka umum
masih terbatas pada bentuk-bentuk fisik semata. Padahal, Pasal 5 UU 9/1998
telah menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dalam menyatakan
pendapat memiliki hak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; serta
b. memperoleh perlindungan hukum. Belum lagi, Pasal 7 regulasi ini juga
menyebutkan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung
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jawab salah satunya untuk melindungi hak asasi manusia dan menghargai
prinsip praduga tak bersalah. Disayangkan, hak menyatakan pendapat serta
kewajiban aparatur negara untuk melindunginya di dalam UU 9/1998 masih
terbatas pada bentuk-bentuk seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat
umum, dan/atau mimbar bebas.

Tulisan ini kemudian berpendapat bahwa untuk menjamin kemerdekaan
menyampaikan pendapat di dunia digital diperlukan penambahan terhadap
bentuk-bentuk cara menyampaikan pendapat pada Pasal 9 UU 9/1998.
Penambahan bentuk ini tentunya menghadirkan konsekuensi logis berupa
pengaturan hak-haknya. Dengan demikian, dalam UU 9/1998, perlu diatur
pula batasan berupa pengaturan yang rigid mengenai pelanggaran hak orang
lain pada saat menyampaikan pendapat di ruang digital. Harus ada penjelasan
mengenai bentuk-bentuk dan batas-batas penghinaan, sehingga tidak akan
ada multi interpretasi pada pasal-pasal pelanggaran seperti yang telah lama
terjadi. Hal ini juga berlaku pada pengaturan mengenai penghasutan berbasis
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan adanya penormaan yang
jelas dalam UU 9/1998, diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi dengan tuduhan
penyebaran ujaran kebencian, selain untuk mencegah penghasutan berbasis
SARA yang sudah diperbaiki limitasi bentuk-bentuk pelanggarannya.

Penambahan bentuk penyampaian pendapat secara daring dan pendefinisian
ulang mengenai batasan-batasannya pada UU 9/1998 diperlukan untuk
mencegah adanya kesenjangan pengetahuan, pemahaman, penginterpretasian,
serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penyelesaian kasus-kasus terkait
penyampaian pendapat pun harus mengedepankan restorative justice dan
asas praduga tak bersalah. Selain itu, mengingat penghinaan dan pencemaran
seharusnya berdasarkan delik aduan, aparat tidak perlu melakukan razia seperti
yang saat ini dilakukan secara luring dan daring. Kemudian, Pasal 18 UU 9/1998
juga harus mengatur bentuk-bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dalam
menghalang-halangi hak menyampaikan pendapat. Hal tersebut penting untuk
dilakukan mengingat terdapat bentuk-bentuk upaya dalam menghalangi
penyampaian pendapat di dunia digital dapat berupa peretasan, doxing, ddos,
bullying, fitnah atau duplikasi, serta pelecehan daring. Kedepannya, hal-hal
seperti ini harus diatur dalam UU 9/1998. Dengan demikian, UU ITE juga harus
disesuaikan, di mana penggunaan UU ITE nantinya hanya untuk transaksi
elektronik.
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Sementara, bagaimana soal makna ‘di muka umum’ yang menjadi elemen tak
terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat di UU 9/1998? Definisi ‘di muka
umum’ yang ada di dalam UU 9/1998 merujuk pada kondisi di hadapan orang
banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau
dilihat setiap orang. Sedangkan, ruang digital telah kita definisikan sebagai
pengalaman interaksi baru yang ditandai dengan perbedaan dari bentuk ruang
tradisional yang berbentuk fisik. Ruang baru tersebut kemudian membuka
metode baru untuk terlibat dalam interaksi. Ruang digital telah memberikan
bentuk-bentuk interaksi yang baru dalam penyampaian pendapat, utamanya
berkaitan dengan ranah politik. Kedua definisi ini memiliki titik temu pada kata
kunci interaksi. Baik ‘di muka umum’ secara luring maupun ruang digital sama-
sama berbicara mengenai interaksi. Terlebih, penyebutan kata ‘dapat dilihat
setiap orang’ telah mengakomodasi bentuk interaksi ruang digital sebagai
konsep ‘di muka umum’. Oleh karena itu, tulisan ini melihat bahwa definisi
mengenai ruang digital sudah patut dimasukkan juga ke dalam UU 9/1998
agar diakui oleh UU sebagai bagian dari ‘di muka umum".

Kesimpulan

Upaya demokratisasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru telah diwujudkan
dalam berbagai upaya. Salah satunya dilindungi dan diakuinya bentuk-bentuk
menyatakan pendapat di muka umum melalui UU 9/1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, dapat dikatakan bahwa
UU ini kehilangan lokusnya dalam perkembangan teknologi dan informasi.
Ditemukan bahwasanya ruang digital, sebagai arena baru dalam penyampaian
pendapat, belum diakomodasi oleh negara. Bentuk penyampaian pendapat di
ruang digital akhirnya juga belum dapat diatur secara jelas, dan penegakan
kebebasannya seringkali tercederai. Hal ini terjadi karena penggunaan UU
ITE sebagai perangkat hukum kebebasan berpendapat di ruang digital malah
sering mereduksi kebebasan itu sendiri. Ancaman UU ITE pada kebebasan
berpendapat dapat dilihat dari data-data penalisasi atau kriminalisasi yang
seringkali dihiasi oleh pelapor yang berasal dari kalangan penyelenggara
negara dan aparat penegak hukum. Dari data tersebut dapat ditemukan pula
adanya ketimpangan relasi kuasa antara terlapor dan pelapor.
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Oleh karena itu, negara perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi yang
sangat cepat. Terlebih, catatan kalangan yang beraktivitas di ruang digital
di Indonesia juga terus bertambah. Syahdan, hal ini membuat ruang digital
menjadi penampang bagi banyak opini serta kritik. Maka dari itu, aktivitas
baru ini perlu diakui, dijamin, dan dilindungi. Upaya ini dapat diwujudkan
melalui melalui pendefinisian ruang digital sebagai ruang spasial baru yang
di dalamnya terdapat aktivitas warga negara, termasuk dalam melontarkan
kritik kepada pemerintah. Dalam hal ini, aktivisme digital warga negara patut
dilihat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan yang
seharusnya juga patut didorong, difasilitasi dan dilindungi oleh pemerintah
dalam sistem yang demokratis.

Dari pendefinisian tersebut, penambahan bentuk-bentuk penyampaian
pendapat serta pengaturannya dalam UU 9/1998 akhirnya menjadi elemen
yang mengikuti. Hal ini sangat patut untuk dipertimbangkan, agar aktivitas
digital kita tidak hanya dilindungi konstitusi, tetapi juga dijamin dalam UU.
Penjaminan melalui UU ini juga menjadikan tugas negara untuk menjamin hak-
hak warganya dapat terwujud dalam bentuk yang lebih konkrit dari adanya
aturan dan limitasi yang disediakan dalam bentuk UU.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap temuan dan kesimpulan di atas, terdapat
sejumlah rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan
yang ada.

Pertama, perlu adanya kesepahaman yang sama mengenai definisi ruang
digital sebagai arena baru bagi bentuk-bentuk penyampaian pendapat.
Dengan adanya kesamaan pandangan, hak berpendapat di ruang digital akan
dapat diakui. Pendefinisian serta pengakuan pada ruang digital memberikan
konsekuensi logis berupa pengakuan, perlindungan, serta pengaturan pada
aktivitas-aktivitas penyampaian pendapat di ruang digital. Perbaikan substansi
UU 9/1998 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta
masukan dari masyarakat sipil, terkait penambahan bentuk dan pengaturan
penyampaian pendapat di ruang digital menjadi opsi yang bisa ditawarkan.
Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula posisi ruang digital sebagai suatu

THE B NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

82



Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19
dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik

ruang yang telah mengakomodasi prasyarat ‘di muka umum’. Agar bentuk-
bentuk interaksi dalam ruang digital juga dapat diakui.

Kedua. Pelaksanaan atas pengakuan dan pengaturan kebebasan berpendapat
di ruang digital di masa yang akan datang harus dapat dijamin sebaik-baiknya.
Penyelesaian permasalahan di ruang digital harus mengedepankan prinsip
restorative justice, asas praduga tak bersalah, dan berdasarkan pada delik aduan.
Hal tersebut ditujukan agar hanya pihak yang dirugikan secara langsunglah
yang dapat memperkarakan. Patut diingat, walau ditemui perbedaan bentuk
yang berbeda dari penyampaian pendapat secara luring dan daring, terdapat
kesamaan bahwa keduanya dapat melanggar hak-hak warga negara lain.

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 UUD 1945, bahwa negara
harus menjamin kebebasan berpendapat. Konteks hari ini, perkembangan
teknologi dan informasi tidak boleh membuat kewajiban untuk menjamin HAM
menjadi hilang. Justru, negara serta perangkat hukumnya harus mampu untuk
terus menjadi relevan dengan perkembangan zaman, termasuk salah satunya
dengan menjamin dan melindungi, serta mendorong kebebasan berpendapat
setiap warga negaranya, termasuk dalam memberikan kritik dan masukan
terhadap pemerintah.
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BAB 6
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Abstrak

Adanya korupsi yang mewujud dalam jual beli jabatan menjadi salah satu
masalah di tengah praktik pemerintah dalam mendorong upaya penegakan
kebijakan sistem merit pada sektor publik di Indonesia. UU ASN telah
memberikan landasan dan arah yang jelas bagi penegakan sistem merit di
Indonesia. Namun, sejumlah praktik masih perlu diperbaiki. Kebijakan turunan
seperti seleksi terbuka yang sedemikian baik dibuat harus diikuti komitmen
diantara para aktor yang terlibat. Selain itu, BKN perlu terus meningkatkan
kualitas rekrutmen baik bagi Calon ASN maupun JPT dengan mengedepankan
sinergitas antaraktor strategis, yaitu dengan KemenPAN-RB dan KASN.
Sejumlah perbaikan untuk menegakkan sistem merit pada sektor publik
di Indonesia juga perlu menitikberatkan pada beberapa aspek. Pertama,
memperkuat Kewenangan KASN beserta kerjasamanya dengan KPK. Kedua,
memperbaiki metode Diklat yang dilakukan LAN. Dalam proses Diklat ini aspek
kepemimpinan dan kejujuran perlu mendapatkan perhatian utama. Aspek-
aspek ini tak terpisahkan dari keberhasilan Singapura dan Korea Selatan dalam
menerapkan kebijakan sistem merit.

Kata kunci: COVID-19, sistem merit, sektor publik, korupsi, jual beli jabatan,
Singapura,Korea Selatan, KASN, KPK, BKN, KemenPAN-RB, LAN.

Pendahuluan

Upaya pemerintah dalam menegakkan sistem merit di Indonesia masih
diwarnai banyak tantangan. Salah satu potret kinerja yang menjadi catatan
merah adalah adanya perilaku korup yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur
Sipil Negara (ASN). Sebagai garda terdepan pelayanan publik di tengah praktik
tata pemerintahan yang baik (good governance), perilaku tersebut harus dikikis.
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Transparency International Indonesia (Tll) pada tahun 2021 merilis skor indeks
persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun
2020 yang turun menjadi 37 dari skor 40 pada tahun 2019. Secara peringkat,
posisi Indonesia pun melorot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari
180 negara yang diukur IPK-nya. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, penurunan itu
tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di sektor
pemerintahan (kompas.com, 03/02).

Area rawan korupsi di sektor publik, salah satunya tampak dalam korupsi jual
beli jabatan yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi (menpan.go.id, 03/02).
Pada dasarnya, program pemerintah pasca reformasi pada sektor publik telah
cukup bersesuaian dengan era global yang memaksa pemerintah berbagai
negara untuk terus beradaptasi. Misalnya saja komitmen pemerintah untuk
memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
yang menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Penerapan SPBE Indonesia bahkan mengalami peningkatan peringkat, dari
peringkat 103 pada 2019, menjadi 88 pada 2020. Pemeringkatan itu didasarkan
penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Meresponssituasitersebut, Pfeffer(1996) mengemukakan bahwa padakompetisi
global, hanya ada satu landasan untuk mencapai keunggulan bersaing bagi
institusi/organisasi, yaitu manajemen SDM. Di Indonesia, upaya manajemen
SDM ini terwujud dalam komitmen pemerintah untuk mempraktikkan sistem
merit. Ditekennya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menandai komitmen
pemerintah dalam mewujudkan sistem merit dalam tubuh sektor publik. Jika
mengacu pada rilis Tl tersebut, ASN menjadi ujung tombak peningkatan
indeks persepsi korupsi. Sistem merit pun diharapkan dapat memperbaiki
iklim birokrasi yang ada, khususnya dalam menyelenggarakan rekrutmen yang
transparan, berdasar kompetensi, dan kinerja. Dengan demikian, sistem merit
juga diharapkan dapat mendongkrak iklim birokrasi di Indonesia.

Melihat situasi Indonesia yang pelik dan masih membutuhkan jalan panjang
untuk menciptakan birokrasi yang sehat, studi ini mengangkat tema utama
terkait upaya dalam menegakkan sistem merit yang lebih baik pada sektor
publik di Indonesia. Bagi penulis penegakan sistem merit yang lebih baik
dapat menjadi salah satu batu loncatan dalam meningkatkan kinerja birokrasi
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yang lebih sehat. Studi ini akan menilik praktik sistem merit di sektor publik
Indonesia. Studi ini juga akan memetakan praktik-praktik terbaik (best practice)
penegakan sistem merit berdasarkan pengalaman di beberapa negara. Hal
ini dijadikan sebagai landasan pembelajaran (lesson learned) dalam upaya
penegakan sistem merit pada sektor publik di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka terdapat dua pertanyaan dalam
penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penegakan sistem merit pada sektor publik di
Indonesia?

2. Bagaimana praktik-praktik terbaik (best practice) penegakan sistem merit
di sejumlah negara?

3.  Bagaimanaupaya penegakan sistem merit pada sektor publik diIndonesia?

Tinjauan Pustaka

1. Sistem Merit dan Praktiknya

Pada sejumlah negara, praktik sistem merit tidak terlepas dengan upaya
pemerintah untuk membenahi internal organisasi atau melakukan manajemen
perubahan. Stephen J. McNamee (2004) menyatakan bahwa secara konseptual,
substansi sistem merit menekankan kepada kepantasan atau kelayakan
seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu dilihat dari rekam jejak
(track record). Woodard (2000), seorang pakar Administrasi Publik asal Amerika
menyebutkan bahwa merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya
manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam
segala aspek, termasuk pengangkatan jabatan dalam manajemen pegawai
pemerintah. Dalam konteks tersebut, manajemen publik merit berperan
sebagai nilai (value) yang berkonotasi keadilan (fairness), persamaan (equity),
dan penghargaan (reward) dalam jabatan publik berasaskan prestasi, bukan
atas dasar prinsip politik atau diskriminasi ataupun tindakan favoritisme lainnya.
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Lebih lanjut, Woodard (2000) menyatakan bahwa sistem merit berkedudukan
strategis dalam sejumlah aspek, yaitu seleksi kepegawaian, penempatan,
promosi, dan kompensasi harus didasarkan pada sistem prestasi dan kompetensi
dan faktor lain, seperti nilai-nilai individu untuk meningkatkan manajemen
SDM. Menurut beberapa definisi, kompetensi merupakan salah satu nilai
utama dalam mencapai tujuan organisasi (Herbert dan Wright, 2000), yang
bermuara pada kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas (Ingraham,
2005). Kemampuan pegawai ini akan mengarah pada prestasi kerja sebagai
pusat atau fokus utama dari sistem merit yang berdampak pada perbaikan
atau peningkatan kinerja pegawai itu sendiri (Woodard, 2005).

Menurut Spencer dan Spencer (Palan, 2007), kompetensi adalah sebagai
karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan
secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki
suatu jabatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (2018) menyatakan bahwa
penerapan sistem merit tidak dipengaruhi gender, usia, suku dan faktor non-
merit lainnya pada manajemen SDM, sehingga dapat menarik pegawai yang
tepat serta dapat mengembangkan potensi pegawai untuk meningkatkan
kapabilitasnya. Dalam praktiknya di tataran makro, realisasi sistem merit yang
mengutamakan kompetensi, dipercaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan
mereduksi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) ataupun favoritisme (Dahlstrom,
Lapuente, dan Teorell, 2012; Vveinhardt dan Sroka, 2020).

McNamee (2004) mengidentifikasi empat syarat kunci dalam sistem merit,
yaitu bakat (talent), sikap yang benar (right attitude), kerja keras (hard work)
dan moralitas tinggi (high moral character). Menurut Hickman dan Lee (2001),
penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen memerlukan empat
kebijakan pokok sebagai bagian dari sub-sistem sistem merit tersebut, yakni
pertama, kebijakan penilaian kinerja pegawai (performance appraisal); kedua,
penghasilan (compensation); ketiga, karir (career), dan keempat, pelatihan
(training). Sub-sistem yang paling terpenting dalam penerapan sistem merit
adalah dalam bidang penilaian kinerja pegawai dengan tujuan utama untuk
menghasilkan nilai prestasi kerja pegawai yang optimal dan obyektif.

Faktanya, penilaian pretasi kerja ini tidaklah mudah. Dalam, praktiknya pegawai
akan diberikan nilai dalam lembar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun,
penilaian ini masih membuka celah subyektivitas penilai (Wijaya, 2019).
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Menurut Rao (1992), salah satu penilaian itu mengarah pada hallo effect. Hallo
effect terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang
dinilainya. Oleh karena itu, cenderung akan memperoleh nilai positif pada
semua aspek penilaian bagi pegawai yang disukainya. Begitu pula sebaliknya,
seorang pegawai yang tidak disukainya akan mendapatkan nilai negatif pada
semua aspek penilaian.

Metode Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, studi ini menggunakan
pendekatan literatur dalam mencari data dan menganalisis persoalan
penegakan sistem merit pada sektor publik di Indonesia. Denzin dan Lincoln
(1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memberikan penekanan pada
sifat konstruksi realitas sosial, hubungan akrab antara peneliti dengan apa yang
ditelitinya, dan kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. Neuman
(1997) menyatakan bahwa data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat
empiris, diantaranya terdiri dari berbagai dokumen tertulis, serta berbagai
imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial. Dalam tahapan penelitian
kualitatif, Miles dan Huberman (1991) mengatakan bahwa pengolahan data
dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak pengumpulan data, sehingga
dengan segera diketahui kekurangan data tertentu. Menurut mereka, secara
sederhana, pengolahan data kualitatif dapat dibagi tiga tahap, yaitu reduksi
data, penyajian data; dan tahap penarikan kesimpulan.

Secara lebih khusus, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif.
Menurut Hudson (2007), metode komparatif dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek
yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan
metode komparatif, peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab
akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu
fenomena tertentu. Menurut Lipjhart (2007), studi komparatif berfokus pada
variabel yang bersifat sistematik, yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini
karena sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan
dengan variabel lainnya.
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Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Sistem Merit Pada Sektor Publik di Indonesia

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai
tata kelola pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
dan SDM aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan menjadi tulang
punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penataan organisasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia mengarah pada
manajemen perubahan yang bertujuan secara sistematis dan konsisten
membawa birokrasi memiliki mekanisme kerja pola pikir serta budaya kerja
individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program
ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk
melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya
kerja, serta menurunkan risiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Manajemen perubahan juga dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang
digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan
dalam organisasi dilakukan secara terkontrol dan sistematis, untuk mengatasi
resistensi terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan
pencapaian tujuan organisasi untuk transformasi yang efektif (Aradea et al,
2010). Pencapaian perubahan yang berkelanjutan dimulai dengan pemahaman
yang jelas tentang keadaan organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan
strategi yang tepat dan ditargetkan.

Fokus dari manajemen perubahan adalah pada hasil perubahan. Sejumlah
proses perubahan juga menitikberatkan pada struktur. Menurut Harold Leavit,
pendekatan ini berfokus pada perbaikan pembagian kerja dan deskripsi
jabatan (Wallace dan Szilagy, 1982). Dalam pendekatan ini, terdapat aspek
modifikasi aliran kerja yang mendorong tiap orang bekerja sesuai keahlian dan
mengutamakan kepuasan kerja pegawai serta mendorong semangat mereka.
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Manajemen perubahan didalamnya mencakup manajemen kinerja yang sudah
seharusnya menitikberatkan dan memprioritaskan pengembangan SDM
sebagai langkah awal untuk dapat memajukan sebuah organisasi. Terdapat
beberapa definisi mengenai manajemen kinerja. Armstrong dan Baron (1998)
mendefinisikan bahwa manajemen kinerja adalah pendekatan strategis
dan terintegrasi untuk memberikan hasil yang sukses dalam organisasi
dengan meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan tim dan
individu. Dessler (2003) menyatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses
mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja
ke dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja
karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan.

Kreitner dan Angelo Kinicki (2014) mendefinisikan manajemen kinerja sebagai
sistem perusahaan di mana manajer mengintegrasikan aktivitas penentuan
tujuan, pengawasan dan evaluasi, penyediaan umpan balik dan pelatihan, dan
penghargaan karyawan secara berkelanjutan. Secara lebih singkat, manajemen
perubahan dalam lingkup SDM dapat didefinisikan sebagai penyusunan
rencana atau kebijakan, penerapan praktis dan sistem yang mempengaruhi
perilaku, sikap dan kinerja karyawan (Noe, et.al, 2007). Salah satu praktik yang
diusung oleh pemerintah dalam melakukan manajemen perubahan secara
spesifik dalam memperbaiki manajemen SDM adalah melaksanakan kebijakan
sistem merit.

Pelaksanaan sistem merit di Indonesia tidak terlepas dari amanah Undang-
Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
merupakan milestone dari upaya reformasi manajemen dalam tubuh ASN.
UU ASN merupakan Berdasarkan UU tersebut, sistem merit adalah kebijakan
dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa manajemen ASN
dalam UU ini terdiri dari manajemen PNS dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
dan perlindungan. Sementara itu, untuk manajemen PPPK meliputi penetapan
kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan
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kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian
kerja, dan perlindungan.

Selanjutnya, dalam Pasal 13 UU tersebut dijelaskan bahwa jabatan ASN terdiri
dari jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi (Jabatan Pimpinan
Tinggi/ JPT). Dalam Pasal 14 dijelaskan pula bahwa jabatan administrasi terbagi
lagi tiga jenis, yaitu: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan
pelaksana. Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa JPT terdiri dari JPT utama, madya,
dan pratama. Lebih lanjut, JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap
ASN pada instansi pemerintah, pertama, melalui kepeloporan dalam bidang
keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan
manajemen. Kedua, melalui pengembangan kerja sama dengan instansi lain.
Ketiga, keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan
kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk setiap JPT juga ditetapkan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak
jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

Untuk mendukung efektifitas masing-masing jabatan sistem merit hadir dengan
sejumlah tujuan. Masih dalam UU tersebut, pertama, merekrut ASN yang
profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan
birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Kedua, mempertahankan ASN
melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Ketiga, mengembangkan
kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Keempat, melindungi karir
ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit
(nepotisme dan primordialisme).

Kinerja birokrasi yang buruk pada pegawai negeri sering kali diidentifikasi
sebagai penjelasan dari menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah
(Houston et al,, 2016). Kualitas dan kompetensi aparatur negara yang rendah
dapat menghambat kegiatan pemerintah dan membuat mereka tidak mampu
bersaing dengan sektor swasta (Rakhmawanto, Rusli, dan Sintaningrum, 2019).
Berdasarkan situasi ini, perlu dibangun manajemen atau reformasi kepegawaian
yang mengedepankan sistem merit sehingga birokrasi dijalankan oleh orang-
orang benar-benar kompeten. Untuk dapat mewujudkan hal ini, perlu dimulai
dengan adanya perhatian pada aspek rekrutmen. Selanjutnya, aspek yang
tidak kalah penting adalah aspek pendidikan dan pelatihan (Diklat). Hal ini
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berdasarkan tujuan utama pelaksanaan sistem merit berdasarkan UU ASN.
Berikut pembahasan secara lebih spesifik kedua aspek tersebut.

a. Aspek Rekrutmen

Merekrut individu yang kompeten dalam melayani publik tidak hanya
tergantung pada sistem manajemen SDM. Lebih jauh, penting juga untuk
mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan ekonomi. Selain dapat
menyaring SDM yang kompeten, sistem merit dinilai dapat mengurangi
terjadinya korupsi dan mencegah nepotisme dalam birokrasi (Dahlstrom et al.,
2012; Vveinhardt dan Sroka, 2020). Sebaliknya, menarik peserta yang memiliki
kompetensi unggul dalam bidangnya, dan siap berkomitmen menjadi pelayan
publik menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi di Indonesia. Seberapapun
inovatifnya sebuah badan publik dalam menarik pelamar, keberhasilan instansi
dalam merekrut pegawai dengan integritas yang tinggi akan sulit didapat
kecuali jika kondisi fundamentalnya sudah kuat (Lavinga dan Hays, 2004).
Dengan kata lain, situasi dan kebijakan internal menjadi pijakan yang kuat dalam
keberhasilan rekrutmen.

Sejak ditekennya UU ASN, tidak dipungkiri bahwa perbaikan berkelanjutan tampak
dalam proses rekrutmen ASN. Sejak tahun 2013, sebagai yang diberikan wewenang
dalam rekrutmen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mulai menggunakan
metode Computer Assisted Test (CAT). Pada umumnya, peserta akan melewati
sejumlah tahapan, yaitu: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD),
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dan wawancara sebagai proses akhir sebelum
pengumuman. Menurut Saviar dan Prasojo (2014) adanya SKB akan membuat
instansi mendapatkan pelamar yang tepat berdasarkan kompetensinya. Hingga kini

pun sistem ini terus berjalan menopang rekrutmen ASN yang lebih transparan.

Namun, adanya komitmen transparansi ini masih cukup jomplang dalam pemilihan
JPT karena sejumlah pelanggaran berulang. Pada dasarnya, praktik sistem merit
dalam pengisian JPT telah diperbarui dalam sejumlah aspek. Pertama, pengisian JPT
melalui seleksi terbuka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem terbuka merupakan
quick win penerapan sistem merit. Seleksi terbuka bertujuan untuk mendapatkan
orang yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Seleksi ini diharapkan dapat mengatasi
spoil system dan jual beli jabatan dan meningkatkan mobilitas ASN. Menurut Caren

(2012), spoil system adalah proses rekrutmen yang tidak memenuhi syarat khususnya

THE B NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

92



Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19
dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik

pada posisi publik. Hal itu misalnya tercermin dalam pengangkatan pegawai yang

menitikberatkan pada kedekatannya dengan penguasa atau adanya koneksi politik.

Kedua, pengisian JPT melalui talent pool. Bagi instansi yang sudah menerapkan
sistem merit dalam manajemen ASN dapat dikecualikan dari seleksi terbuka (Pasal
111 UU ASN). Menurut Allegis (2017), talent pool adalah sekelompok kandidat baik
(best candidate) yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, dan yang
memiliki ketertarikan terhadap organisasi untuk mengisi jabatan atau lowongan pada
organisasi tersebut. Talent pool ini difokuskan pada mereka yang memiliki kinerja
tinggi atau pekerja dengan potensi tinggi untuk menempati jabatan tertentu (Uusi-
Autti, 2011). Talent pool ini pada praktiknya dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara
(BKN).

Pelanggaran lain terdapat pada sejumlah instansi yang melakukan seleksi terbuka
tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prosedur yang berlaku, bahkan beberapa instansi
masih merekrutJPT Pratamatanpa melalui seleksiterbuka (Dwiputrianti, 2018). Praktik
jual beli jabatan semacam ini memberikan gambaran bahwa penempatan jabatan di
Indonesia masih carut marut. Praktik maladministrasi masih kerap ditemukan. Hal
ini pun mengindikasikan bahwa faktor-faktor dalam penempatan jabatan seperti
kemampuan, kompetensi, dan keterampilan belum menjadi dasar pertimbangan
yang kuat dalam penempatan. Sistem merit pun belum berjalan sepenuhnya ke arah

yang lebih baik sesuai komitmen pemerintah.

Pelanggaran lain terdapat pada sejumlah instansi yang melakukan seleksi terbuka
tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prosedur yang berlaku, bahkan beberapa instansi
masih merekrutJPT Pratamatanpa melalui seleksiterbuka (Dwiputrianti, 2018). Praktik
jual beli jabatan semacam ini memberikan gambaran bahwa penempatan jabatan di
Indonesia masih carut marut. Praktik maladministrasi masih kerap ditemukan. Hal
ini pun mengindikasikan bahwa faktor-faktor dalam penempatan jabatan seperti
kemampuan, kompetensi, dan keterampilan belum menjadi dasar pertimbangan
yang kuat dalam penempatan. Sistem merit pun belum berjalan sepenuhnya ke arah

yang lebih baik sesuai komitmen pemerintah.

Kasus jual beli jabatan yang terjadi diantaranya, pada tahun 2018 lalu, terjadi kasus
jual beli jabatan yang dilakukan oleh bupati Jombang (Kompas.tv, 05/02/2018); kasus
suap jual beli jabatan yang terjadi di Kementerian Agama, yang menyeret tiga orang
pejabat (Suara.com, 11/09/2019); dan kasus jual beli jabatan yang dilakukan Bupati
Subang (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan/BKPP Kabupaten Demak,
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17/09/2020). Baru baru ini juga diungkap sejumlah kasus jual beli jabatan diantaranya
yang terjadi di Pemkot Tanjungbalai (Tempo.co, 21/04); di Kementerian Desa
(Kemendesa) (Tempo.co, 13/04); dan yang terjadi pada Bupati Nganjuk (Kompas.com,
12/05). Sejumlah alasan melatarbelakangi kasus-kasus tersebut misalnya saja yang
paling sering terjadi dipicu adanya biaya politik yang begitu mahal saat melakukan

kampanye.

Maraknya jual beli jabatan dalam pengisian JPT jika tidak segera dicarikan jalan keluar,
maka akan menodai pelaksanaan sistem merit. Situasi ini juga membawa efek domino
ke bidang sosial, politik, dan keuangan negara. Koordinator Indonesia Corruption
Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa pengangkatan pimpinan di
suatu lembaga atas intervensi politik berpotensi memperburuk reformasi birokrasi

yang tengah digencarkan pemerintah (law.ui.ac.id, 28/03).

Masih dalam artikel tersebut, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian
Effendi mengatakan bahwa institusinya sejak 2017 telah mengetahui ada praktik
transaksional dalam pengangkatan JPT, namun, KASN tidak mempunyai instrumen
untuk membuktikan dan menangkap praktik-praktik itu tersebut. Sofian mengungkap,
terdapat 13 K/L yang sedang diawasi oleh KPK. Selain itu, Guru besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (Ul) Jimly Asshiddigie menilai, untuk menghindari jual beli
jabatan dalam K/L dibutuhkan perubahan karakter atau enlightenment personalities.
Hal ini dapat dilakukan dengan secara gencar menanamkan kode etik kepada

aparatnya dan memperkuat posisi KASN dan KPK untuk pembersihan.

b. Aspek Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Kinerja ditentukan oleh faktor individual, seperti kemampuan dan upaya, tetapi
juga oleh faktor-faktor di luar kendali langsung diri kita, seperti keputusan-
keputusan yang diambil oleh orang lain, sumber daya yang tersedia, sistem di
mana kita bekerja, dan seterusnya (Bacal, 2002; Darma, 2005). Kinerja merupakan
salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987;
Rivai et al., 2005). Sedangkan menurut Vroom (1964), kinerja merupakan hasil
perkalian antara motivasi dengan kemampuan. Untuk mendorong kinerja yang
baik langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan memberikan
Diklat.

Diklat berfokus pada dua aspek (bimteknasional.id, 02/01/2020). Pertama,
pendidikan, yaitu untuk menambah wawasan yang sifatnya lebih teoritis.
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Kedua, pelatihan yang sifatnya lebih praktis, spesifik dan segera. Masih
dalam artikel tersebut, diklat bertujuan untuk mendorong kompetensi yang
mumpuni dan bisa diaplikasikan saat kembali bekerja. Harapannya, setiap
individu yang mengikuti, memiliki pengetahuan, kapasitas, dan pemahaman,
serta kemampuan yang mumpuni untuk mencapai tujuan instansi. Diklat ini
dapat juga diiringi dengan adanya lokakarya dan bimbingan teknis.

Mengamati praktik yang terjadi, adanya diklat masih belum maksimal
dilaksanakan di lingkup sektor publik Indonesia. Menurut Dwiputrianti (2018),
pelaksanaan pembinaan pegawai masih dilakukan dengan metode konvensional
berupa diklat yang seharusnya diiringi dengan metode lain, seperti magang.
Perlu dipikirkan strategi yang lebih baik untuk mendorong efektivitas Diklat
sehingga berdampak pada kinerja pegawai yang lebih baik.

Mathis dan Jackson (2005) menyatakan bahwa pelatihan SDM adalah kegiatan
dalam mendidik dan melatih SDM yang telah direkrut dengan berbagai
Diklat. Hal ini mencakup soal manajemen, kepemimpinan, dan berbagai ilmu
yang terkait dengan kepegawaian organisasi. Secara lebih khusus, aspek
kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama yang seringkali diperhitungkan
organisasi atau birokrasi sebagai penggerak utama. Dengan kata lain, selain
mencari metode diklat yang lebih efektif misalnya melalui magang, aspek
kepemimpinan juga perlu diberikan porsi dalam rangkaian Diklat.

Menurut Erlanda (2014), pemimpin menempati posisi yang paling fundamental
di dalam suatu struktur organisasi pemerintahan. Selain itu, kemampuan
komunikasi dan pemberdayaan kepada anggota merupakan kunci keberhasilan
pemimpin dalam mewujudkan program yang dimilikinya. Dalam situasi sektor
publik di Indonesia, Erlanda menyoroti proses perekrutan jabatan yang
tidak sesuai prosedur, tidak memperhatikan kapasitas dan kapabilitas, serta
akuntabilitas dalam bidang kerjanya. Hal itu disebabkan penempatan pejabat
eselon Il dan Ill, bukan berdasarkan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
karier, tetapi lebih ditentukan oleh tim sukses kemenangan pimpinan daerah
setempat. Aspek politik masih begitu melilit birokrasi publik. Strategi yang lebih
baik harus diupayakan pemerintah dalam mendorong muncul kepemimpinan
yang lebih baik.
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2. Praktik-praktik Terbaik (Best Practice) Sistem Merit

Pada dasarnya, keberadaan lembaga khusus yang berfokus pada sistem merit
ini telah dipraktikkan di negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan. Berikut
ini adalah gambaran pelaksanaan sistem merit di kedua negara tersebut.

a. Singapura

Merujuk pada data Transparency International (TI), tahun ini Singapura
menempati urutan ke-3 dengan skor 85. Peringkat yang sangat luar biasa. Hasil
ini tidak terlepas dari adanya meritokrasi yang telah dipraktikkan Singapura
selama beberapa dekade hingga saat ini. Everest-Phillips (2015) menelusuri
kasus Singapura yang mengubah meritokrasi menjadi faktor berkembangnya
negara tersebut. la menemukan bahwa pembangunan Singapura sangat
erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi pegawai negeri yang
melandaskan praktiknya pada sistem merit. Sistem merit menjadi sarana untuk
memberikan pelayanan yang terbaik. Situasi ini secara langsung memberikan
dampak yang baik bagi kehidupan masyarakatnya.

Jika melihat praktiknya di Singapura, meritokrasi didukung dengan adanya
semangat dan komitmen anti-korupsi. Saat Singapura dipimpin oleh Lee Kuan
Yew, pembenahan sektor publik menjadi target kerja utamanya. Masih dalam
tulisan Everest-Phillips (2015), menurutnya, Lee meyakini bahwa administrasi
publik yang baik akan menciptakan etos pelayanan publik yang bersih, efisien,
efektif, dan terbaik dari semua. Lee juga menanamkan pada pejabat publik rasa
urgensi dan tujuan, efisiensi dan imparsialitas, hukum dan keunggulan dalam
pengambilan keputusan, dan tidak ada toleransi untuk korupsi. Singkatnya,
meritokrasi tidak menghilangkan kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas
dan supremasi hukum. Dengan kata lain, pembenahan sektor publik harus
berjalan seiring dengan komitmen pemerintah untuk setinggi-tingginya
menjunjung sistem anti-korupsi.

Neo dan Chen (2007) menyatakan bahwa praktik tidak dapat disuap/tidak
korupsi (incorruptibility) di Singapura ditandai dengan berdirinya komisi
independen Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Melihat tingginya
risiko korupsi di negaranya, Lee telah memimpin gerakan pemberantasan
korupsi saat berkuasa sejak 1959. Dengan menguatnya gerakan People’s
Action Party, ia mengumumkan perang melawan korupsi dengan mengatakan,
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“no one, not even on top government officials are immune from investigation
and punishment for corruption”. Dapat diartikan, tidak seorangpun, bahkan
yang menduduki puncak atas pemerintahan kebal terhadap investigasi dan
hukuman dari korupsi.

Selain itu, Neo dan Chen juga menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk
melaksanakan good governance juga didasari sejumlah nilai, diantaranya,
pertama, kejujuran dan sense of integrity serta incorruptibility. Kedua, meyakini
bahwa manusia merupakan modal utama, sehingga layak untuk menghargai
kerja keras dan performa mereka. Sebagai negara yang tidak dilimpahi Sumber
Daya Alam (SDA), Singapura menggantungkan dirinya pada kemampuan
bekerja masyarakat. Untuk mempertahankan kualitas orang-orang terbaik,
mereka diberikan penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Ketiga, dengan
menanamkan bina bangsa (nation building) untuk menanamkan semangat
nasionalisme yang tinggi pada rakyatnya.

Hingga saat ini, Singapura telah menganut model dynamic governance. Konsep
ini menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi
dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan
sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara efektif dan efisien.
Upaya ini juga didukung oleh budaya organisasi dan birokrasi yang dinamis,
berintegritas, tidak korupsi, dan berdasarkan sistem merit (prestasi kerja).
Lebih dinamis dalam konteks tersebut adalah sektor publik bergerak dengan
kebijakan yang adaptif di era global.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh “Indonesia Forum” di Jakarta, Lee
Kuan Yew mengatakan bahwa korupsi harus diberantas dari atas ke bawah (top
down). Mewujudkan hal ini, Indonesia harus menciptakan sebuah sistem yang
tidak korup atau mendukung transparansi dan bagaimana hukum menjadi
aspek yang dipatuhi SDM aparatur yang bekerja (Antaranews, 26/07/2007).

b. Korea Selatan

Sepak terjang Korea Selatan dalam membangun ekosistem birokrasi yang
profesional telah diakui banyak negara. Evan Berman et al. (2010) menyatakan
bahwa terwujudnya birokrasi atau sektor public yang makin maju di Korea
Selatan erat dengan peranan Park Chung Hee. Park yang mengambil alih
kekuasaan pada 16 Mei 1961 memproklamir enam poin dalam program
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kerjanya, yaitu anti-komunisme, menghormati Piagam PBB, memperkuat
hubungan dengan Amerika Serikat dan negara bebas lainnya, pemberantasan
korupsi, pembentukan ekonomi pendukung, dan mengupayakan reunifikasi
nasional atau penyatuan Korea Utara dengan Korea Selatan. Di tengah pro-
kontra kepemimpinan Park, upaya pemberantasan korupsi Korea telah ada
sejak masanya.

Masih dalam tulisan Evan, dijelaskan bahwa budaya dan nilai administrasi
Korea Selatan dipengaruhi oleh Konfusian Chung Yak Yong, yang menekankan
pentingnya nilai kejujuran, kesetiaan, dan berhemat. Selain itu, Korea Selatan
juga menghargai nilai-nilai etis, sopan santun, dan kewajiban moral dalam
hubungan sosial. Konfusianisme menjadi kode moral yang berlaku di Korea
Selatan, mengakar kuat menjadi landasan hidup masyarakatnya. Konfusianisme
mengedepankan prinsip merit, pentingya pendidikan, kolektivisme, dan
harmoni sosial masyarakat.

Dalam perjalanan jatuh bangun birokrasi, saat ini rekrutmen kementerian
mengutamakan kerjasama dengan universitas untuk mendapatkan lulusan
terbaik yang akan langsung dipekerjakan sebagai pegawai negeri. Rekrutmen
terbagi menjadi dua, yaitu ujian kompetensi umum yang dapat diikuti
semua warga dan proses rekrutmen khusus yang dapat diajukan secara oleh
Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga memiliki ketentuan khusus. Tidak ada
prasyarat akademik untuk mendaftar, tetapi lulusan universitas merupakan
mayoritas yang lulus dalam ujian. Ujian terdiri dari ujian tertulis termasuk Bahasa
Inggris, esai dan wawancara. Terdapat pusat pelatihan khusus calon pegawai
negeri yang berada di Noryangjin, Seoul. Banyak calon pegawai negeri yang
mengikuti pelatihan hingga bertahun-tahun karena mencoba kembali atau
karena ingin mendapat level yang tinggi ketika masuk.

Adopsi nilai tradisional juga diterapkan pada praktik reformasi birokrasi. Sebagai
contoh, birokrasi Korea saat ini terdiri dari 9 (sembilan) jenjang, dari yang
tertinggi Asisten Menteri, hingga yang terendah pegawai yang baru diangkat.
Sembilan jenjang ini diadopsi dari model birokrasi yang pernah diterapkan
oleh Dinasti Joseon, di mana 3 tingkat teratas adalah golongan yang berhak
menggunakan jubah/kostum berwarna merah, 3 tingkat menengah berpakaian
warna biru, sedangkan baju pegawai pada 3 tingkat terendah berwarna hijau.
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Jika seseorang masuk pada level 5, maka akan mempermudah untuk naik ke
level atas.

Terdapat pula Komite Review Promosi (Promotion Review Committee) yang
melaksanakan promosi pegawai negeri sesuai dengan kinerja, kemampuan,
spesialisasi, sejarah karir, dan evaluasi. Mereka yang memiliki integritas, kinerja
yang baik dan pengembangan kebijakan mendapat promosi khusus. Pegawai
yang memiliki tingkat kesulitan kerja tinggi akan mendapat kompensasi
yang besar, namun memperhatikan aspek lama bekerja dan tingkat
pertanggungjawaban. Mereka yang bekerja melebihi waktu, hingga tengah
malam, bekerja saat libur akan mendapatkan bonus.

Selain itu, terdapat 4 hal utama yang menjadi fokus reformasi di Korea Selatan,
yaitu (1) peningkatan kualitas pegawai negeri senior. Hal ini dilakukan melalui
proses penilaian dari senior terdahulu. Adanya kelompok ini adalah untuk
mengisi jabatan kelas atas yang terdiri dari penasihat kebijakan dan asisten
menteri. Kedua, sistem posisi terbuka untuk merekrut ahli-ahli yang berasal
dari sektor publik dan swasta. Ketiga, memberikan bonus kinerja melalui
penilaian yang hasilnya terdiri dari 4 level. Terakhir, legalisasi serikat pekerja.
Korea Government Union merupakan serikat terbesar yang tercipta.

Tulisan Evan diperkuat oleh tulisan Agus Subagyo (2009) yang menyatakan
bahwa rekrutmen pegawai di Korea Selatan sangat memprioritaskan sistem
meritokrasi. Prestasi para pegawai yang direkrut merupakan parameter yang
utama. Calon pegawai yang akan direkrut dicek rekam jejaknya, dan riwayat
hidupnya, apakah mempunyai prestasiyang membanggakan atau tidak. Apabila
seorang pegawai dinilai telah memiliki prestasi yang luar biasa, misalnya juara
olimpiade nasional dan regional, atau memiliki capaian di bidang olahraga yang
membanggakan di tingkat lokal maupun nasional, maka akan direkrut tanpa
melalui tes/ujian rekrutmen pegawai. Hal ini terjadi misalnya di pemerintah
daerah Kota Metropolitan Busan dan Daegu.

Masih dalam tulisan Agus, Pemerintah Kota Metropolitan Incheon dan
Gwangju juga menerapkan sistem rekrutmen pegawai yang didasarkan pada
disiplin, loyalitas, kepribadian, dan mentalitas pegawai. Dalam pandangan
kedua pemerintah kota ini, setiap pegawai harus memiliki nilai dasar yang tidak
bisa ditawar-tawar lagi, yakni moralitas dan mentalitas pegawai, yang harus
melekat dan dijunjung tinggi oleh setiap pegawai (Government of the Repubilic
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of Korea, 2002). Terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, seperti
perilaku KKN dalam lingkungan kerja disebabkan lemahnya mentalitas dan
rendahnya moralitas pegawai, sehingga kedua nilai dasar tersebut merupakan
harga mati.

Agus juga menyatakan bahwa di Korea Selatan, terdapat badan-badan
negara di lingkungan Pemerintah Pusat yang sangat besar perannya dalam
penyelenggaraan rekrutmen PNS, antara lain: Ministry of Government
Administration and Home Affairs, Civil Service Commission, dan Regional
Metropolitan Administration. Badan administrasi dan kepegawaian ini berperan
besar dalam membuat buku petunjuk, aturan teknis, dan berbagai aturan
terkait lainnya terkait masalah-masalah kepegawaian negara, termasuk sistem
rekrutmen pegawai (Song Byung Nak, 2002). Dalam konteks sistem rekrutmen
pegawai di Korea Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa
bersinergi secara positif, di mana untuk kewenangan rekrutmen pegawai
diserahkan kepada daerah masing-masing setelah berkonsultasi dengan Civil
Service Commission.

Korea Selatan juga memiliki komisi independen korupsi, yang disebut dengan
Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC). Beberapa waktu lalu (Rabu,
4 Juli 2020) ACRC mengadakan kunjungan ke KPK bersama Penyidik Senior dari
Kejaksaan Agung Korea Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk.go.id,
05/07/2018). Dalam diskusi tersebut, Director of Training Planning dari Anti-
corruption Training Institute (ACTI), Chae Soo Lim mengenalkan lembaganya
yang merupakan bagian dari ACRC. ACTI adalah lembaga pelatihan untuk
masyarakat dan penyelenggara negara agar memiliki integritas yang lebih
baik dan menanamkan karakter antikorupsi. Ini adalah salah satu cara Korea
Selatan untuk mencegah korupsi dengan memberikan mereka pengetahuan
dan pelatihan.

Lim berbagi cara ACTI memberikan pelatihan yang menyenangkan kepada
masyarakat dan penyelenggara negara lewat sebuah konser musik, sebuah
pertunjukan, diskusi menarik bersama tokoh masyarakat yang inspiratif.
Kegiatan itu disebut dengan Integrity Concert, yaitu pelatihan integritas
melalui medium seni. Pelatihan Integrity Concert sangat populer dan disenangi
di Korea Selatan. Pelatihan itu menjadi menarik karena berbeda dengan jenis-
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jenis pelatihan yang ada sebelumnya yang terkesan membosankan dan akan
membuat masyarakat mengantuk.

Masih dalam artikel tersebut, selain berbagi tentang pelatihan integritas yang
menjadi salah satu andalan ACRC, Senior Deputy Director Anti-Corruption
Solicitation Interpretation Division, Ki Hyun Kwon juga menjelaskan mengenai
pengaturan gratifikasi di Korea Selatan. Di Korea Selatan, gratifikasi tidak
hanya berlaku dan diatur untuk para penyelenggara negara, pengajar juga bisa
terkena pasal gratifikasi. Hal menarik dan sedikit berbeda dari Indonesia, Korea
Selatan tidak menerapkan aturan gratifikasi pada upacara kematian. Menurut
Kwon, upacara kematian di Korea Selatan sangat mahal dan sangat sakral bagi
masyarakat Korea Selatan.

Dalam mengatur sektor swasta, ACRC membuat sebuah pedoman yang
bernama Anti-corruption Guidelines for Companies yang harus diterapkan di
seluruh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Pedoman tersebut mengatur
banyak hal yang dapat mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta. Peraturan
tersebut juga terintegrasi dengan aturan-aturan lain, seperti kewajiban
mengikuti pelatihan integritas dan mengikuti aturan gratifikasi. Buku panduan
tersebut mengatur banyak hal secara rinci. Misalnya, dorongan kepada setiap
perusahaan untuk menggunakan kartu kredit untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan dana perusahaan dan mencegah terjadinya suap dengan cara
memberikan “hiburan” bagi penyelenggara negara. Dengan penggunaan kartu
kredit, semua transaksi dapat dipantau dengan baik.

3. Mendorong Upaya Penegakan Sistem Merit Pada Sektor
Publik di Indonesia

Berdasarkan situasi dan strategi yang dilakukan oleh negara lain seperti
Singapura dan Korea Selatan, sejumlah aspek perlu didorong. Selain itu, sangat
penting untuk memperkuat kewenangan KASN termasuk kerjasamanya dengan
KPK. Kedua, memperbaiki metode Diklat yang dilakukan Lembaga Administrasi
Negara (LAN). Berikut secara lebih rinci.

a. Memperkuat Kewenangan KASN

Mengamati kinerja KASN sejauh ini, penegakan sistem merit melalui KASN
banyakdirespons positif oleh ASNyang mengalamitindakan sewenang-wenang.
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KASN juga menerbitkan berbagai rekomendasi atas hasil pengawasannya
terhadap ASN kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda). Laporan yang
diterima misalnya saja tentang pencopotan jabatan yang dilakukan tanpa
alasan jelas oleh pejabat Pemda.

Berbagai laporan terkait nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas, juga
sistem merit terus diterima dan diselidiki dalam perjalanan KASN hingga saat
ini. Berdasarkan rilis KASN, pada tahun 2019 lalu, tercatat sebanyak 412 kasus
pengaduan. Dari jumlah itu, 386 kasus berhasil diselesaikan. Di pertengahan
tahun 2020, KASN kembali mencatat daftar aduan yang mencapai 351 kasus
dan 243 diantaranya telah selesai. Namun, dalam praktik kerjanya, KASN
hanya mampu memberikan rekomendasi yang bisa saja tidak dilakukan Pemda
karena pengaruh situasi politik. Selain itu, ketika mengetahui kasus jual beli
jabatan, KASN juga tidak bisa berbuat lebih tegas. Peran KASN dalam hal ini
perlu diperkuat.

Kerjasama dengan KPK juga sangat diperlukan. Rekomendasi yang diberikan
juga selayaknya bersifat wajib sebagaimana hal ini juga diterapkan di Korea
Selatan sebelum rekrutmen pejabat. Pada dasarnya, melihat situasi di Singapura
dan Korea Selatan, komisi independen korupsi juga memegang aspek yang
begitu penting. Peranan KPK dalam mencegah dan menindak harus diperkuat
dengan meningkatkan sistem aduan atau whistleblowing system di tengah
upaya pelemahan yang terus dilakukan banyak pihak.

b. Memperbaiki metode Diklat yang dilakukan LAN

Salah satu upaya penting dalam menyeleksi ASN yang berkompeten adalah
dengan adanya pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi
dapat diperoleh melalui program pengembangan berupa Diklat, pertukaran
pegawai dan praktik kerja (KASN, 2019). Selain itu, kompetensi bisa didapatkan
melalui berbagai cara seperti pengalaman hidup dan aktivitas di tempat kerja
dan program pengembangan (Wu, 2013).

Undang-Undang ASN telah membuka ruang bagi ASN dalam pengembangan
kompetensi. Setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan diri selama
20 jam dalam setahun. UU ASN juga mengharuskan instansi pemerintah
untuk membuat daftar perencanaan pengembangan ASN dalam setiap
tahunnya. Bagaimanapun, masih ada beberapa instansi pemerintah yang
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tidak menjalankan tugas tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya
berbagai permasalahan manajemen ASN dalam penerapan sistem merit. Hal
ini mengakibatkan, misalnya, rekrutmen JPT belum berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan kebutuhan organisasi (Dwiputrianti, 2018).

Pemetaan kompetensi dan kesenjangan kompetensi sangat perlu dilakukan.
Untuk mengastasi kesenjangan sejumlah metode yang lebih aktual seeprti
coaching, mentoring, counseling, magang di perusahaan swasta (corporate
university) perlu dilakukan dan ditingkatkan. Model pemagangan di sektor
publik yang memiliki peringkat yang lebih baik juga perlu dilakukan. Dalam
praktiknya di tingkat K/L/Pemda, KASN memberikan penilaian pada sistem
merit di masing-masing K/L (KASN, 2021). Terdapat delapan aspek penilaian
KASN, yaitu: pengembangan karier sebanyak 30 persen, manajemen kinerja
sebanyak 20 persen, mutasi, rotasi, dan promosi sebanyak 10 persen, penggajian,
penghargaan, dan disiplin sebanyak 10 persen, perencanaan sebanyak 10
persen, pengadaan sebanyak 10 persen, sistem informasi sebanyak 6 persen,
dan perlindungan dan pelayanan sebanyak 4 persen.

Penilaian sistem merit sektor publik terbagi menjadi empat kategori. Pertama,
kategori | yaitu buruk dengan nilai 100-174 dan indeks 0,2-0,4. Dalam kategori
ini K/L/Pemda akan dibimbing intensif agar memenuhi persyaratan. Kedua,
kategori Il yaitu kurang dengan nilai 175-249 dan indeks 0,41-0,6. Dalam
kategori ini K/L/Pemda akan dibimbing agar memenuhi persyaratan. Ketiga,
kategori lll yaitu baik dengan nilai 250-324 dan indeks 0,61-0,8. Dalam kategori
ini K/L diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool, namun, dengan
persyaratan tertentu dan pengawasan. Serta dievaluasi setiap tahun. Keempat,
kategori IV yaitu sangat baik 325-400 dengan indeks 0,81-1. Dalam kategori
ini, K/L/Pemda dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool
dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Melihat situasi yang terjadi, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
di instansi Pemerintah di tingkat Pusat lebih baik dibandingkan dengan di
Pemda. Secara umum, masih diperlukan kerja keras untuk mendorong instansi
membangun manajemen ASN berbasis merit di instansi masing-masing.
Berdasarkan data KASN (2018), terdapat 6 kementerian yang sudah mencapai
kategori IV (sangat baik), yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Kemenko Perekonomian), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
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Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian
(Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian ini dapat dijadikan tempat belajar
bagi Pemda. Sedangkan, data tersebut juga menunjukkan ketiadaan Pemda
yang meraih nilai sangat baik. Namun, terdapat sejumlah Pemda yang mendapat
kategori baik, yaitu Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten,
dan DKI Jakarta. Pemda lain yang masih memperoleh nilai minim, sangat
diharapkan untuk mau belajar dari Pemda yang telah memiliki kategori baik.

Adanya kolaborasi dengan negaralain juga dapat dipertimbangkan dengan cara
kesempatan magang di sektor publik di negara yang telah berhasil menerapkan
sistem merit. Di era globalisasi seperti ini banyak negara membuka diri untuk
melaksanakan kolaborasi, demikian juga seperti Singapura dan Korea Selatan.
Hal ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh sektor publik Indonesia.

Memperhatikan pelatihan yang diberikan kepada pegawai oleh sektor publik
Singapura dan Korea Selatan, muatan aspek-aspek mendasar juga perlu
diperhatikan lebih jauh oleh LAN. Bagaimana membuat aspek-aspek mendasar
seperti kepemimpinan meresap dalam perilaku setiap aktor sektor publik.
Kepemimpinan yang bersih dan tegas dalam menggerakkan roda birokrasi.
Adanya nilai-nilai kejujuran yang dijunjung tinggi oleh Singapura dan Korea
Selatan juga perlu diinternalisasikan dalam setiap jenjang jabatan. Termasuk
mereka yang menduduki jabatan politik. Pada prinsipnya, tidaklah mudah
untuk membawa nilai-nilai ini begitu cepat diaplikasikan dalam tubuh ASN.

Jika mengamati Integrity Concert yang dilakukan Korea Selatan upaya
menginternalisasikan nilai-nilai ini tidak akan pernah bisa tercapai jika hanya
menggunakan metode konvensional berupa Diklat. Dalam situasi demikian,
sektor publik perlu mengadopsi dan mengadaptasi sejumlah cara yang lebih
kreatif, agar internalisasi nilai dapat lebih efektif. Pada intinya, dalam proses
Diklat ini aspek kepemimpinan dan kejujuran perlu mendapatkan perhatian
utama. Aspek-aspek ini tak terpisahkan dari keberhasilan Singapura dan Korea
Selatan dalam menerapkan kebijakan sistem merit. Untuk mendorong efektifitas
Diklat, LAN perlu bekerjasama secara lebih khusus dengan KemenPAN-RB, dan
BKN.
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Kesimpulan

Adanya korupsi yang mewujud dalam jual beli jabatan menjadi salah satu
masalah di tengah praktik pemerintah dalam mendorong upaya penegakan
kebijakan sistem merit pada sektor publik di Indonesia. UU ASN telah
memberikan landasan dan arah yang jelas bagi penegakan sistem merit di
Indonesia. Namun, sejumlah praktik masih perlu diperbaiki.

Kebijakan turunan seperti seleksi terbuka yang sedemikian baik dibuat harus
diikuti komitmen di antara para aktor yang terlibat. Kebijakan seperti ini akan
membawa dampak yang besar bagi keberlanjutan reformasi sektor publik,
sebagaimana terjadi di Korea Selatan dan Singapura. Selain itu, BKN perlu terus
meningkatkan kualitas rekrutmen baik bagi Calon ASN maupun JPT dengan
mengedepankan sinergi antaraktor strategis, yaitu dengan KemenPAN-RB dan
KASN.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, sejumlah perbaikan untuk menegakkan sistem merit
pada sektor publik di Indonesia juga perlu menitikberatkan pada beberapa
aspek.

1. Memperkuat Kewenangan KASN beserta kerjasamanya dengan KPK

Berbagai laporan terkait nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas,
juga sistem merit terus diterima dan diselidiki dalam perjalanan KASN
hingga saat ini. Namun, dalam praktik kerjanya, KASN hanya mampu
memberikan rekomendasi yang bisa saja tidak dilakukan Pemda karena
pengaruh situasi politik. Selain itu, ketika mengetahui kasus jual beli
jabatan, KASN juga tidak bisa berbuat lebih tegas. Peran KASN dalam hal
ini perlu diperkuat.

Selain itu, kerjasama dengan KPK juga sangat diperlukan. Rekomendasi
yang diberikan juga selayaknya bersifat wajib sebagaimana hal ini juga
diterapkan di Korea Selatan sebelum rekrutmen pejabat. Faktanya,
komisi independen korupsi juga memegang aspek yang begitu penting.
Peranan KPK dalam mencegah dan menindak harus diperkuat dengan
meningkatkan sistem aduan atau whistleblowing system di tengah upaya
pelemahan yang terus dilakukan banyak pihak.

2. Memperbaiki metode Diklat yang dilakukan LAN

Model diklat yang dilakukan sebaiknya juga perlu diubah. Mendukung
Diklat, strategi mengatasi kesenjangan melalui coaching, mentoring,
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atau counseling, dan pemagangan perlu dilakukan dan didesain untuk
merespons kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pegawai.
Adanya kolaborasi dengan negara lain juga dapat dipertimbangkan
dengan cara kesempatan magang di sektor publik di negara yang telah
berhasil menerapkan sistem merit. Selain itu, bagaimana membuat aspek-
aspek mendasar seperti kepemimpinan meresap dalam perilaku setiap
aktor sektor publik perlu dicarikan strategi yang tepat. Dalam konteks
ini, kepemimpinan yang bersih dan tegas dalam menggerakkan roda
birokrasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi
yang berdasarkan sistem merit.

Sebagai pembelajaran, adanya nilai-nilai kejujuran yang dijunjung tinggi
oleh SingapuradanKoreaSelatanjuga perludiinternalisasikan dalam setiap
jenjang jabatan publik di Indonesia. Termasuk mereka yang menduduki
jabatan politik. Pada prinsipnya, tidak mudah untuk membawa nilai-nilai
ini begitu cepat diaplikasikan dalam tubuh ASN. Dalam situasi demikian,
sektor publik perlu mengadopsi dan mengadaptasi sejumlah cara yang
lebih kreatif, agar internalisasi nilai dapat lebih efektif.

Pada intinya, dalam proses Diklat ini, aspek kepemimpinan dan
kejujuran perlu mendapatkan perhatian utama. Aspek-aspek ini juga
tidak terpisahkan dari keberhasilan Singapura dan Korea Selatan dalam
menerapkan kebijakan sistem merit. Untuk mendorong efektifitas Diklat,
LAN perlu bekerjasama secara lebih khusus dengan KemenPAN-RB, dan

BKN.
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The Indonesian Institute (TIl) adalah lembaga penelitian kebijakan publik
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004
oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan
lembaga yang independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber dana
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dariyayasan-yayasan, perusahaan-
perusahaan, dan perorangan.

Tl bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan
kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan
dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TIl adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam
pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang demokratis.

Misi Tl adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan,
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TIl juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII
memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan
publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh
TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang
dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi Tll antara lain adalah penelitian,
survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working
group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana
TIl), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan
Inggris), kajian kebijakan (Policy Assessment), kajian tahunan (Indonesia Report),
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).
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pembangunan, pemberdayaan masyarakatdanperempuan,lembagaperwakilan
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Jakarta”.

Hemi Lavour Febrinandez, S.H., Peneliti Bidang Hukum
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Hemi aktif menulis dan melakukan penelitian hukum, salah satunya bertema
“Menjerakan Pelaku ‘Uang Mahar’ Pemilu”.
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Hemi juga pernah menjadi salah satu peserta call paper di Konferensi Hukum
Tata Negara ke-6 pada Tahun 2019 dengan makah yang berjudul “Desain
Konstitusional Relasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Hal
Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PUU-XI11I/2015". Fokus kajian yang saat ini ia tekuni terkait dengan
demokrasi dan pemilu, penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan,
perlindungan HAM, dan korupsi politik.

Muhamad Rifki Fadilah, S.Pd., Peneliti Bidang Ekonomi

Muhamad Rifki Fadilah (Rifki) adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian
Institute (TII). Rifki memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan bidang
Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta pada
tahun 2018. Di akhir masa studinya, Rifki melakukan penelitian skripsi mengenai
Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan dipublikasikan dalam
Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 pada bulan Oktober 2018 silam
dengan judul "The Causal Relationship between Tourist Arrivals and Economic
Growth: Evidence from Indonesia”.

Sewaktu kuliah, Rifki juga sangat aktif menulis berbagai opini terkait ekonomi
di beberapa mainstream media, seperti koran Sindo, CNN Indonesia, dan
kolom Opini Lembaga Pers Mahasiswa. Ketertarikannya pada dunia riset dan
penelitian di bidang ekonomi sudah dimulai sejak duduk di bangku kuliah
semester 2, dimana dirinya aktif sebagai Kepala Sub-departemen Penelitian
dan Pengembangan di Lembaga Pers Mahasiswa “Econochannel” FE UNJ dan
aktif menjadi asisten peneliti untuk dosen di program studinya.

Rifki juga aktif menjadi pembicara dan moderator dalam seminar di bidang
penelitian dan ekonomi, serta menjadi pembicara pada ajang konferensi
internasional di bidang ekonomi di Malaysia tahun 2017 silam. Adapun fokus
kajian yang saat ini ia tekuni, terkait dengan bidang makroekonomi dan
ekonomi internasional seperti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
ekonomi publik dan moneter, kerjasama ekonomi internasional dan keuangan
internasional.

Nisaaul Muthiah, S.Sos., Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah alumni Departemen Sosiologi, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari jurusannya pada 2018. Sebelum menjadi
peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute, Nisa juga sempat bekerja
sebagai asisten peneliti di beberapa lembaga.

Nisa pernah melakukan penelitian bertemakan kognisi anak yang berjudul
“"Asosiasi antara Karakteristik Anak, Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kognisi
Anak di Indonesia: Analisis Data Sekunder Survei Aspek Kehidupan Rumah
Tangga Indonesia (SAKERTI-5)". Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan,
kemiskinan, kesehatan publik, gender dan budaya.
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Rifgi Rachman, S.IP., Peneliti Bidang Politik

Rifgi Rachman (Rifgi) adalah alumni Departemen Politik dan Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari jurusannya pada 2017.
Sebelum menjadi peneliti bidang politik di The Indonesian Institute, Rifgi juga
sempat bekerja sebagai peneliti di salah satu perusahaan media digital.

Rifqi pernah melakukan penelitian bertemakan politik perbatasan yang berjudul
“Beyond Territoriality: Meaning Complexity of Cross-Border Activities in Desa
Napan, Nusa Tenggara Timur”. Fokus kajian Rifgi adalah soal pemilu, politik
digital, partai politik, serta politik perbatasan.

Vunny Wijaya, S.Sos., M.A,, Peneliti Bidang Sosial

Vunny Wijaya adalah Peneliti Sosial The Indonesian Institute. Vunny
menyelesaikan studi magister pada jurusan llmu Administrasi dan Kebijakan
Publik Fakultas [Imu Administrasi, Universitas Indonesia pada tahun 2019.
Pada tahun yang sama, Vunny lolos dalam seleksi program hibah penelitian
mahasiswa Universitas Indonesia dengan tema publikasi, “Human Research
Practices: E-Riset Application in National Institute of Health Research and
Development — Indonesia” yang diterbitkan melalui Prosiding Internasional
terindeks Scopus dalam 33rd International Business Information Management
Association Conference.

Padatahun 2018, Vunny menjadidelegasi dalam program pertukaran mahasiswa
pada kegiatan International Summer School di Universitas Sungkyunkwan,
Korea Selatan melalui beasiswa Korea Foundation. Buku pertamanya berjudul,
“Surga Di Bawah Nisan Anak” oleh Lembaga Penerbitan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan. Vunny memiliki ketertarikan pada isu di bidang
pemerintahan khususnya SDM, inovasi dan isu kesehatan.
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Dalam kajia
Center for Public
terkait dengan konteks
mengangkat catatan pembel
penyelenggaraan pemilu jelang
Selain itu, kami juga menggarisbawahi
di platform digital yang masih memerlukan ketent
jelas dan tetap melindungi hak dan kebebasan sipil individu.
mengangkat tentang pentingnya penegakan sistem merit da r
pejabat publik untuk menghadirkan pelayan publik yang berinte
profesional dan kompeten.

Terkait bantuan sosial di masa pandemi, kajian tengah tahun ini, TIl membahas
tentang permasalahan korupsi politik menggunakan bantuan sosial dalam
kompetisi politik seperti yang telah terjadi dalam pilkada serentak tahun
sebelumnya. Selain itu, TlIl memberi catatan kritis tentang permasalahan
pelaksanaan bantuan sosial tunai, terutama dari aspek alokasi ke daerah dan
penerima sasaran, serta dinamika dalam penerapan dan pemanfaatannya.

Tll selalu berkomitmen untuk memberikan masukan untuk kebijakan publik
yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan di Indonesia, termasuk
melalui kajian kebijakan tengah tahun ini. Kami mendorong agar rekomendasi
kebijakan dalam kajian kebijakan ini juga ikut berkontribusi dalam mendorong
proses kebijakan yang demokratis, transparan, akuntabel, inklusif, partisipatif,
berintegritas, serta berdampak positif, memberdayakan dan berkelanjutan
dengan perspektif gender, hukum, dan HAM di Indonesia.
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